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BAB I

PENDAI{UI,UAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kepemilikan tanah di j';iirnnqi,.rbau merniliki kekhasan tersendiri,

sehingga menjadi sebuab ciri yang mernbeiJakar: Caerah lv{inangkabau dengan daerah

lairurya di Indonesia. Sebagai bagian dari t.ila1.,ah rantau Minangkabau, sistem

kepemilikan tanah di Padang berdasai.kaii kepa*ia hukunr adat yang berlaku 4i dalam

masyarakat Minangkabau. Tanah rnl:rt'paiiair iiarta rnilik ulayat di bawah garis

keturunan perempuan, nanlun perigeitilaann'''a diberikan kepada laki-laki. Hasil

pengelolaan tanah akan digunakan untril.: [:epe ;:lin3ian kiurn varlg bersangkutan.l

Menurut adat yang bc:l:rk..r di !{inrngkrbar-1. tanah ticlak boleh

dipe{ualbelikan, tetapi hanya bole.ir dillariajkr.in Jika ada keperluan keluarga yang

mendesak. Aturau adat ini tlenyebai;kirr., tarrair ti<iak dapat ciirniliki secara fisik dan

berstatus hak guna'tanah. Hal ini mer:ibcrikan keseinpatan kepada pendatang untuk

mendapatkan lahan di Minangkabarr. Sistcm pagang gadai menjadi sumber

keberlangsungan hidup keturunan masyarakat Minangkabau.2

Tatanan masyarakat mulai bergeser setelah Perrrerintah Hindia Belanda di

bawah pemerintahan H.J.J.L De Stuers n:endaftarkan tanah-tarrah yang ada di padang

pada tahun 1827-1829. Residen H.J.J.I. De Stuers melakukan pendaftaran tanah agar

dapat mengeluarkan surat (sertifikat) tar:ah bagi siapa saja yang mereklamasi lahan

kosong "par le droid de prentier occupant".3 Kebijakan De Stuers ini arvalnya

I Mohammad Nasroen, "llukum waris dan 'fnah Dalam Rangka Blrinneka Tunggal Ika,,,
dalam Mochtar Naim (ed), Menggali l-lukunr Tanalr cltin Hukttnt 1l'aris iinttngkabou, padai{: Center.
for Minangkabau Studi Press, i968, hlm. 49-63.I H. Nurullah Dt. Perpatih Nan Tur,. 'lunolt [.]lctvut iVlenttntt A.iarttn Adot Minangkabay,
Sumatera Barat: Yayasan Tuah Sakato t.K,{AN{ Sunrartr;r Barat. 1999. hlrn. 5.I De Stue,s tiba di Padang pada tahun i S24 scbagai kcpala penrerintahan militer yang baru di
Sumatera Baral. Lihat lebih lanjut Elizabeth E. Cirirvcs- Asrti [-tstrl E!ite lv{inangkabauilodern:
Respons T'erhadap Kolonial Belonda XIXiXX. (ed. Ier1. I\,{estika Ze<j), Jakartai yayasan Obor

1
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bertujuan untuk mengatasi dan memberdayakan claerah rawa, namun lama kelamaan

peraturan tersebut berkembang menjadi kegiatan jual beli dan sewa tanah. Padahal

adat menyatakan bahwa tanah-tanah yang acla tidak dapat dipe{ualbelikan kepada

orang Belanda, Tionghoa, Nias, Arab maupun pendatang lainnya.a

Meskipun ketentuan hukurn adat Minangkabau menyatakan bahwa semua

lahan yang,ada di Padang, baik yang sudah dibangun maupun yang digarap sebagai

lahan pertanian ataupun yang dibiarkan kosong adalah hak milik keluarga-keluarga -,,

Minangkabpu. De Stuers tetap be{alan dengan kebijakan yang dibuatnya. De Stuers

rnemberikan peluang dan kesempatan kepatla orang asing untuk memiliki lahan

kosong di Padang. Kebijakan ini menl,ebahrlcan status tanah di Padang kemudian

dibagi atas dua, yainr tanah ulayat yar)g hrnduk kepada hukum adat dan tanah hak

milik pribadi yang tunduk kepada hukurrr Barat.s

Aturan pertanahan ini berlal<u untuk kau'asan Padang, karena pennasalahan

tanah di Padang tidak serumit permasalahan tanah di daerah pedalaman

Minangkabau. Tanah di dezuah pedalaman N,{inairgkabau pada dasarnya adalah milik
kaum yang tidak dapat dipindahtangankzrn rlan berada di barvah aturan hukum adat

yang sangat ketat. Kepernilikan hal< tanah Minangkabau ticlak dapat dirubah, namun

hak guna dan gadai dapat diberikan kepada pendatang. De Stuers menyatakan bahwa

tanah yang tidak digarap dinyatakan sebagai tanah kosong yang tidak bertuan. Tanah-

tanah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada siapa saja yang mau menggarapnya.

walaupun tanah tersebut adalah hak rnilik kaum. De Stuers juga mernberikan

kesempatan kepada siapa saja, termasult lianrsa asing untuk memiliki hak guna tanah.

Hak guna tanah ini berlaku setelah I)r: t,-:cr':; !:i(:'r-r:jrriuarkan alru'an lrahwa tanah a.l:an

diberikan sertifikat trak gunaily{r hlgi :;ilira saja yanB mampu nlenggarap

(mereklamasy' tanah kosong dengan ketcr-ituirr _ir.rnriah yang tidalt terba(as.6

Indorresia, 2007. hlrn. 67; Freek Colonrl.rin. l)o<:rt-f\t, at (Kitta) Pad,rng. Seiarah Sebuah K6ta 1i
Jndonesia Pada Abud 20 tlan Pcnggunuttn Rt:t,.,t;: Kotu, "i-.,sy;tkxrtir: Ontbak.2006. hlm. 240-l4l .a Freek Colombijn, ibid., ilrl..240 - 24 t

5 Freek Colombijn, ihicl., hlnr. l4l- t.j-1.
Freek Colombijn, ihid., hlm. 2.
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Luas pengolahan lahan sangat tcrgantlng kepada kernampuan pengelolanya

membayar pajak. Banyak tanah kaunL trzlirrangkabau yang tidak diolah karena

ketidakmampuan mereka dalam membayar pajak. Akibatnya mereka membiarkan

tanah tersebut menjadi tanah liar yanla tii:iak i'rr::i.tuan. Dari k:ebijakan yang dikeluarkan

De Stuers menyebabkan lahan-lahan ','lrg scir,uia kosongl dan tidak hertuan berubah

menjadi lahan produktif. Penduduk, traik orarlg Minangkatrau maupun etnis laimya

termasuk etnis Tionghoa yang mertiliki mr'<ial dap.,t msn iliki lahan sesuai dengan

kemampuan mereka menggarap Iahan <!al me;nbayar pajak-.

Ketika Pemerintah Kolc'nial Eelanda rnengeluarkan tlU Agraria pada tahun

1870 yang mengatur tentang lahan kr.,son14 rli luar hatas (ciaerah di luar daerah

perbatasan), pelaksanaanya -juga dilai.:r:kan ilengan cara tidak terbuka, karena

Pemerintah I(olonial Belanda ntengctailur bah',r a aturar) tersebui bertentangan dengan

adat Minangkabau. Untuk menjaga auar tidak teriadi pergolakan dari masyarakat di

pedalaman N{inangkabau, Pemerirrtah Koli'rrial Belanda rrrelakukan pendekatan

secara perruasif, rvalaupun begitu pcirrksanaan LILJ Aqraria tersebut tetap ditentang

oleh beberapa orang penghulu.

Tanah-tanah "liar" yang tidak ciikelola dah tidak diurus serlifikat dan pajaknya

sampai keluarnya UU Agraria tahun 1870 dinyatakan sec'.ara sepihak menjadi tanah

milik Pemerintah Kolonial Belanda yang tunduk kepada ketentuan hukum Barat.

Akibat dari UU Agraria tahun 1870 menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda

dengan mudah dapat membagi-bagikan tanah dengan kornpensasi pernbayaran ganti

nrgi dan pajak tanah bersertifikat (verponding). Selama pembayaran pajak berjalan

dengan lancar, maka persoalan kepemilikan ta,iah oleh orang Minangkabau, migran

.Iawa, Etnis Tionghoa dan bangsa asing lainnya diperoleir dengan rnudah. Implikasi

dari keluarnya sertifikat untuk setiap tanah se-iak tahun 1827 dan dipertegas <iengan

UU Agraria tahun 1870 adalah ekspansi Pernerintah Kolonial Belanda rnelalui

program tanam paksa kopi.

Walaupun penerapan UU Aglai'ia tahun llt70 dilakukan secara perstrusif,

narnun pasca pernberian sertifikat tanah oleh D,: Stuers dan LiU Agraria 1870. banyak

5
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tanah-tanah di dalam maupun luar kota Padang rnulai dimiliki oleh orang asing.

Berdasarkan pemberian sertifikat tanah oleh De Stuers sejak tahun 1827 dan

dipertegas dengan keluarnya UU Agraria 1870 menyebabkan banyak pengusaha asing

yang mendapatkan kesempatan memiliki tanah untuk tempat tinggal dan berusaha di

Padang. Tanah yang diperoleh warga asing, termasuk etni.s Tionghoa berstatus hak

sewa dalam waktu 20 tahun yang kernudian dirubah menjadi 40 tahun untuk tanaman

hipotik dan akhinrya menjadi selama 75 tahun untuk masa selva yang paling lama.

Sistem sewa ini merupakan politik hukum agraria kolonial yang semata-mata hanya

untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Beltrnda, pengusaha Relanda, pengusaha

Tionghoa, dan pengusaha Eropa.T

Akibat clari penerapan peraturan tersebut. muncullah tuan tanah-tuan tanah

Tionghoa yang kaya. Selama abad l9 telah clitemukan tuan tanah-tuan tanah selain

dari orang Minangkabau di Padang. Bahkan di luar wilayah padang juga telah

ditemukan perkebunan-perkebunan besar rnilik bangsa Eropa dan etnis Tionghoa,

seperti ci daerah Koto Gadang Solok Selatan, Pariaman, Lubuk Begalung, padang

Panjang, Bukittinggi, bahkan sarnpai ke Payai<umbtih. Salah satu perkebunan kopi

yang cukup besar di luar Padang adalah milik-Lie Saay, seorang Major Tionghoa

yang kaya raya di kota Padang. Di bawah naungan perusahaan NV. Goan Hoat yang

didirikan pada tahun 1897, Majoor Lie Saay rnenjalankan monopoli clan perluasan

hak sewa tanahnya. NV. Goan Hoat berkembang merliadi tuan tanah terkaya hingga

kepemimpinan cucu Lie Saay ,vanij br,r'nan:a l..ie Sierri ljoan yang kemudian juga

diangkat menjacii kapiten Tionghoa pacia ianiiqiri z7;\gustus I912.8

7 Kurnia Warman, Hulirtnt ,4gt-ttt.irt l-,)i.tlt:t,t ,l'lus.t,rirrti,i! Llujc,nrrrA ; f);tirtntiko lnterctksi Httkttnt
Adat dan Hul'um Neara di Sunratera Bcr"ar, .iakair:r : lluivia-.hk;rr ta. 20 10. hlrr. 154-l 55.t Wul^rpun kebun kopi Lic Saay rnrnr:rlarni i:ci;agalerr. nainurl perusahaanNV. Goan Hoat
mampu bertahan sanrpai tiga ketulunan. Iiclaiii lt.ernr-!i;rii!l rnrrnopr.,!i uriiuk usaha tr-ansltortasi, canclu
dan rurnalr candu, rumah gadai, serta el.spor ilnpor. Lic iiirlrr..julta nlenj:rdi luan tanah terkaya di Kota
Padang hingga keturunan cicitrrya. lilrti: L.ic 5aa; nirrl;:r i;irb:s scti:!air Kota pr.aja nrernbeli pasar Lie
Saay yang terletak di Kampung Jau,a darr ira-sur tioair :lult rli tahurr ii)i2. Regering Alrnanak tahun
1915; Majoor Titulair Der Llhineezen I-ie Saay. i(ir'vrtt'ttiAlsl-r,r.g !.ic Sott.t,. .)atli Kovo Santpai Harra
Benda Habis Pada Tahun 1952-Pad,atg. 21 Aprii 195,'i.
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, Selai, Majoor Lie Saay cli lrarvah NV. Goan Hoat awal abad 20 juga

ditemukan beberapa orang tuan Tanah 1''ioni.ilroa lainnya, cliantaranya aclalah Ang Eng
Lai, Gho Tsun Tong, Lie Tje Thai. M,rii Prii (iLri. Kho Sr:r liopg. clan lv{ak Kin Sai.

Ketika masa sewa yang rata-rata muiai hahis rli arval tahun 1920-an, maka ada

sebagian tuan tanah yang ntantl'ru rilcill-1tq-1anj;rpg dun acla luga sebagian tuan tanah

yang tidak mampu memperpanjang hak st:r,,,a.ya lagi. IJagi tuan tanah yang

memperpanjang kembali tanah sewaannya saai waktu serva mulai berakhir di tahun

1920-an rnenyebabkan beberapa keltrarga tuirn ranah Tionghoa yang disebu t lonclheer

masih ditemukan di Kota padang.

Landheer memiliki hak erfpci,'it ztta;i hali urrtuk rnelakukan pengelolaan

wilayah termasuk menetapkan aturan vang diirelikan oleh penterintahan Kolonial
Belanda. Selain itu, tuan tanali Ticrr:ghti:r jugi hisa riremaksa pencluduk clisekitarnya

untuk melaksanakan kerja bakti seiami -50 hri-r per tahun. Atas rvewenang yang
dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tcrsebut mcrii,etrabkan terkaclang muncul konotasi
negatif karena sering dianggap scl-.rrgiir kaki tangan Pernerintah Kolonial Belanda.

Meskipun setiap tuan tanah berhak rnen-selola tirnail sewaannva paling lama 75 tahun
dengan mendapatkan satu perlima keuntungan dari hasil panen, namun mereka juga
rnenanggung beban pajak yang tinggi.e

Perubahan politik negara setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdampak

luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.
Darnpak yang paling besar dialami oleh Etnis Tionghoa. Perubahan te{adi ketika
Indonesia melakukan penataan terhadap negara Indonesia dari seluruh aspek, salah
satunya adalah permasalahan agraria. Penataar tanah (ag.'aria) merupakah salah saru
aspek yang menjadi perhatian setelah Inclonesia mercleka. Transtbi.masi politik dari
kolonial ke Indonesia merdeka berclampak luas terhadap permasalahan tanah yang
sering beruiung kont'lik. Kebijakan agraria tahun 1960 yang sangat dipelgaruhi oleh

'Hok tt'uo tanah yang berlangsung rrrai:sirnal 75 tahun adalah lrak er/pacltyang sekarang
diubah menjadi hak guna usaha- y-akni menye\.'!'a tanrir urrtuk diusahakan sehingga produktif. Lihat J.Dc Jong dan H.D. Ploeger. Erfpocht en opsiol, Arnsterdanr : I(lurver. 200g. hlm 5.
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wacana pemerataan sosial secara drastts ruenuntut pernbatasan kepernilikan tanah
bagi individu. Dampak-dampak dari kehrijakan tersebut terhadap keberaaan tuan tanah
dari etnis Tionghoa rnenjadi focus dalarn penelitian ini Kebijakan politik agraria
Soekarno dan rezim orde Baru yang rnelibatkan unsur militer berdampak besar
terhadap keberadaan tuan tanah Tionglroa di Padang. sebagian besar tuan tanah
Tionghoa Padang kehilangan kepemilikannya. Bagaimana para tuan tanah Tionghoa
tersebut mendapatkan kepemilikan atas tanah dan perubahan-perubahan yang terjadi
setelah kemerdekaan adalah permasalahan utama cralam penelitian ini.

B. Rurnusan l\{asalah

Setelah Indonesia merdeka terjacli perubahan .rang signifikan terhadap hukum
agraria di Indonesia. Hukum agraria y'ang bersilat dualisrne yaitu berlakunya hukum
adat dan hukum Barat saat Pemerintah Hinclia Belanda mengalarni perubahan setelah
Indonesia merdeka' Berbagai perubahan dilalokarr ciengan mernbuat peraturan yang
Iebih berpihak kepada raky'at clan negara Indonesia ,{kibat clari penerapan berbagai
peraturan vang terkait dengan persoalan ranah menvehabkan tanah-tanah yang semula
dikuasai oleh para tuan tanah, termasuk iuan tanah rionghoa mengalami perubahan.
Perubahan yang signifikan malah menyebabkan tuan tanah-tuan tanah Tionghoa yang
semula banyak ditemukan di padang mt:niadi hilang,

Berdasarkan latar belakalg ntirsillalt f,:nelitiirn tet.clapert tiga aspek penting,
yaitu aspek tematis, aspek temporai, clau asirel.:. spasial. Aspek tematis penelitian ini
mengenai ya tuan tanah Tionghoa seteiah eiiir:idekan Republik Inclonesia. Tema ini
penting diteliti untuk memberikan analisis S€r:fti.: illrialt itrengcnai sejarah keberadaan
tuan tanah-tuan tanah Tionghoa cli pircl:,r.rg.

Aspek ternporal pc:nelitian riiiairukan sejak Pernerinrah Kolonial Belanda
memberikan kesempatan kepada i:,t* js -[ ri;nghoa iran etnis lain,ya untulk
rnendapatkan tanah melalui penrberian .sertivrhat tanalr ilan pernberlakukan UU
Agraria I870' Pengambilan kurun '-val'rttt pcriclrtian yang pa..iang diharapkan clapat

5



Inemperlillatkan dinarnika tuan tattah -liou'rtr;.,'r padang sciring irer.ubahan kora danpolitik Indonesia dari masa Pemerintairan [,.-.io,ial Belanda hingga kemerclekaan
Republik lndonesia.

administratif' Padang dijadikan seiragai batasair spasiar n:engingar fungsi padang
sebagai ruang tempat etnis Tionghoa rielakukan aktivitas sosial, budaya, ekonomi,
dan politik. Untuk memfokuskan peririasaiahan dirumusl<an per.,anyaan penelitian
sebagai berilart:

I ' Bagaimana hukum agraria ya^g berlaku pacla rnasa pernerintahan Kolonial
Belanda?

2. Bagaimanakah Etnis Tionghoa mlrnianatkarr statrrs tuan tanalmya,l
3' Bagairnana pengaruh pen:r-reriakuan ur rpA agrzrrian t.i*rn

keberadaan tuan tanah Tionghoa,?

4' Perubahan apasajakah ya,g terjadi pada tuan tanah Tionghoa setelaS kemerdekaan
Indonesia?

1960 terhadap

C Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuau untuk:

Mendeskripsikan hukum agraria yang berlaku pada masa pemerintah
Kolonial Beranda dan pemerintah Repubrik Indonesia sehingga berdampak
terhadap tuan tanah Tionghoa pada'g setelah kemerdekaan Indonesia.
Menjelaskan crampak per.,berrakukan uupA r9f0 terhadap persoaran
kepemilikan tanah di Kota padang.

Menjelaskan proses-proses kepemirikan tanarr bagi Etnis Tionghoa dan
berper:annya mereka daram penguasaan dan pengeloraan tanah-tanah yang
ada di Padang.

2

a
J
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bennanfaat sebagai salah satu nrjukan akademik
yang menghadirkan Euris Tionghoa dalam wacana agraria di kota padang. Selain itu,
penelitian ini bisa menjadi sebuah rujukan yang yang menambah pemahaman tentang
persoalan-persoalan agraria di padang.

-1
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tj,'r.B I i

.fIN.'A 
LI,\ N PI JSTi\ K,T

Kajian Tanah di Minangkabau uierupakau sebuiah tema penelitian lang sudah

banyak digarap oleh para peneliti. F"ebii:r;.akari tlari liset-riset yang ada berfokus pada

ketimpangan antara hukum negara clcngarr hukurn aclat yang berlaku dalam

masyarakat Minangkabau. Dalarn tatana rl m as'i'a rakat rradisional Minangkabau yang

sangat menghargai kepemilikan halta bersanra (kornunal). kehadiran hukum Barat

dan modernisasi dilihat sebagai sebuah proses kemuncluran Minangkabau dari

tatanannnya yang ideal.

Penelitian yang dikerjakan oleir Hans-Dicter Evers tentang Minangkabau

mengkaji tentang perubahan pola keJ,euriilkan tanah di lvfinangkabau.t Dalarn

rulisaannya Hans-Dieter Evers mcnjelaskan bahrva di ivfinangkabau, acla tiga tipe

kepemilikan tanah, pertama yaitu tanah yang riimiliki oleh individu dibarvah hak

kepernilikan individual. Kedua, l,aitri tanah vang climiliki oieh kelompok dalam

ukuran yang benariasi di barvah hak keperriiiikan komunal (kaum). Ketiga, yaitu

tanah yang dimilki oleh kelompok lokal, dinarnakan sebagai komunitas nagari

(desa)'2 Harta individual yang berstatus hak milik perorangan disebut juga sebagai

harta pencaharian (harato pancarian) karena didapat melalui usaha perorangan. Harta

Kelompok atau kaum yang disebut juga sebagai harta komunal merupakan harta

pusaka (harato pusako) yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara

itu, tanah lokal (nagari) merupakan tanah trak milik komunitas (ulayat) sebuah nagari

di Minangkabau, biasanya berupa hutan rirrrtra clan iahan-lahan yang telah dipakai

untuk fasilitas ,rr.,m.3 Meskipun huk:urn ailat dengan jelas membuat pernbagian

tanah-tanah tersebut, perlumbuhan nrasyarakar yang terus bergerak sejalan dengan

I FIans-Dieter Evers, "Changing Pattelns of I\4inangkat,au lIiban Landownership,,. Bijdragen
tot de Taal-. Land- en Volkenkunde. Deel l3l. lsrc Ai1.. ,4i\THRO\OLOGICA XIII (l9li),hlm. g6-
110.

: /Did, hlm. gg.
3 tbid.

-l
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arus modemisasi lebih cenderung menjadikan tanah sebagai a.set individu yang

didapatkan melalui usaha sendiri clengan cara trans,.rksi jual beli. Tanah-tanah yang

dimiliki secara kaum (bersama) pun lama-kelarnaan dibagi-bagikan dan akhirnya
menjadi milik pribadi-pribadi dengan bukti kepemilikan (sertifikat) yang dikeluarkan
oleh negara.

Sementara itu, dalam penelitiannya tentang penggunaan ruang di kota padang,

Freek Colornbijn juga menyoroti hukum clan penggunuun-i*ah di kota padang.a

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda
seperti Undang-undang Pokok Agraria tahun 1870 berpengaruh terhadap penggunaan
ruang kota dan perluasan pertumbuhair kota. Tanag-tanah yang arvalnya tidak
produktii dan dibiarkan kosong bisa digunakan oteh penduduk terutama Barat dan
Tionghoa.

f'anah-tanah yang diserahkan pengeloi:rannya kepada bangsa asing seperti
dali etnis Tionghoa berstatus hak sewa clalanr u,ai<tu 20 tahun yang kemudian dirubah
menjadi 40 tahun untuk tanaman hipotil: dan akhit"nl,a menjadi .selama 75 taliun untuk
masa se\4'a yang paling larna. Sisren-! ici\ia ini merup:rkan politik hukum agraria
kolonial yang memberi keuntungan ker".iii,. ilt:rieljnlsh !(olonial tselanda- pengusaha

Belanda, pengusaha Tionghoa, dan pengri:;alia [:.ropa.5

Kebijakan selanjutuya yang dikcluarkiin oich pemerintah kolonial Belanda
yaitu Domain Declaratictn pada t-ahun 187+. Pr:i'bc<iaan aturan ini dengan UU
sebelumnya terletak pada pengakuan hrk kept:rnilikan tliilam pengertian barat, sefta
kemungkinarr untuk mengklaim kernl-,ali lliran tirlur- oleh masyarakat nagari
Minangkabau. Ada aturan.irec dcnrurirt i,ang l.rcrarti pcrnerintah memptmyai hak milik
penulr dan unJree domairt yang m':n'r'ataliirn Lrrihwa nrasyarakat Mirrangkabau
mempuryai beberapa .ienis hak kot-tturral. I-)i,tntiitt declaration ini rnenimbulkan

J Fleek colohbijn. Pocc-Paco (Koiq) P'rdatrt: .,teiur.th sclttruh Koto di lntlone.:;ia pada Abad
. 20 dan Penggtrnaon Ruang K<tta.l'ugi,akarta: Ornbak. 200fi.
'Kurnia Warman, Hukunt Agraria Dalarit lllo.s:.\,arolittt llla.jcnurk : Dinantika Interaksi HulcuntAdat dan flukum Neara di sumdte,a Barat.jakarta: HuN{a-Jakarta.20l0. hrm. 154_155.
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banyak perdebatan sengit di Sumatera []iuar ;mtara Lahun l9l I dan 19t5. Perbedaan

pendapat muncul dikalangan ahli ailat lJi-.rllrnrll merigenai cara bagaimana sehanr_.nya

hak anak Nagari diinterpretasikan ilan dimasultkan ke dalam hukum agraria.

Perbincangan yang terjadi pada masa laltr ini sebenamya masih berlanjut hingga

sekarang, banyak persoalan aglaria yarigt masiir kusur.

Selanjutnya, dalam penelitian Erwin juga menjelaskan bahwa UU Agraria

1870 memberikan kebebar'an bagi orang asing untuk meny'ewa tanah yang tidak

digarap oleh pribumi daiarn jangka rvak-tu teiientu. Pasal 4 Undang-undang Agraria,

menrberikan kekuasaan kepada Gubemur Jencieral Hinciia Belanda untuk memberikan

tanah erfphact kepadaperusaltaan asinq selama 75 tahun. Tanah erfpacht a{alah tanah

yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Beianda yang cligunakan sebagai tanah

perkebunan dan peternakan. Kekuatan hukunr tanah er/itucht sangat kuat dan berada

di bawah hukum sipil, dengan keperniiikan penuh pacla seseorang atau perusahaan

dalam semua bidang. Perbedaannya aclalah tanah harus dikembalikan setelah habis

masa kontraknya ke pemerintah kolonrel. Disamping menguasakan pernberian hak

sewa dalam jangka rvaktu lama pada tanah pemerintah, undang-undang tersebut juga

memungkinkal bagr pencluduk pribumi uniuk menyewakan tanah mereka kepada

pengusaha asing. Disamping itu, orang Minarrg hanya memiliki hak kuasa atas tanah

yang ditanaminya saja, sedangkan tanali yang kosong akan clianggap sebagai milik
regara dan negara berhak untuk menjual dan menycwakannya kepada orang asing.

Bahkan kepemilikan tanah oleh orang asing akan berubah statusnya menjadi hak

milik (ergendom).

Penataan pem-:iintahan oleh koicnial Belanda rnenjadikan tanah sebagai salah

satu unsur yang penting bagi negara. R.affles rnengatakan bahwa sebagai pemegang

kedaulatan, negara adalah pemilik tanah dan par-a petani adalah penggarap tanah

negara. Pandangan Raffles ini kemudian melahirkan sistem pajak clan sistem sewa

tanah terhadap para petani sebagai l')errsgaraP dan menghapus sistem upeti yang

berlaku sejak VOC. Usul Raffles pada mulanya tidak berjalan, namun melalui

peraturan baru (Regeeringsreglenrertt) vans. mulai rliberlalorkan pada tahun 1854

t7
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dijalankan sistem sewa sewa tanah. Sistem sewa tanah ini dijalankan dengan tegas

melalui Undang-undang Agraia (Agrurische LYet) 1870 dan peraturan Agraria
(Agrarische Beslutt).6 Kedua peraturan ini mengatur keberadaan tanah di lndonesia.

i
Bagi tanah yang tidak dapat dibuktikan kepernilikannya dinyatakan sebagai milik

i
negara berdasarkan azas verklaing. Azts vcrkluring rnembagi tanah jaiahan atas :

l- Tanah vrij lands'domein (tanarr negara bebas), yaitu ta,ah

2. Tanah on wij land domein (tanah negara tidak bebas) yaitu tanah yang ada

hak-hak di atasnya, seperti hak eigendom, hal erfpacht dan hak opstal

Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda atas tanah dan azas yang dianut di
atas memberikan kesempatan dan jaminan kepada perusahaarr-perusahaan swasta

untuk menjalankan perekonomiannya di Hindia Belanda termasuk di Sumatra Barat.

Kesempatan mengolah tanah tnelalui si.stern serva melahirkan kelas-kelas penguasa

tanah di Indonesia, yaitu :

I' Pemerintah l'eodal dari kt'lrnrpoir ra-ir-ra.ja menguasai tanah-ta1ah <jan

rakyatdiperker-jakan sehagsi p.;iicr.! l
2. Tuan tanah (lantllord't lahir <J:ii iroii:rnlf]u&u.masl,arakat memba5,.a1 pajak

yang disebut tentc. Jun:lah pc:iirbavaran pajak clisesuaikan dengan

kemampuan rakyat yang diatur oleir Kepala Adat. Semakin besar

kemampuan rakya tnenrbayar palak, maka semakin bersar pula lahan
yang dikuasair:ya. Pengttasaai-r lahr;r berciasarkan kernampuan membayar

pajak menyebabkan pengirasaan liihan y,31-,* scluas-luasnya berada di
tangan orang-orang kaya yanl:, unnirilnya berasal dari Ernis Tionghoa dan

kelompok kapitalis dari bangs;r asirig iarnnya.
i

Setelah Indonesia rneraih kenrcrclekaaa pada tanggal l7 Agustus lg4s
dilakukan srukturisasi dalam be.rbagai ar;pek kc,iiiiJupan. Negara nrelakukan reformasi
agraia untukpemerataan dan keaclilan rnelalui ,rrogram "ltrncl reJbrnt".progratn lancl

6 Noe' fauzi (ed),^|ltnah dan Penrhangtutun Ri.talitlt dari Konferensi INFID ke 10, JakartaPustaka Sinar Harapan , 1997, hlm. 3 i -33.
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refornt mengatur distribusi tanah, uien:itir kr,nrbali pe,lgua.saan {anah dan kepemilika,
atas hak-hak tanah berdasarkari Unclang-undring Pokcrk r\graria no 5 tahun 1960

tentang peraturan dasar pokok-pokok agr aria.

Undang-undangAgraria no 5 tahun lr,i60 dan tItJ no 56 tahun 1960 tentang
penetapan luas tanah pertanian mcngirtrir l.-ept;nrilikan negara atas tanah menjadi
penguasaan negara atas ternah. pem,;r'intah yang mervakili negara mempunyai
v/ewenang untuk mengatur tanah di Indonesia. Urrtuk memudahkan koordinasi,
pemerintah membentuk Badan Pertanairan Nasional (BPN) berdasarkan keputusan
Presiden Republik Indonesia no 26 tahun 19t8. BPN berrugasmembantu presiden
dalarn mengelola dan mengen:hangan administrasi pertanahan baik berdasarkan
uuPA maupun peratura, perundang-undangan lain rneliputi pengaruran, penggunaan,
penguasaan, pemilikan tanah, pengukuran ha]<-hak tanah. pengukuran, pendaftaran
tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah peftanahan.T

Pelaksanaan politik agraria rrrasa kolonial dan indonesia medeka
menempatkan Etnis Tionghoa Indonesia tennasuk Elnis 'fionghoa pailang pacla
posisi posisi yang berbeda. Posisi Etnis Tionghoa pada kedua periode ini membantu
dalam menganalisis dan menggambarkan rentang tuan tanah rionghoa padang

setelah kemerdekan Indonesia.

' Ali Ath'ud Chomzah. Hukunt Pertanahart Seri l-iuktrnr perranahan III perytelesaian
Sengketa Hak Atos Tanah,Jakarta : prestasi pustal.:a. 2003. hlrn. 9.
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METODT' PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rnetode sejarah, yaitu mencari, menemukan, dan

menguji sumber-sumber. Untuk mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan dapat

dipercayp, Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis dan

sumber lisan. Sumber-sumber tertulis yang diteliti meliputi arsip, artikel, rnajalah,

Undang-undang yang berkaitan dengan agraria, dan buku-buku ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan aturan-

aturan tentang agrarian yang dikeluari<an oleh Pernerintah Republik Indonesia dan

proses ya tuan tanah-tuan tanah Tionghoa Padang. Alasan mengapa pendekatan

kr-ralitatif dianggap lebih tepat digunakan rintuk inencapai tujuan peneiitian ini.

Pertama, penelitian ini dirnaksut-ikan uiiiirk rlernahau:.i pennzisalahan yang tirnbul dari

proses transfoirlasi politiit koior:ial 1.,.: !l,'i'rir,,i: n-.,i:r.lekrr []r)l')!lr'.rpan aturan ilglarren

yang ciisesuaikan untuk kepcntingan l'rri.-r.ai il.iir i.ruLiJra indi.rncsra berakibat terliadap

kelornpok masyarakat tertentu. Kekrinpol. nlrr:i','/lrakal rersebur aiialah para tuan tanah

Tionghoa yang hilang dalam ltnomcua stx;i;rl rnasyarakat Padang. Kedua, realita

bersifat nrultidimensi sebagai akitrat cliri'i ko;npleksitas situasi yang bcragam. Oleh

karena itu, kajian terhadap t'enornena ini hams dilakr.rkan dengan menganalisa sesuai

konteksnya dan ini hanya mun-ekin rlilai<ukan tlci:qan pendekatan kualitatif.l

; I Matthew B. Miles and A. Michel Huberrnan. Qttrilitatir.t: Dato Analysi,r, London : Sage
Pupl, 1994, hlm. 17.
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A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data daiam penclitian irri rlilakukan tlengan tiga teknil<, yaitu

studi pustaka dan arsip serta studi la1:angln melalui rvarvancaro.' Datu diperoleh

melalui serangkaian kegiatan sebagai bcrikut :

Tabel I.

Identifixasi Data dan Teknik Pengumpulan

Identifikasi tuan tanah-tuan tanah

Tionghoa Padang

Data diperoleh melalui studi dokumen

(arsip) dan studi lapangan. Studi

dokumen berupa silsilah keluarga tuan

tanah Tionghoa Padang dan infonnasi

tentang meeka yang diperoleh melalui

2lv{ax 
Travet's mengatakan bahrva teknik perrgunrpularr dala yang menggunakan teknikpengumpulan data tertulis, ob.servasi dan ,uvawalcara sekaligus dinamakan dengani.t nit etnografi.Teknik ini membutuhkan ke.seriusan peneliti untrik nrerrgainari sekelonrpok orang tertentu untuk

tnengetahui pandangan hidup (wa.v of life) oi.rng \/ang diteliti. t.ihatiebihlanjri Mr* Travers.
Qualitative R.esearch rhrough case slutries'.f.ondon: Sage publication,200l, hlm.3.

.t -r

No Data yang diperlukan Teknik Pengumpulan

I Peraturan Pemerintah tentang

agraria di Padang

Studi pustaka dilakukan untuk

rnengumpulkan dokumen berupa

r"rndang-undang agraria yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia

Belancia dan buku hasil penelitian

rcntang pertanahan pada masa Hindja

Belanda. Studi pustaka dilakukan di

perpustakaan Daerah Sumatera Ba1at,

PDIKVI Padang Panjang, Arsip

Nasional dan perpustakaan pribadi.
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3

dokurnen keluarga tuan tanah

T'ionghoa Padang, koran, regering

alnranak, dan dokumen keluarga

lainny'a.

Stucli lapangan dilakukan wawancara

kepada ketunrnan tuan tanah

Tionghoa Padang yang masih bisa

diternukan saat ini.

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia tentang agraria dan

Etnis Tionghoa

Srudi dokumen dilakukan

perpusiakaan

di

Selanjutnya. unfuk mengisi 1..,1i..r.ii:rri,:ai, rilia yaiis tiilal< i.ercatat parJa sumber

tertulis, maka penelitian iili Ineli*iliir,;r ..iirrir i:rpi;irgarr. Sjluili iapangan dicapai

dengan melakukan wawancara 1:riirrirrri lii .;:ii.i'rl:lr. ri,ik i<efurunan tuan tanah

Tionghoa Padang maupun tokoh rnasvai'akat 'y,anq rncmaharni 1rr:oses ya fuan tanah

Tionghoa Padang. Wawancara diltrkrrkan untrik rnendapatkan kisah hidup informan

dan hasil pengamatan informan tentan.g fei'ion:ena masa lalu.-3 Warvancara dilalc.rkan

langsung kepada pelaku dan arrggota keluargr (lamily-tree irtterviewing), sehingga

dapat menjangkau dua generasi r{al,rnr satu keluarga yang sama.o Wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini arlalalr intlapth ittten,iew derrgan pola semi

structured interview'. Studi lapangan s;ingat rcr-gantung kepacla ingatan pelaku sejarah

ataupun anggota keluarganya.

' Nun.y McKay, Curating Oral ITisrories ; .li'ortt lnten,iet,, lo Art:hive, California : Left
Coast Press. 2007. hlm. 38.

aHugo Slim and Paul Thompscrn. "\\'ays ol I-isrening" dalarn Robert perks and Alistair
Thomson" (eds). ?"ie oral History Reatler, Ne.:,,york:Ruutledge. 199g, hlnr. ll4-125.
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B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilah&arr di l."ota ?adiiri:,. Ala-sarr dipilitrnya lokasi ini karena

tuan tanah Tionghoa cenderung tinggal di kar.v;15i1q pusat kota yang menjadi sentral

ekonomi, pemerintahan, perdaganga n da i r I ain s ebagai nya.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan,r"nggrnii,an teknik-teknik tertentu

yang tujuannya adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam

sumber dan bangunannya serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari
rancangan dan teori yang akan dibaneun, maka riari itu teknik pemilihap informan
dilakukan secarapLtrposiv-e santplir;g dinrana inlbnaan clitenrukan secara sengaja oleh

peneliti.5

D. Surnber Yang Digunakan

Studi pustaka dilakukan unruk rnenolusuri sturU telclahulu yang terkait dengan

topik penelitian. Selanjutnya suinber terlulis t':erupa clokumen yang digunakan terdi.ri

dari; pertama dokumen resmi negara, haik y'ang berasal dari dokumen pemerintah

Hindia Belanda maupun dokumen Pemerintah Indonesia, seperti yolpstetting VI
tahun 1930, Sumatra Bode 23-3-1922, Reger.ing Almanak tahun 1915, Kantor
statistik Kotamadya Padang, Registrasi penclitclrtk Kotamadya padang, lggl

Keppres no 612000, Peraturan Presiclen RI no. l0 tahun 1959, Surat Edaran

Pressidium Kabinet Ampera no. SE 06lPres.Kab l6lli61,Instruksi presiden RI no. l4
tahun 1967, Instruksi Pressidium Kabinet no 4gNltNlS/1g67, dan Instruksi
Pressidium Kabinet no 37AJIIN /1967 dan dokurnen lainnya. Dokumen resmi tersebut

menjadi khasanah Arsip Nasional RI (,{NRI; .takafta. selanjutnya, untuk mengisi
kekurangan data yang tidak telcatat pada sumber tertulis, maka penelitian ini

s (Singarimbun, 1987)
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menggunakan sumber lisan. Sumber lisan clicapai dengan melalaikal wawancara

terhadap 50 orang informan berdasarkan l<alcgorisasi usia dan profesi dengan harapan

mendapatkan informasi sesuai dengan zamannya. Topik yang ditanyakan dalam

Proses wawancara antara lain tentang kisah hidup infonnan <ian hasil pengamatan

informan tentang fenomena masa lalu.6

wawancara dilakukan langsung kepada tokoh, anggota, pemerintah, dan

masyarakat. Untuk r.'rendapatkan infomasi dari generasi yang berbega, maka

wawancara dilakukan kepada pelaku dan anggota keluarga (family-tree interviewing),

sehingga dapat menjangkau dua generasi dalam safu keluarga yang sama.,

Wawancara yang digunakan dalarn p.:nelitian ini aclalah indeptlt intentiew,dengan

pola seni stntctured intentiev.,. Wau'ii;-,i;al'n ;uea clilaksanal:an terhadap informan

(kelornpok-kelornpok klan/sukr:. ir)i,.r,l; [ri:it:ri,a. irgaina) ,,1:rr.r sutrjek 5renclirian
(kelornpok'yang berbeda). Paria peneiiir,,ri l.ri)--iirLlrn. iratu Iisa, yang riiarnbil sangat

terganfung pada ingatan pelalc; :icjarair aiilui)r;i, iurggoia kciuarga-nya. Data-data yang

diperoleh di atas sangat rnenrbantn ii*sc:.irpui'r'r.r;r:r t,.irisrur ini.

6 Nancy McKay, Cltrating ()rul ili.storias .lit-tnt !nteniew to .4rchive, California: Left Coast
Press,2007. hlm. 38

' Hugo Slim and Paul Thornpson, "Ways of l.istening" clalam Robert perks and Alistair
Thornson" (eds.), I/re oral Histon,Reader. Ne*, york: ttoutledge. 199g. hlm. ll4-12s.
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llAts [\,.

HASIf, I'ENEI-ITI Aii D,\ i\ Ptlh{t}u\}{ASAN

A. sistem Tanah di Minangkabau: pengaturan tli Darek dan di Rantau

Dalam tatanan adat Minangkabair, lahan clan tanah-tanah yang ada Tanah

ulayat di Minangkabau menurut adaiah rvadsan dari mereka yang mendirikan

nagari. Menurut Abdurrahman, hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung

tiga dimensi yakni:

L Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang diterima secara turun

temurun dari para lelutrur untuk mirndli-ikan nagari.

2. Hak ulayat merupakan hak ),ang sama bagi seluruh masyarakat

berdrrsarkan kepada hukum.

3- Hak ulayat tidak saja unruk gener-asi yanu sekarang namun juga untuk

generasi yang akan datang.

Sejalan dengan pendapat AbJiulahn-irn, nrcrrurut 1v,1. Nasroen, hak yalg
tertinggi adalah hak ulayat dan hak ulilyat ir-u harrya lioieh dimiliki secara bersama

dan tidak secara perseorairgan. oleh karena itu. yang mempunyai hak ulayat
adalah nagari, kaum dan sebagainya. i!{enurut A.A. Navis. setiap nagari di
Minangkabau mempunyai hak urayat ciengan baias-batas yang sesuai dengan

keadaan alam di sekitarnya, seperti puncak br:kit atau sungai.t

Sejalan dengan oendapat Abdurrahrnan. M. Nasroen mengatakan bahwa
hak yang tertinggi adalah hak ulayat clan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki
secara bersama dan tidak secara perseorangan. olelr karena itu, yang rnempunyai

hak ulayati adalah nagari, kaum cran sebagiiinya. lvlenumt A.A. Nal,is, setiap

rKurnia Wanrran, Gcnilqctttt Butt;tltrtt!..14,.,:jr.,,i: ti,ti ,\iiii\; Ptriy.intltangrtt Ktlnvt:rsi llo)cTanah di Sumutrct Brtrat,PaC,ang: Anclala.: [.];rivcr:.;ji.v I,irss. ](]0f . irlru. li7_5g.

-)

10



nagari di lv{inangkabau rnempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesual

dengan keadaan alam di sekitarnya, seperti puncak bukit atau s,:ngai.2

Hukum adat Minangkabau juga mengenal adanya hak perseorangan,

walaupun tidak sekuat hak ulayat. Dalam tulisannya M. Nasroen menyatakan

bahwa, harta pusaka tidak boleh dijual atau dihilangkan. Adat mengatakan:

Hak nan banampu
Arato nan bamilialc
Hak tagantuang r -1

Miliak taliabiah
Arati miliak, nan disauaki (hak rnilik hersama, harta adalah dimiliki, hak

adalah tergantung milik adalah masingmasing, arti milik adalah diambil)

Hak perorangan menunrt t.i;isL','rr t,.;l-sitit scrnrentati dan akhirnye akan

kembaii menjadi milik bersarna. Iii i'.,ii:ratirrriirai-r, hitk p'rrseorangan adaiah harta

pencaharian, tapi setelah penriliknlrii rreniriSgai citl:iit, trraka harta pencarian itu

akan rnenjadi hafta pusaka, baii: rnci;riiii aiii x mauplrn keinetltl:an yang mewarisi.

Kalau harta tersebut dir,.;arisk:ln k..rri:,iizr ktrr,cnakan mtika akan rnenjadi nrilik

kemenakan, narnun jika diwanskrn k,rliadii anilk-anak yang menerima warisan

orang tuanya, maka akan menarnbah I:ai-ta irusaka bagi anak clan istrinya.l

Orang asli Minangliabau yang nremtruka tanah dan trutan dikenal dengan

istilah malancang malatiah (memiiuka lalian) mempunyai kekayaan dalam bentuk

tanah berikut dengan rumah gadang dan rangkiang. Kekayaan seperti itu disebut

oleh masyarakat Minangkabau dengan pusttiio (pusaka). Tanah atau hutan yang

belum dimiliki oleh suatu kaum yang dicadangkan untuk anak nagari disebut

dengan ulayat nagari. Penguasaan tanah pusaka oleh suatu kelompok kekerabatan

dilakukan berdasarkan ganggam bauntuak. Seluruh tanah pusaka kelompok

kekerabatan seibu (semande). Tanah pusaka merupakan bagian yang integal

r Kumia Warman, Gonggam Betmttrcti; Meniudi Hok t lilik; Penyintpangan Kont,ersi Hak
Tanah di Sumatra Barat,Padang: Andalas LIniversitl, I'ress, 2006, hlm. 57-58.I Lihut lebih lanjut, Kunria Warran, Gunggam BaLrntuak lv[enjctdi ilak Mitik;
Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatrct Barat, Padang: Andalas University Press, 2006,
hlm.63-64; Freek Colombi.in, Paco-Paco (I<-ata) Pudang: Scjrrah,Sebrnh Kota di Incione.sia Pada
Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota. Yogvakarta: Ombak. 2006, hlm. 247-249.
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dalam kelompok kekerabatan. 'l'arrair t:,usakir tidak srja sebagai sumber kegiatan

ekonomi tetapi sekaligus juga rr:eruptrkan lanrlrang atau status tertentu dalarn

masyarakat.a

Menurut Evers, perubahan status kepemilikan tanah dari komunal menjadi

individual terjadi karena adanya perluasan kota dan pertambahan penduduk.

Selanjutnya, menurut Kato, keluarga inti juga berpelan dalam mengubah sistem

matrilineal di Minangkabau, dimana keluarga inti menjadi semakin penting

sebagai penguat dalam ekonomi dan tempat tinggal suami dan istri. Keluarga inti

cenderung untuk membangun rumah tangga baru di tanah pusaka istri

dibandingkan dengan tinggal bersama keluarga matrilineal (extended family)
- 

semakin tinggi. Munculnya harta pencaherian berhubungan dengan peningkatan

pentingnya keluarga inti (nuclear./itmily). sebagai kesatuan ekonomi utama.5

Berdasarkan kepada Tarnbo N4rnangkabau. secara konsisten jrga

menyebutkati tentang daerah asal orane ir4inangkabau yang sering disebut sebagai

Luhak l,lan Tigo. Ketiganya terbentu!: setciah air laut rnenjadi surut clan nenek

moyang orang Minangkabau furuu dari gunung N4arapi. Dari puncak gunung

Merapi itulah anak-anak raja pergr ke tiga luhak dan mernulai kehidupan di sana.

Setelah keturunan mereka terus berkembang dan anak kernenakan semakin

banyak maka mereka mulai mencari penghidupan ke daerah-daerah baru di luar

Luhak Nan Tigo.6 Kernudian, kediarnan baru itu clisebut sebagai daerah rantau

yang sekaligus juga menjadi daerah penyangga dan penghubung dengan dunia

Iuar. Pergi ke rantau, dengan demikian menjadi traclisi yang sangat baik bagi anak

muda Minangkabau. Tradisi merantau tidak saja terbentuk karena sokongan dan

dukungan dari sisteni sosial yang ada namun juga dipenuhi oleh berbagai motivasi

indiviCual.

' 4 
Kurnia Warnian, Ganggont Brirr:tt;,t,.1 ,\.i,,1,:t<!i Huk t,{iiik; pt:rt.tit;tpungttn Rrtnyers! llalc

Tynah di sunrolra Barut, Padan-s: Andalas Lirriv<-'rsrlv Ples:;. 2r)06, hlnr. 7t)-71.
' Erwin, Tanah Kon..Ltnal' il'Ien;Lrrlitntt'u .\oii.,iitriiu;; Su:tictl Pudt Mosy-atakat l,lntrilinial

ll[tna n gko bau, 2O06, Padang: ;\nda las Urri vcr :;i l v pri.,i:r. hl rtr. [i _!i.
u lbirl.,
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Daerah lvlinangkabau dibagi atas tlua wilayah, yaitu wilayah Minangkabau

asli (darek) dan wilayah rantau orang Minangkat-,au. Wilayah Minangkabau asli

disebut darek (daratan) yang terdiri dari tiga (tigo) luhak (Luhak Nan Tigo), yaitu

Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Pululi Kota (Limo Puluh

Koto). Sementara wilayah rantau merupakan perluasan dalam bentuk koloni dari

setiap luhak. Ada dua arah wilayah rantau Minangkabau, yaitu, rantau hilir dan

rantau rnudiak. Rantau hilir adalah daerah sebelah Tirnur Luhak (di bagian Timur

Sumatera), mulai dari Muara Takuang Hilia. Tanjung, Semaliru Mudiak, Pulau

Punjuang Siguntua, Sungai Jambu, Luhuak Lilang Aiing Duniang Suling, Lubuak

Gadang, Nangko. Aka Japang, Lubirai< ivklala Bidar Alarl. Sebaliknya rantau

mudiak (rnenuju Samudera l{india) a.,i;:nh b,:qian Bruat Pesisii Panjang, 1,aitu (K)

Luala, Teluk, Labuhan muiai tiac indlrr;iiura :;ampai Bancla nall Sapuluh.

termasuk Padang.

Kehidupan di rantau Mirrarlgkabaii berianclirska,t pada tilosofi "l-uhak

berpenghulu, I{antau beraja".i Siarr.r !,an!,. kr.raf maka iiialah yang rnenjadi

pemenang, maka iniiividu yang berlr,:marirf,uar:lah yang bcrrhak memirnpin di

daerah rantau. Penghulu yang berke'duciui..an rii ciaerah darelc melimpahkan

wewenuurg kepada raja-raja kecil untuk rnenqatur tatanan masyarakat rantau.

Luhak yang terdiri dari unit-unit ntttttri, rncmiliki pemerintahan yang berdiri

sendiri secara otonom.

Padang merupakan sebuah kar,vasan yang berada di pantai Barat yang

berkemtrang menjadi daerah perantauan etnis Minangkabau dari daerah darek.

Proses pernbentukan Kota Padang dipcngarurhi oteh laju perturnbuhan penduduk

dari lrerbagai daerah di pedalaman Minangkab au (.Darek), dan berfungsinya

Padang sebagai salah satu tempat tujuan para pedagurg Nusantara dan asing.

Pertumbuhan Padang menjadi kota dagang clan tujuan para migran dipengaruhi

oleh letak geografis dan kekayaan aiam yang dinriliki oleh wilayah Padang

sebagai kota pelabuhan. Aktivitas perclagangan urenjacli sat'ana berlemu,

' Ibkr.,
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berinteraksi dan membina relasi di antara nendudul: kota Padang. Sebagai kota

yang mayoritas dihuni oleh etnis lvlinangkal:riu, rnaka Parlang pun identik dengan

kebudayaan Minangkabau. Dominasi rnasvarakat dan kebudayaan Minangkabau

juga tercennin dalarn kehidupan seLirri-hari rnasyarakat Kota Padang. Hal ini

kernudian menimbulkan munculnya sebuah dikotomi di mana orang cenderung

menganggap bahwa orang Padang identik dengan orang Mtnangkabau. Sebagai

mayoritas Etnis Minangkabau mernpengaruhi kebudayaan rnasyarakat Kota

Padang meskipun secara alamiah mampll mempengaruhi kebudayaan yang

berkembang di tengah keberagarnan rnasyarakat Kota Padang.

Padang sebagai salah satu kota yang paling ramai didatangi oleh perantau

mengalarni perkembangan yang signifikan dari kan:pung sepi di tepi pantai

menjadi pusat administrasi bergaya Eropa sejak tahun 1822.8 Para perantau yang

berdatangan dari daerair tJare-k menemukan Padang sebagai ternpat yang

menjanjikan untuk membangun kehidupan baru. Ivlereka rnemutuskan untuk

tinggal secara pernlanen di daerah tersetrut. Sejak kota ini dibangun sebagai pusat

administrasi dan pusat ekonomi, bclbagai peiuang pekerjaan tercipta dengan

sendirinya. Hal ini juga menarik minat perantau untuk datang ke padang.

Gelombang perantau pertama yang datang dan menetap di Padang mengklaim diri

mereka sebagai urang asakarena merekalah yang pertama kali membuka daerah

tersebut, baik unfuk pemukiman maupull untuk lahan pertanian. Sebagai urang

asa mereka menganggap diri mereka sebagai golongan aristokrat dan

mengembangkan sebuah tatanan sosial yang agak berbeda dengan daerah darek.

Selain menjaga struktur sosial rnatrilineal, perantau juga mengembangkan

sistern politik aristokrasi yang patrilineal. Untuk alasan inilah kesadaran kelas dan

stratifikasi sosial di Padang lehih.jeias dibanilinu di claerah clarelc.e Atas dasar ini
pula rnengapa dominasi etni.s IV(inat;,-lkiri:'irri .litll kebur-iirvaan rncreka terhentuk

begitu saja di Kota Padang.

8 Christine Dobbin, Ge.loluir /.lkrttr;r'rii. !,r'itun.l,iiita;r ftlant, clan C-ierttkart paderi
lvIinangkabau I7I4-I847 (Jakarta: Konruiiritl,; riarnbu..l0trl). !iIrn.2.1.1.

e I'aufik Abdullah, datam }Iarrr, (-i .,rvelirrll. "Sitii Nurba.r,a: .-((rnre Reconsiderations,,,
Bijdrogcn tot de Tual-, Lund- eil l/a!kcnl;itni <, t)r:t,l ll.i.t,2rtc;\fl t t9;Ul. lilm.243.
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Padang terletak di tepi pantai Samudla Hindia dan muara dari beberapa

sungai. Hal tersebut mengakibatkan Padang rentan terkena banlir. Terdapat enam

sungai besar dan enam belas sungai kecil yang nlemiliki peranan penting bagi

kehidupan penduduk Padang secara luas, di antaranya Sungai Batang Air Dingin,

Sungai Batang Kandis, Sungai Batang Arau, Sungai Batang Kuranji, Sungai

Batang Timbunan, Sungai Pisang dan sungai-sungai kecil lainnya. Dari keenam

sungai tersebut, Sungai Batang Arau (Sungai Padang) rnemiliki panjang sekitar 25

km. Pemukiman penduduk tumbuh di sepaniang aliran sungai Batang Aru* mulai

dari hulu di kaki Bukit Barisan trrr:gga rluara di Pantai Sarnudera Hindia.

Pemukiman-pemukiman tersebut arjaiair Pnriir. liirnp:urg lianr. Kuranji. Pulau Air,

Seberang Padang, Ganting, Sebcrang Prrlin.gii;ru, sarnpai ke lr4uara Paclang.l0

Sementara itu, di bagian Se--l;t:rri li,'Lii-;uri ilatang ;\rau terdapat daerah

perbukitan yang membentang di birciai-, 
'frnri,,' ian Sjclrtan, yaitu Gunung Padang

(Gunung MonyeUApeuberEN'lorikc-v ir.,lountarn). Bukit Gado-gado. Bukit

Pengarnbiran dan Bukit i-arnpu. I:iurrn pr.iirir r.r(ri'ii.n (6,,f/n) dar-i luas keseluruhan

wilayah Padang saat ini (694.95 i..,n:J ii;rpat diilatakan merupakan daerah

perbukitan yang dirutupi oleh irutan linriung. Se:lair: untuk hutan lindung, sebagian

daerah perbukitan juga digunak-an penauduk sebagai tempat tinggal, di antaranya

beberapa ternpat di Bukit Gado-gado. Jika riilihat dzri segi efektifitas lahan, maka

hanya sekitar 40% wilayah Padang yang efektif untuk pemukiman dan lahan

produktif.

' Letak geografis dan tantangan alam yang berat rnenjadii:an Padang

tunrbuh dari proses adaptasi penduduk dengan keadaan alam Padang dalam waktu

yang berlangsung lama. Perkemban-qan Padang menjadi kota pelabuhan

dipengaruhi oleh kebutr.rhan pedagang Minai-rgkabau untuk menyalurkan hasil

bumi berupa lada, tembakau, emas dan kornocliti ekspor lainnya. Daya tarik hasil

bumi inilah yang menyebabkan para peclagang asing datang ke Padang dan

f 0 Syahrul Ujud, SH.. ibicl..hlm.6.
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diantaranya membentuk pemukirnan bi'.ru, rricskipun mengha<lapi tantangan alam

dan persaingan dari pedagang Iainnya seperri fuliiiangkabau, Arab. dan India.

Padang tumbuh menjadi pelabuhan penting di Pantai Barat Sumatera

hingga abad ke-20." Padang berkernbang menjadi sebuah tempat pernukiman dan

kota yang ramai dengan aktivitas perdaganean yang berlangsung di sekitar muara

Sungai Batang Arau. sarana transportasi sungai menjadi penting untuk

mendukung para pedagang membawa hasil bumi dari daerah pedalaman. Jalur

sungai menjadi sarana transportasi penghubung antara masyarakat di hulu dengan

para pedagang di muara Sungai Batang Arau. Sarana angkutan yang digunakan

oleh pedagang Minangkabau untuk membarva hasil bumi mereka adalah perahu

kecii yang dikenal. dengan nalna srn1,ror,.tZ

Berkembangnya perdagangan cii Bandar padang berakibat pada

meningkatnva jumlah pedagang Minengkabau yang datang ke padang. para

pedagang tersebut tnembentuk perkanrpun..:an di sebelah selatan Sungai Batang

Arau.13 Migrasi penduduk Minangkabau clari ciaerah pedalarnan mempengaruhi

perkembangan Padang sebagai salali satu rantau utarna orang lvlilangkabau di

rvilayah pesisir Pantai Barat sumatera. Pemukiman penduduk padang yang

terbentuk di sepanjang pinggiran Sungai Batang Arau lambat laun semakin padat

dan meluas ke arah Selatan. Pendatang yang berasal dari berbagai suku di

pedalaman Minangkabau mernbentuk perkampungan yang dikenal dengan Nagari

Padang.ta Dari Selatan sungai Batang Arau penduduk bergerak ke arah Utara dan

" W. Antuu. Falah, Riza Mutia, [,i.;ir L)rr,,iv;rrrA. lllcnl,-ingkup Riyvaval Dnn Pe,sona Kota
.Padang l.ama Yang Tersi.sa, Padarrg: Pt'nrcr;ni;rli l)r', pi;i:-r SLrnialcra IJlrat flinas parirvisata Seni
Dan Budaya UPDT Museum Aditlawarmail l!,i.i': iii,ri. i.{.

'= Sanpu, adalali perahu kecil viiil': i.::r,r.,1 i!,;;i pohcn kc--l:igia dan dikayuh derrgan
menggunakan dua gayung di kiri dan di Lar;rr. (jr,ir:)i:n ririak nrcniiliki layar kareira biasairya
digunakan untuk transpoftasi surrgai.

r3 Mochtar Naim, L,leratllilLt I',()1il ,\.1!tnt.ti .,;;:liti t\,lititut:11;tibrtti. Jakarta: Ralarvali peri,
2013, hlm. 35.

lu Nagari Padang adalah perkanrpunr.,:tn a,,ir,l larrg r:libentLrir olch kepala dari berbagai
suku yang terdiri dari 13 kampung. Nagrr:'i ini l:cnrLiririn berkcrrilizrrig nrenjadi Kota padang pada
tahun 1905, berdasarkan Staadhlad I90ri ngi1r.,. i:ji. ircrrrl,,r,lpk e,;li paclang 6nri be;-hagai s=umber
berasal dari Pagaruyung' Gerakart miglrisi rrlLriai iirrri []irnulianrpu rli Kabupaten Lgam clan
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mendirikan kampung-kampung baru. Semua kampung tersebut bergabung ke

dalam Kenagarian Padang di bawah pirnpinan Nan Salapan Suku.ts Selain berasal

dari daerah pedalaman Minangkabau (Darelc), penduduk Padang juga berasal dari

daerah pesisir Minangkabau seperti Pirinan, Pasaman dan Tarusan yang

membentuk perkampungan di sekitar daerah Koto Tangah (daerah Tabing

sekarang), Pauh (Mudik) dan XIII Koto (Lubuk Begalung).r5 Dari Seberang

Padang, pusat perdagangan secara hi:rangsur bergeser ke arah Muara Sungai

-t

mengarah ke Payinggahan, melalui perbukitan irntilra solok dan Paduug, nraka gelombang migrasi
kemudian mendekati wilayah yang <lisebtir ilengan l(-ecamatan P;rdang Timur atau Kampung
Durian. Dari Kampung Durian mulai mcnyr:b.rr kr: larak 1-3r1,1:h. Air Clanrar. Parak Gadang dan
Seberang Padang. Penduduk yang beunLrliirn rir Karrrirrii:g Scb(-ranq Padang menyebar ke beberapa
kanrpung seperti Kampung Dobi, Pulau i(ar.un. Alanr: i.aweh dan k.. Lolong. Gelombapg migrasi
lainnya muncul dari arah Solok sekaranli.;.'rsle[:r, menentpati clael'ah yang dikenal dengan
l(ecamatan Lubuk Begalung. Kur:rn-ii rjan !,;ruh. Bri;rLr,rr/JclLrll Kilburrg dan Kecamatan Lultuk
I(ilangan. Penduduk yang bermukim di Car:rah [rerir,rr.irpunllarr ]ir,-calnartan I--ubuk Begalurrg ini
pada mulanya bcrasal dari daerah X K^trl,-r l-ri i\ta': '. Kort-r l)i Ba,.,ith, Kubung Tiga Belas dan
Bandar Sepuluh. Migrasi ltergerak da.i'i Soi,;i,. kt: S.:la1,t-r, I:lr:linrbing, (jantung Ciri, Bandar
Sepuluh, Taratak Sungai Lundang clan Srlitrrrtu: dan r.'iia;.rrh 1,anq sel,larang. Sebagian dari KuL.ung
Tiga Belas ntenempati daeralr pinggiran Hararrg ,.\i:ru ;rrau Lr:bux Kilansarr. Dan berpecah,
sebagian menetnpati Nagari Nan XX riau sebalian ri;rrjrrriliii I-ubuk i"lilarrgan. Penduduk Pauh dan
Bungus/ Teluk Kabung sekarang berasal <iar; Scloli Penthiciuk ini berasa! dari suku Tan-jung,
Melayu dan suku Caniago. Di Kecanratrr: Parlang [.ltail. sepcrti Karnpung AIai Gunung Pangilun.
Penduduk ini belasal dari Singkarak, Srrnirrgbakai, Sunrani. Malalo, dan Bayang di Pesisir
Selatan. Membentuk Taratak, kemudian menladi Kotr-r dan berkernbang menjadi Nagari. Penduduk
di Koto kemudian bertambah banyak dan nrenjadi Karnpung Alai Gunung Pangilun Padang
sekarang. Lihat lebih lanjut, Maldanas Sohvan, Sejaroh Kota Padang, Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm. 7-8.

'' Nan Delapan Suku (.Var Salapan Su/cu) merupakan suku-suku dan penghutu kaum
yang ada di Kenagarian Padang. Fembentukan sistenr Kenagarian Padang disesuaikan dengan
kelarasan yang berlaku di Luhak Nan Tigo, yaitu pertama Pelarasan Bodi-Chaniago meliiuti
Sumagek menjadi Chaniago Sumagek, Ir4andaliko mcn-jadi Chaniago Mandaliko, Panyalai menjadi
Chaniago Parryalai, dan Jambak. Kedua Kelarasan i(oto-Piliang meliputi Sikumbang menjadi
Taiuang Sikurnbang, Balai Mansiang menjadi Tanjuang Balai Iv{ansiang, Koro menjadi Tanjuang
Piliang, dan Melayu. I-ihat lebih larrjut Kantor KAlri Kota Padang. Leallet Keropatan Arlat Nagari
(KAN) Kota'Padang. JI. Karia Padang.

'6 Daerah Minangkabau dibagi atas dua rvilayah, yaitu wilayah Minangkaba u asli (clarek)
dan wilayah rantau orang Minangkabau. Wilayah Ir4inangkabau asli di.sebut darek (daratan) yang
terdiri dari ti,ga (tigo) luhak (Luhak Nan Tigo), yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak
Lima Puluh Kota (Limo Puluh Koto). Sernentara rt'ilayalr rantau merupakan perluasan clalam
bentuk koloni dari setiap luhak. Ada dua nrah rvilay'rh rantau I\{inangkabau. yaitu, rantau hilir dan
rantau mudiak. Rantau hilir adalih daerah sebelah 'finrur 

l-uhak 1a; bagian Tinrur Sumatera),
mulai dari Muara fakuang Hilia, Tanjung, Scnraliru i\,lurliak, Pulau Punjuang Siguntua, Sungai
Jambu, Lubuak ulang Aling. Duniang Sulirrg, I..ubuak Gacrang, Nangko, Aka Japang, Lubuak
Malala Bidar Alam. Sebaliknva rantau nruriiak (nienuju Sanrudera Flindia) adalah balian Barat
Pesisir Panjang, yaitu (K) Luala, Teluk, Lahuhar, rnulai dali Inderapura sampai Banda nan
Sapuluh, termasuk Padang. Lihat lebih lanjut Frce k (.olor:rbi.jrr, loc.. cit.. hlm. 56.
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Batang Arau. Pergeseran pusat perdagangan terjadi karena pedagang yang datang

sernakin ramai dan lahan terbuka juga semakin sempit oleh pernukiman penduduk.

Setelah penduduk Padang semakin ramai, transpoftasi sungai mulai

digantikan oleh transportasi darat melalui jalan-jalan antar kampung yang

dibangun mengikuti kontur sungai.rT Jalan antar karnpung ini kemudian menjadi

transportasi utama porduduk Padang untuk membawa hasil produksinya serta

berhubungan dengan para pedagang di nluara Sungai Batang Arau. Alat

transportasi darat berupa gerobak/pedati ditarik dengan menggunakan kerbau,

kuda, atau sapi. Transportasi darat ini berkernbang menggantikan transportasi

sungai seiring pertumbuhan penduduk cian Strngai Batang Arau menjadi

pelabuhan penting sebelurn Teluk Bay'irr (Emrnahaten) dibangun.

Perkembangan Sungai Batangl Arau iuga riipengaruhi oleh ekspansi

Kesultanan Aceh yang sedang mengaiarni i.:ejayaannya pada abad ke-17. Pada

masa ini, Kesultanan Aceh menguasai baniiar-bandar clagang di sepanjang Pantai

Barat Sumatera, di antaranya adaiah Bandar [i:ngkcrl. Barus, Sibolga, Natal, Air

Bangis, Pariaman, Padang dan Indraprra.'S Baudar Padang dikunlungi para

pedagang untuk mendapatkan emas, lada, pala dan hasil produksi Minangkabau

lainnya setelah Bandar Pariaman dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Seiring dengan

kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun l-511 te{adi pula perubahan rute

pelayaran perdagangan pedagang-pedagang l\4uslim dari Arab, India, serta

pedagang Asia lainnya seperti oedagang dari Tiongkok. Perubahan rute

perdagangan menuju Nusantara yang senrula inejalui Seiat lr,lalaka berubah ke

pesisir Pantai Barat Sumatera

Petubahan rute perdaplafisulr J;r,'i ir:lulr IJengglala mcndorong Aceh

berkembang menjadi pelabuhan br:sar. Pr;'a .,:riri.jagar <lari semua bangsa. seperti

Eropa, India, Tiongkok, Arab dan <trai-r bu"ir;rl-rai negara !ainrrya berusaha untuk

l7 
Penataan jalan antar kanrpung nruiiir .1riril..ir!;arr rlcrr!-an baik serelah VOC nrcnguasai

Padang. Lihat lebih lanjut Gusti t\snan^"'i-r'arrsp()r.ta:! ()ir l'lre West Coa-st Of Sumatra In The
Nineteenth Centtlry", in Bijth'ogen Tol Dr 7()t!-etr L'tr'i.i,ttii,uttrli,. t)rr l he Road The Social Impact
Of New Roads in Southeast Asia 158. lQQl, l.t,1 4. L,.'irlcr. hlnr. 727-74L

f8 Ch.irtin" Dobbin, ler-j. Kel;rui:t,!i'rttr !.t)tltr tlttlr:-tnt Ekottoni Pctani yang Set)ang
Berubah: Sumatercr Tengah I7E4-181i, Jakaiiir: lViS. tec.)2. hlnt. _5?-5|i.
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mendapatkan hasil bumi Iangsung dari daerah penghasil. Sebagai penguasa

Padang. Kesultanan Aceh mengontrol selumh aktivitas perdagangan yang terjadi

di Padang dengan memperkuat penga'"vasan dan menempatkan perwakilannya.

Semua produk yang diperdagangkan dj karvasan muara Sungai Batang Arau harus

sepalgetahuan raja atau wakil Kesultanan Aceh, terutama perdagangan lada dan
:

emas. Di bawah kekuasaa.n sultan Iskandar Murja. hasil bumi yang

diperjualbelikan kepada pedagang ,rr,in,r rrrc;tjalar:ii kt;ntr.ol ;uang ketat, sehingga

pedagang dari Tiongkok, Eropa dan Gu-iarai tlilarang beidagang lalgsung dengan

pedagang lokal.le

Sebelurn memasuki kawasirn Pantai Elarat Surnatera, setiap kapal harus

tnelervati Aceh yang terletak di u.iirng rii,tra Puiar-r !iumtrtera, Ketika Sultan

Iskandar N{uda naik tahta pada tahr.rn i(i07. h:rriipir sernua bandar cl.agang di pantai

Barat Sumatera dikuasai oieh,,\cel,.l(' II l;au,ah kckuasaan Aceh, paclang

berkembang menjadi bandar dagang ;,ang i.;rrai clikunjungi oleh para pedagang,

baik pedagang keliling i\4ina.ngkal.,rir rrrrrrirun pedagang z,sing,2l pedagalg

keliling Minangkabau yang senrula rrcinba',va bai-aug dagangan mereka melalui
jalur sungai menuju Panttri Timur Sumtttera beralih ke Pantai Barat seiring dengan

pertumbuhan Padang menjadi kota pelabuhan.

re 
Christine Dobbin. iDirl, hlm. g6-g9.

'0 Kekuasaa, Aceh di wilayah I{inangkabau tidak saja melakukan monopoli terhadap
perdagangan hasil bumi, tetapi juga ikut campur mengatur atlat istiadat Minangkabau dengan
melakukan tindakan represif terhaclap masyarakat melalui akulturasi dan asimilasi buaaya Aceh ke
dalanr budaya dan adat istiadat Minangkabau. Gusri Asnan, op. cit.,2007, hlm. 5z-5| Christine
Dobbin, i6rrt, hlm. 88-89.

ll Pembagian daerah MinangkabaLr atas darek dan rantau menyebabkan orang
Minangkabau nremiliki mobilitas vang tinggi, te!'un)ana nrereka yang menriliki mata pencaharian
sebagai pc'dagang. Setiap daerah merniliki pasar ),ang ditruka secara L.,ergiliran. pada umumnya
setiap pasardibuka secara bergantian dengarr aturan vilirg tiisepakati bersanra. pasar disebut sesuai

::::i1d"lsin harinya, seperti Pokan Sonoyan (pas.rr di hari Senin), p<.rkan Salasa (pasar di hariJelasa)' Pokan Robu (pasar di han Rabu), Pokan l(omih (pasar di hari Kamis), pokan Jumat
(pasar di hari Jumat), Pokan Sotu (pasal hari Sabtu). dan Pokan Akacl (pasar cli hari Minggu).
Sistem pasaf ini menyebabkan para peclaglrrrr nrerrja.jal<an !.aranq dagangannva berkeliling dariphsar yang satu ke pasar berikutn-va secara bergantian. Peciaqang-keliling kemudian berkembang
dari Darek menuju pasar di pelabuhan temp;it nrereka niend-apatkan barang-barang dari luar
Minangkabarr dan menjual komoditi ekspor keparJa pedagang asing. pedagunf yurg i'embali kekampung untuk mendapatkan barang ,Jaganean sanrbil nrelilrat keluarga kernudian dinamakan
dengan pedagang keliling. Lihat lebih lan.jrrt ,A,mrr Svafuclclin, pelaksctnaan Hukum Kev,arisan
Islam Dolam.Lingkungan Adat furirrangkabait.-rakartl . Gurruris ngr,rg, 19g4, hlm. 7g_g3.
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Akibat kontrol Aceh yang kctat terhadap perdagangan di padang, tujuh

dari penghulu Nan Delapan Suku di barvah pirnpinan Rang llayo Kaciek yang

semula berfungsi sebagai pialang pantai, kentudian melakukan kerjasama dengan

vereniging oost- Indtsche compagnie (voc) untuk menghadapi Aceh.22

Akhirnya, karena hanya didukung oleh satu kelompok pialang saja, Kesultanan

Aceh berhasil diusir dari Padang pada tahun 1663. sejak saat itu, penguasa

Padang beralih dari Aceh ke Bangsa Belanda di bawah perusahaan dagang

VOC.2-1 Peralihan kekuasaan ini membarva perubahan t.rf,oAup perkembangan dan

perluasan wilayah Padang di masa berikutnya. Padang di bawah dominasi VOC

menjadi pusat perdagangan di Pantai Barat Sumatera. Perclagangan ini masih

mengutamakan komoditi lada, yang nrcnurut Perjarlian Painan menyatakan

bahwa VOC nrernberikan perlindungan kcpada claerah-daerah yang menjacli

tempat penanaman lada tersebut. Kedatangan Belanda tahun 1657 disertai juga

dengan pembangurnn loji VOC di sekitar Batang Arau. FIal ini berdampak

terhadap perkembangan Padang rnc-nja<1i sebuah kota pelabuhan. voc
menjadikan Padang sebagai pusat perdagangan mereka di Pantai Barat Sumatera,

di samping pelabuhan Tiku, Pariaman, Barus. Bandar Sepuluh, dan painan.2a

l2 Faktor yang mendukung eksisten.si para pialang pantai ini adalah dominasi mereka atas
perdagangan lada sebagai komoditi utama 1r3ng nienriliki daya tawar tinggi dalam pangsa pasar
domestik maupun Intemasional pada abad XVI-XVII. Lihat lcbih lanjut Djoko Suryo, ,llom) ao,
Perubahan Sosial: Studi Tenlang Hubungan ,.ltttot'a l:!ctnt, bla.i.varaiot don Struhur Sosial politik
Indonesia, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hln. I or).

13 Aceh secara resrni tidak la_qi nrgrsrr:-rs:ri rlonopoli ner.dagan_uan di padang melalui
Perianiian Painan yang diadakan pada tanprl,ii ('.irrlr I(r63;rninra VOC clengan Aceh. Sebelurn
nlembuat loji di Padang, VOC pertanla kaii jr,-'nsriiii,l, IliinJar X. yakni rli rJacrah .jupgai pagu.
Daerah ini dipilih karena letaknya yang stirrt,:'iis uiriui( nreng()ntrol .jalur pelayaran balk keluar
rraupun ke dalam daerah Sunratra Barat. Liirat lcbrlr ian_jtrr L.lr:rabeth E. Graves, Asal Usttl Elite
Minangkobau Modern: Respons terhutlult Ptntt:r'itti:rir Ilint!iil JJt,ittnilu Abad XlXi){X, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia,2A07, hlm. 57.

to Kot" Padang hingga akhir abar-l ke ll !rirr,.,,u rliseliirar.dacrah Batar.rg Arau, I(ampung
Tionghoa, Pasar Gadang atau Pasar Hilir. Pa-qel i\'lrriljk. Palinqgani. dan claerah pinggir laut.
Sisanya dari d3erah ini lrerupa hutan dan ra\vA-ia\;:r. .:,..iak air;rd kJ_: l9 pertumbuhan wilay-ah Kota
Padang banyak kea rah utara- Perk(:mbangan itrtr reiiadi riisaat kepcmimpinan De Stuers tanggal
22 September 1829. De Stuers rnenrberikan i.:el.;ebasan kepr<ll siapa saja varrg berkeinginan uituk
membuka tanah, akan meniadi pemilik lieng salr. rvirlaupun patla kenyataannya tanah kosong
tersebut nrilik suku kaum Bodi Caniago n'raL:irru Ktrrr, i)iliang. liertunrbuharr kota kemudian tidak
saja ke arah Utara namun juga ke arah 'f inrlr. I)i ai.:rh t lta;a liota diperluas dari Nanggalo dan
Ulak Karang, ke Selatan sampaiTeluk Ba.,'ur Seclanskan i;e arah Tinrur kota diperluas lJmpai ke
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Loji dan gudang-gudang VO(: terletak berjejer di pinggir Sungai Batang

Arau. Di hadapan loji dan gudang-gudang VOC tersebut terdapat Gunuug Padang

yang melind::ngi muara dari angin iaut. N'ieskipun secara geografis pelabuhan

Muara Padang terlindung dari angin laui. nitnrun kondisi sungai yang dangJcal

serta adanya pertemuan arus sungar r.ian ai'us t,aut Samudera l{india di mulut

tnuara, menyebabkan kapal-kapal rlagai:r', yang bcrukuran besar tidak bisa

memasuki dermaga_,pelabuhan di mlra;:l Sungai Batang Arau. Hal ini

menyebabkan VOC menjadikan Puiau Ilisnng yang terletak di bagian Selatan

Samudera Flindia sebagai dennaga untuk kapal-kapal trcsar berlabuh.

Pulau Pisang yang terletak <1; Slan:u-rei'a Hindia menjadi tempat merapat

bagi kapai-kapal asing yerrg berukr.rLari hesr-,r'. ltiipal-kapal besar tersebut merapat

di dermaga Pulau Pisang mengikulr antririn sesuai dengan rvaktu kedatangan.

Selanjutnya, kapal-kapal tersebui rrielirku]...rrr bongkar mrtat barang dagangan

mereka untuk dibawa ke pelabuhan Vitiara cii Surngai [3atang Arau. Rarang-barang

tersebut dibawa dengan menggunakan perahu yang berukuran lebih kecil. Proses

transpoftasi barang dari dermaga di Pulau Pisang menuju pelabuhan di Sungai

Batang Arau membuka lahan kerja baru untuk ekspedisi laut yang banyak dikelola

oleh perusahaan Belanda dan Tionghoa.2s

Perang Eropa yang terjadi pada sejak 1789-1815 mengakibatkan Belanda

berada di barvah dominasi Perancis (1793-1795). Hal ini ikut melernahkan

kekuasaan VOC di Nusantara, termasuk di Padang. Secara Yuridis kerajaan-

kerajaan di Nusr:rtara waktu itu berada di bawah pengaruh Perancis sebagai

pemenang p"rung.'u Kekalahan Belancla dari Perancis rnenyebabkan terjadi

Lubuk Begalung, Marapalanr dan Andalas. i\'lardanls Sofr,.,an, Sejorah lioto Padang, Jakarla:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 198 7, hlnr. i9.

r5 Ekspedisi laut dengan menguunakarr kapal ker:il juga mernbawa hasil bumi dari
pelabuhan Parianran ke lvluara Padang. Lihat leb;ir laniut. Clrristine Dobtrin, loc, cit., hlm. 86-90.

26 Di tahun 1781, lima kapal Inggris herh,rsil rnencluduki Padang tanpa perlawanan
senjata yang berarti dari VOC, letapi melalui perjanlian "Puris" tahrrn l7S4 dan Traktat London
pada tatrun'1814 (Perang Napoleon) kerntrclian riisepakati bahrva Belanda kernbali menguasai
Padang. Akibatnya Inggris mulai menarik diri dari ciaerah pesisir dan sejak bulan Mei l8l9
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kevakuman kek,asaan (vacm.m o.f power), sehingga dengan rnudah padang

menjadi sasarim penjarahan bajak laut berdarah Perancis yang bernama Francois

Le Meme pada tahun 1793. Le lvrerne melakukan penjarahan, perampokan dan

penaklukan terhadap Padang. selain merarnpok rumali-rumah mewah, Le Meme
juga menjarah makam-makam Tionghoa yang terletak di Gunung padang untuk
mengambil harta benda yang terkubur bersarna jenazah.2T Kevaluman kekuasaan

juga memberikan peluang bagi pe<Jagang perorangzrn untuk berdagang ke padang.

Bahkan perusatraan-perusahaan Belanria, pedagang Inggris. Tamil dari India, dan
pedagang Tionghoa dari pelabuhan milik Inggris cli Penang yang berdiri sejak

tahun 1786 mulai memasuki padang dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di
sepanjang Pantai Barat Sumatera.2s

Perang Perancis dengan Ingg-'is yang diikuti oleh Belanda tahun 1795

kemudian dimenangkan oleh Inggns. Sebagai pernenans, pilrak Inggns mernaksa

Belanda tnenyerahkan beberapa dacrah kekuasaannya di kepulauan Nusantara.2e

Akibatnya pada tanggal 30 Novcmber 179-5 beberapa daerah di pantai Barat

Sumatera cliserahkan ke tangan Inggiis. N{c:skipun begitu. cli sepan-iang pantai

Barat Sumatera masih terdapat beberapa penclucluk Belanda yang berdagang lada

secara individu.

Sejak orang Inggrs berada di Padang, perdagangan menjadi lebih terbuka.

Dipelopori oleh Thomas Stanford Ratfles meialui Inclisch East Company (IEC)
befhasil masuk pada bulan Juli 181 [j ire ,-ilrar:r;i ting.gi Minang.kabau sebagai orang
Eropa pertama yang pernah ke sana. Rrrl'il1:r; rnengunjungr lembah Singkarak-
Solok-Tanah Datar dan kemudian iicrh:lsil rrrerntru;rt kc:;epakatan dengan para

Padang berada di barvah Pemerintah Ilindia Rcia:u.ia. i.iirat tt:hih l;rnjut Frcek Colombijn, loc. cit.,hlm. 56-57; Christinc Dobbin, loc. cir.. hlrn. l()i,,
r7 Freek Colombiin, ibict., hlm.59-6a.

Penang merupakan wilavair bc:,Lr ),ctil_t ,titrul:a ol:,h pcnrr-rirrtah Inggris di barvahpimpinan Francis Light tanggal ll Agu.,iirr:; i;,c.6 I)iri.r-ah ini diperuntukkan sebagai ternpatbermukinr bagi orang Tionghoa yirttrt drnila, berP,.rrt:rrsi r!ltuk nr;n-eembangkan pcrclagangan
Inggris di Malaka' victor Purcell, (teri) l'lil: ,LIasrraa l'jil.r NIahnrud, orong-ornttg Cina di runoltI'Ielayu, Universiti reknologi Malaysia: cetak ii-arti sDN. IIHD. 1q97, lrlrn.43.l9 Puncaknya pada tahun l8 i 5, te ntar-a lrr:rgrlr nremainkan peran penting dalamntengalahkan pasukan Napoleon pada pcrrr;rirpr:r.aI r \\ii] i i_-rlo().
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penguasa di daerah lembah. Kesepakatan dibuat dengan menandatangani

perjanjian durgan 13 Nagari yang terletak cli lcmbaLr Solok. Akibat dari perjanjian

tersebut, para Penghuht yang ada di S(,lol( scpakat menyerahkan Tanah Pesisir di

Pantai Barat Minangkabau kepa<ia ixrnr,iiilliian Inggris Prra Penghulu Stllok

bersedia menandatangani perjaniian tcrsr:l;ui karr:na perasaan cemas mereka akan

kembalinya kekuasaan Belanda (VO(l) ke l'ada.ng. Pada tang-eal 24 Jtli 1818,

Raffles kembali menandatangani per.lenjiar-r iierrgan Pa,garuyuang dan mengakui

"Rajah L[inangkabaa" sebagai sahabert. I'cr.taniian persahabatan ini merupakan

aliansi antara Raja Minapgkaba-- clcrn!:an "'!-!te l[onhie T'he English East India

Company". Isi perjanjian''ini menerlngkan irahlva keiuarga Minangkabau dapat

meminta dukungan militer higgris c!a;:i seri:ngan rlnsur-unsrrr luar yang ingin

mendapat keuntungan dari perdaglngen L;cniociiti ekspor Vlinangkabau. Sebagai

imbalannya, Kerajaan lvlinangkal-.arl'nenlier;rlikan kepada perusahaan Inggris

kedaulatan penuh atas semua tanali rli sebririh Baral perbuLitan sampai ke laut.

termasuk pulau-pulau yang terletak sarnpai }ce sebcr.ang Indrapura dan Natal.

Perjanjian ini juga mengizinkan Inggris rnenguasai jalan ternbus antara kerajaan

Minangkabau dengan Pantai Tirnur yang clikenal sebagai Jalur Emas

Minangkabau.30

Pada tahun 1814, Inggris rnengernbalikan Padang kepada Kerajaan

Belanda dengan membentuk pemerintahan baru di bawah Pemerintah Hindia

Belanda. Pada tanggal 22 Mei 1819, tentara l(erajaan Belanda mulai mendarat

kernbali di Padang. Sejak saat itu Padang tidak lagi dipertahankan sebagai pos

perdagangan sebagaimana yang dilal<ukan oleh VOC sebeluunnya, melainkan

ilibentuk sebagai daerah jajahan Pemerintair Hintiia Belanda.3l Secara perlahan-

lahan wilayah Minangkabau satu persatrr berhasil ditaklukkan dan masuk ke

dalam kekuasaan pemerintah Hindia Beiiinda. tJntuk menguasai daerah pesisir

Minanghabau, Pemerintah Hindia Bclanclzr yang diwakili James Du Puy pada

30 Christine Dobbin. loc.cit., hlm, I 1- I 2
3' 

Freek Colornbijn, loc.cit., hlm. 60-61
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tanggal l0 Februari 1821 membuat perjargran dengan kemenakan Itaja Alam

Minangkabau. Meskipun Padang sudah beraCa di bawah kckuasaan Pemerintah

Hindia Belanda, namun sampai tahun 1827 kapal-kapal Amerika dan Inggris

masih sering mengunjungi Paclang. Raru setelah terjadi gempa bumi yang besar

pada tatruh 1833 Padang mulai kurang dirninati. " Pada,rg yang awalnya masih

kumuh, nieski sudah dihuni oleh pedagang asing seperti Eropa dan Tiorrghoa,

namun secara perlahan Padang berubah rnenjadi kota perclagangan yang ramai dan

menjadi pusat adminishasi Pernerintah t{india Belanda.

t

Sementara itu, di pedalaman lvlinangkabau sedang terjadi pergolakan

politik. Perang Paderi yang bergejolak anrara tahun 1820-1830 ikut

mempengaruhi mundurnya pelabuhan Padang.-ti Llanya ada clua pelabuhan yang

berkembang di pesisir Pantai Barat Sumalera saat itu, yaitu Tiku di Utara dan

Paittan di Selatan. Pada tahun 1824, I(ornairdan A.V Micheils berhasil

menakhlukkan beberapa daerah di pedalaman lvlinangkabau seperti Pagaruyung,

Saruaso, Sungai Tarab, Lima Kaum clan Batiprih. tJsaha penaklukan wilayah

Minangkabau menjadi bagian wilayah kekuasaan l{india Belanda mengalami

kesuksesan di tahun 1838 ketika pimlrinan Pirdri berhimil ditangkap dan kemuclian

diasingkan.

Unfuk menjalankan perr:erirrti,i:an ci:ru nierlr.rrlalrj.:an konlrol tertraciap

daerah-daerah yang dikuasai, kemuCian i}c:rrierintah Hin<iia Belanda rnembagi

Minangkabau atas dua wilayah rrclnrinrstlali'u'e yaitu Paclang Darat (Padangsche

Boven.landden) dan Padang Pesrsir (!,adnng_tche Benir.nlandden).Unn:,k

menghubungkan daerah Padang Darat (lonl;air Paciang Pesisir, maka pada tahun

1841 Pernerintah Hindia Belanda mt:r,bargliu jalarr untuk lalulintas pedati, Jalan

32 Terjadi dua kali gempa besat' di Paiang, l aitir parh rahurr I '197 dan I 833. Kedua gempa
tersebut melumpuhkan Padang dan Parlang rrrcr:jadi lirla !an!, kurnuii. l-ihat lebih lanjut Chiistine
Dobbin, loc. c it., hlm )2A-122.

" N{uhanrmad Radjab, ptt'ung Fue!cri.Jakaira: Baiai pustaka, 1964. hlnr.44.
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ini kemudiari digunakan untuk transportasi kopi rnelewati Lembah Anai menuju

pelabuhan Pariaman dan muara Sr-rngiai Batarrg r\rau 34

Untuk memajukan Padang, {.iuiri:rriirr lv{ichic'ls (I838-I849) mertberi

dorongan bagi para pedagang asing. rerutaffii Eropa dan 'l'ionghoa yang dianggap

mampu membantu Belanda rrrendapalkan kuuntungan di Sumatera. Pada tahun

L874, Pemerintah Hindia Belanda srent:iiipkan lraliiva senlua lahan yang

menganggur dan bukan milik tnasl'arak*t N'linangkabau akan ditata serta

diservakan dalam jangka waktu yair,q p;in-iang dengan sewa yang tetap.35

Penerapan Undang-undang Agraria trhun 1870 rnemberikan peluang kepada

orang Asing (Eropa) dan Timur r\siir,e lainn.v-t untuk memiliki tanah sebagai

tempat usaha dan tempat tinggerl cii Padiing.

Kesempatan membuka lahan di pinggilan kota menjaclikan produksi hasil

bumi semakin meningkat dan berdampak tr-rhadap kcmajuan pelabuhan Muara

Padang hingga abad ke-20. Ketei'batasan pelabuhan Muara Padang menampung

kapal yang betukuran besar untuk berlabrrir menyebabkan Pemerintah Hindia

Belanda kemudian menggunakan teluk yang terdapat <ii Selatan Gunung padang

sebagai pelabuhan. Teluk tersebut ciibangun tahun lggz seiring kebutuha?

Pemerintah Hindia Belanda mengekspor batu bara dari Ombilin Sarvahlunto dan

semen yang diproduksi oleh PT. Senterr Indarung Padang. Pelabuhan tersebut

diberi nama Teluk Bayur (Emmahat,err).36

t

'o S.b"lu* kolonial nagari Minagkabau bukanlah sebuah nagari yang tcrtutup, tetapi
nagari berdasarkan institusi sosial ckononri .,'ang siap untuk nremasuki atrivitas ekonomi yung
komersial. Lihat lebih lanjut Christine Dobbin. o1ttit., hlrrr. 55-70; Ahnrad Dt. Batua5, Tambo
Minangkabau dan Adatnya, D.iakarta: I)inas pcne'biran Balai f)ustalca, 1956, hlm. 64.

3' Penetapan peraturan ini dilandasi oieh pcrrer.apan IJpflxpr-undang Agr-aria yang telah
diterapkan sebelumnya di Jawa sejak tahun 1370. Lrhat lebih larflt Erwin, |'anai Kim,nat;
l'[emuclantya Soiidaritas Sosial Pada l.{osvurLtl:at :l'!airilitri:u! A,Iiiangkabau. paclang: Andalas
University Press, 2006, hlnr. 67-68.

3u Teluk Bayur atau Emmahaven adalalr p.--labuhan yang dibangun olch pemerintah
Hindia Belanda pada tahun 1892. Pelabuhan tersebur beiada,ii Teluk Koningin (Koninginncbaai)
yaitu teluk yang menawarkan pedindungan bagi kanal-kapal dari angin laut'yang-kernudian
dirramakan sesuai dengan nama Ibu Kera.iaan Belanrla "Qu'ten's llay".I-ihat teUit., ianj-ut Freek
Colombiin' loc, <:it., hlm.50-51. Fungsi pelabuhan ini nrcnJa..li ..nl"[i,, kompleks seirir[ denganpertumbuhan dan perkembangan ekononri cli pedalanran Minangkabau tcrkait t<ep-ent;nlun
intensifikasi ekspor-impor. Lihat lebih lanjut .lin Harrer', ll'orkt-Ailwuys of The Nineteenth

34



Perkembangan Padang dari perkampungan nelayan menjadi pelabuhan

utama yang strategis di Pesisir Barat Sumirtera rnenjadikan Padang sebagai tempat

tujuan para pendatang seperli Minangkabatr rnaupull bagi pendatang asing

lainnya. Proses merantau orang lv{inangkabau dari daerah pedalaman (darek) ke

pesisir (rantau) terjadi secara perlahan, terutama ke daerah pesisir di Pantai Barat

dan Timur Sumatera.3T Dalarn wilayair administratif yang dibuat oleh Pemerintah

Hindia Belanda daerah daerah darek kernudian tergabung menjadi Karesidenan
-l

Padang Darat, sedangkan daerah Pesisir tergtbung ke dalarn wilayah Karesidenan

Padang Pesisir.38

Perkembangan Padang berjalan beriringan dengan pertumbuhan

penduduknya. Jumlah penduduk yang mendiami Padang sebelum abad ke-18

tidak didapatkan data yang akurat, tenrtama untuk.jurnlah kelompok priburni. Hal

ini disebabkan karena poia merantau t-rianq l"linangkabau tidak sama dengan etnis

laimya. Mochtar Naim mengatakan bahr.r,a merantau bagi orang Minangkabau

adalah proses meninggalkan kampung iralanran atas kemauan sendiri untuk jangka

waktu yang lama atau dengan tujuarr untuk mencari penghidupan yang lebih baik

serta pengalaman hidup bagi kaurn rniiia,i''

Century: A Pictorial History in i/ictorii;n i..:.t'!rot;t!t.,. lvlarylulrC: .tohn IIr:pkins Universitv Prcss,
2005,h|m.224.

37 lvlerantau pada dasarnya luga dilaluken rricli t:tnis lairrnya rii Inclonesia, salah satunya
adalah etnis Jawa yang juga ditemuka;i l-.erall;i ili berbagai daerah di Indonesia. Yang
membedakan cara merantau orang Nlinangiiabau cii:rrsarr orang Jarva adalah dari segi polanya.
Orang }vlinangkabau merantau s(:cara ilar,'ii, intliviilir, rnanciti <lan sukalela, sedangkan orang Jawa
merantau secara berkelompok dan terstruklur sccala !r',1,.a1. se1:erti, pengirinran kuli kontrak Jarva di
masa Pemerintah Hindia Belanda dan lrroi'.ilnr triln:;rligrasi ytrng dilaksanakan r.rleh Pemerintah
Orde Baru. Merantau juga memiliki pcngcrliar: nreninggaikau kanrpung halanran atau
meninggalkan orang tua dan keluargtr dcn-{ir;, tu.jriirr: rireiicalr i'crrghidupzrn yang lebilr baik di luar
Kampung halaman. M.D. IVlansoer mengatli<:rir balr',';a nrerer,lali nrcrnnunyai arti dan efek.sosial-
ekonomi serta sosial budaya bagi orang I\1irr:rngkli',ari dan ocnduduk di sckitarnya. Lihat lebih
lanjut MD. Mansoer, op. cil., hlrn. -1. Pirclrr rnulrrrr\a tlad!:;i n.ierantau didolong untuk mencari
penghidupan yang lebih baik diirin.qi olt:lr arlalr;r ickPenterinlah dari nrasyarakat setempat
maupun dari luar, setta adanya kebiasa;in !rierantau vrng turnhuh oleh per-a.saan gengsi. Rasa
gengsi ini akan meningkat ketika ntereka yilnl nrer'rr.rtiiu rlerruniukkan bukti perbaikan nasib dan
kedudukan di perantauan. Lihat k:bih irn.irrt r\u<ia Murad, !l{t,rlntou; Outntigration in a
Malrilincal Socieg in lYesl Sumatra, Canibcrur. ;\usilalian lrlational I-Iniversity, 1980, hl1r.6.

3E M. Joustr4 Minangkabau Ot'crzit:it! t,atr Llnd. Gcschiedenis eti Volks.s' Gravenhagen:
Martinus Nijhofl 1923, hlm 4.

3e MochtarNaim,op.cit., hlm. i.
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. Orarrg Minangliabau perEi kt r',,nl.:rlr ,l;rri tilic:'aii asat nrereka tli clarclc dan

kemudian rnendirikan perkampun qar r lian i r-i i i;.eri agari an Padang. Masing-masing

perantau membentuk perkampungarr berti;ir,lrl.ar1 suku, rreperti Suku Jambak

membentuk perkampungan di Kuranii, Suku Caniago di Korong Gadang, Suku

Koto di Kalumbuk dan Suku Guci tJi Sungai Sapih.a0 Dalam perkembangannya

kernudian batasan pernukirnan berda.siirkan k epada rsuku sudah tidak begitu jelas.

Salah satu penyebabnya adalah atlanya ikatan perkar,vinan antar suku dan

perjanjian sewa menyewa tanah yeing tcrjadi di rntar suku yang berbeda.

Pemukiman perantau N'linangkabaLr berkembang ke arah lnuara di

pinggiran sungai tsatang Arau. Periuasan pernukirnarr tersebut terjadi seiring

dengan perkembangan Padang sebagai pelabuhan. I(epadatan penduduk kemudian

mendorong orang Minangkabau pindah ke arah Utara dan mendirikan

perkampungan, seperti Alang Larvas. Ranair. Olrr, Parak Gadang dan Ganting.

Kampung-kampung tersebut membentuk Kenagarian Padang yang dikenal dengan

sebutan Nan Salapan Snku.al

Lambat laun bantaran sungai Batang Arau semakin padat dan

perkembangan penrJuduk semakin memperluas wilayah pemukiman. Kedatangan

Belanda disertai pembangunan loji di sekitar f]atang Arau menjadikan Padang

sebagai pusat perekonomian di sekitar Paritai Btrrat Sumatera. Di sepanjang jalan

tanah di pinggiran bantaran sungai, dipenuhi oleh rumah-rumah orang

Minangkabau yarrg kecil dengan keb,,ur-kebun yang sederhana. Pada tahun 1781

u0 Nama Kuranji terkenal setclah pcrluasrir: ri,ilavlrh Kota Padang berdasarkan PP No l7
tanggal 2l lv{aret 1980. Penduduk Kuranji herasai r-lari [-trhak Tanah Datar (Basa Anrpek Baleh)
yang turun ke Solok nrelalui Sitinjau Lauik darr terus lie Lirrrau lr4anih (Desa Koto Tuo). Dari l4
kelompok yang datang 7 diantara penghulunya nielanjutkan pcrjalanan sampai ke Kuranji. Kuranji
berani 7 penglrulu yang berbekal rajin dari Solok. I-ihat lebih lanjut Errratip, Maryetti & Noveri,
Pasantbohan Dalant Upacara Kemalian li Kccutttulan Ktiranii Kola Padang, Padang: Balai
Kajian Sejarah dan NilaiTradisional,2005, hlnr. 10-l i

*'Suku yang merantau ke Padang adalah suku lanjung, Jambak, Sikumbang, Guci,
Melayu, Koto dan Balai Mansiang. Lihat lebih lanjut lv'lardana Sofwan, dkk, Sejarah Kota
Padang, Jakarta: Departeme n Pendidikan dan Kebudayaan, l9[J7. hlni.9-10.
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telah ditemukan 22 rumah di sepanjang sungai Batang Arau. Rumah-rurnah

tersebut kebanyakan terbuat dari kayu, rnemiliki atap dan kebun kecil. Di

seberang sungai terdapat gedung-gedung resrni kompeni, gudang lada dan rumah

sakit, sedangkan di hulu sungai terdaprrt pasar, tempat tinggal pialang terkemuka

(Pasar Mudik) dan pedagang lokai lvlinangkabau. Di pasar juga ada pedagaug

keliling sebagai mata rantai dalam jaringan yang menghubungkan pedagang asing

dengan konsumen di pedal am an Mi n an gkal-'t au. 
a2

Selain pensiunan VOC, juga ditemukan orang Tionghoa yang sudah

tinggal'di Padang jauh sebelum keclatangan voc. Awalnya, orang Tionghoa

tinggal secara berkelompok di daerah pinggiran Sungai Batang Arau, namun

sebagian lainnya ada yang tinggal bersama dengan penduduk dari etnis Iainnya

karena proses perkawinan.

ICtusus untuk kelornpok 'l'ionghoa tiiketahui terjadi peningkatan jumlah

penduduk dariperiode awal pendataan tahun [352 :;ebanyak t.140 orang menjadi

8.516 orang di tahun 1940. Dari 3enr:iuS perrduduk tahun I973 diketahui baliwa

Etnis Tionghoa yang merniiil-r kervai-,-:irrr*-:,;ir ual) B.RC sekitar 4.b29 orang dengan

jumlah laki-laki sebanyak 2.295 oi-;lrg iiriri nt:!ern'rpuan sebanyak 2.334 orang.

Pada tahun 1974 jumlah Etnis Tiorrr.Iiioa yang memiiili kewarganegaraan RRC

dengan laki-laki berjumlah 2.380 oi'ang <itin pcrenrpuan beriumlah 2.596 orang

dengan total4.976 orang. Pada tahun I!)7-5 iurnlah Etnis Tionghoa yang memilih

kewarganegaraan RRC berjumlah laki-iaki 2 4(t7 orang dan perernpuan berjumlah

2.423 orang dengan jurnlah total ,{.litlft or.l,rg.'i-r f)ata tal-iun l9g6 menunjukJ<an

bahwa Etnis'llionghoa Padarlg yailg rr:isiir i;crkcrvarganegaraan RRC berjurnlah

2.801 orang dan mengalami penurunan paija tlhun 191)0 menjadi2.620 orang.

rr Christine Dobbin, lctc.cit., hlnr. I0l
or Di dalam statistik penduduk & tcnaga kerla tahun 1973, 19'.,4, dan 1975 terlihat

penrbagian atas warga Negara Indonesia darr Warea Ncgara Asing. Lihat lebih lanjut Biro pusat
Statistik, Jakarta-Indonesia I 97J, lgl 4, lL)l 5.
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Sensus penduduk taiiun [!,")l s:rnr1'ri.ri l1)94 r:ruiat niembedakan status

kervarganegaraan Padang atas Wai-ga i\::qara inclonesia dan Warga Negara

Asing.a{ Sementara itu, dalatn sensLi;j penciu,-l,.rk tahrin 2000 tidak diteprukan lagi

Etnis Tionghoa Padang yang berstatls asing" karcna sudah menjarli Warga Negara

Indonesia dengan jumlah sebanyak I3.-5.15 t,rr,,rq.tt Data statistik penduduk di atas

perlu dikaji lebih lanjut karena terdepat perl;edaan .;urnlair yang cukup signifikan

antara pendataan penduduk tahun 2{J00 tlengan penclataan penduduk tahun

sebelumnya atau tahun setelahnya.

Pendataan penduduk irada tahun ii(52 rnenunjukkan bahwa kelompok
yang tergolong kepada kelornpok lainnya (orang lndia/Tamil da1 Arab) tidak
teridentifikasi secara rinci. Meskipun begrtu penduduk yang tergolong kelompok

Iaimya ini mengalami penurunan secara drastis pa<la saat dilakukan pendataan

penduduk tahun 1865 sebanyak i.29r,r rrrans tjan menurun kembali pada pendataan

penduduk tahun 1878 sebanyak 684 orang dan menjadi 666 pada pendataan

penduduk taltun 1880. Baru paila tahun I 905 penducluk kelompok lainnya

mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat, vaitu sebanyak 1.200 orang menjadi

3-020 orang pada tahun 1920. Penurunan junilah penduduk kelompok Iainlya
kembali terjadi saat pendataan penduduk tahun 1930, yaitu sebanyak l.632orang.
Diperkirakan pada tahun 1930, sutlah ada 10c orang Jepang termasuk ke dalam

bagian dari penduduk kelompok lainnya.u6 Kerompok lainnya ini kemudian

mengalami penurunan kembali di tahuir 1940, yaitu menjadi 1.500 orang.

' Etnis Tamil atau yang lebih cliker:ai sebagai orang India sebagian besar

berasal dari tentara Seprry yang clibawa Inggris ketjka mencluduki padang dan

, 
aa Pemilu pada tahun 1991 tidak lagi mendata penrluduk berdasarkan kepada negara daristatus kewarganegaraan tetapi dikategorikan aras Warga Ncgara Asing dan warg"" Negu.uIndonesia. Kantor Statistik Kotamadya Padang, Ilegi.tn-uii peniudttk Kotima4ya raiing, 6ql.,hlm.50-58.
o' 

Badun Pusat Starisfik Kota Padang, Pentluduk Kota padang Hasil Settsr.rs pendudttk
2000.2000, hlm. 7l-321

oo fokstelling ll tahun 1930, hlm. 160.
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pedagang rempah-rempah yang rjatang lanrsung dari India ataupun lvlalaka.aT

Berbeda halnya dengan kelompok [ndia. kelonrpok Arab yang merniliki latar

belakang agama Islam pada umunurl,a ,,1r,.,-, para saudagar yang telah datang

secara berkala dan memiliki hubungan bai[: dengan kerajaan-kerajaan yang ada di'

Nusantara.

Penjabaran untuk kelompok pendudul.- iainnya tidak diketahui secara rinci,

namun diperkirakan penduduk yang tergolong kepada kelompok lainnya adalah

orang India atau Tamil, Arab dan Jepang. Di tahun 1865 terjadi peningkatan

jumlatr penduduk secara drastis. Juinlah penduduk pribumi mencapai 265.090

orang, Tionghoa 2.973 orang dan bangsa Eropa sebanyak 1.836 orang. Jumlah

penduduk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk

kelompok pribumi, Tionghoa dan Eropa.

Sebagai daerah rantau yalg r!itrentuk oleir kelompok-kelompok suku dari

pedalanran Minangkabac (Da,"ek't. Pitii:ini_r i'crkerntrang rnenjadi kota penting di

Pantai Barat Sumatera. Perkernhariplr:r l'r,-!,rrrg tiilak terlcpas dan sistern -r-ang

dibentuk oleh masing-masing keionrirck i,riiu terselrut. Seperti ungkapan "di

darck bapanghulu, di rantau harajo ", maka di Padang pun dibentuk kenagarian

Padang di bawah pimpinan l.lan Salzipan Sukr.r ( Nan l)elapan Sttku). Masing-

masing kepala suku mewakili kelompok suku dalam rnenyelesaikan permasalahan

adat istiadat, budaya, poiitik, bahkan eir.onor:i:. Delapan kepala suku tersebut juga

ikut berperan dalam pengelolaan pckrbuhan. schingga pada umumnya kepala suku

adalah saud.:gar yang juga berperan sr[.iagai piira syalrhandar di pelabuhan Muara.

a7 Kelompok India merupakan tentarir Sepo;,, vcng bekefa pada EIC sejak abad XVII.
Ketika Inggris berusaha memperkuat po.sisirrva di Bcnekulu dan meluaskan aktivitas meteka di
sepanjang Pantai Barat Sumatra se-iak aw,al abacl XIX. Orang-orang Sepoy dari daratan Indiajuga
ditugaskan menjaga pos-pos dagang yang dibangun Inlqgris. Irrteraksi yang baik dengan penduduk
setempat, mengingat mereka tidak menrbau,,a rvanita. nraka terjadi pernikahan antara tentara Sepoy
dengan penduduk Minangkabau, sehingga nruncul keturunan nrercka yang nlerupakan konrunitas
tersendiri di antara penduduk pribumi. I-ihat iebilr !an jut Freek Colombijn, loc. cit., hlm. 69-12;
Seema Alavi, The Sepoys ctnel the C'cmpany, Neu, York: Ox lbrd Univ Press, I 885, hlm. 8l .
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Kato mengatakan bahrva Ci daorah rarrtaii para saudagar tidak saja merniliki

kekuatan ekonomis, tetapi jugii kc.kuaiiin poi;irk.'lt

Sistem Syahbandar rnenj::c!i tulang purrlgung kehidupan ekonomi dah

politik Padang sampai Pemerintah l'iindia ilelanda nrengatur kota, sama dengan

kota kolonial lainnya. Berakhirnva kedudukan \/0(,1 di tahun 1799 menjadikan

Padang berkembang sebagai pirsat kerjudukan [tesiden Pernerintah Hindia

Belanda. Pada tahun 1820 Pernerintah Hinclia Belanda rnelakukan penataan

dengan membuat pembagian u,il;iyah rlalarn bentuk kampung (*ik).4' Padang

kemudian dibagi ke dalam 9 (sembilar,) kampung.s0

Setelah berhasil menancapkan kekuasaannya, Pemerintah Hindia Belanda

melalui Plakat Panjang yang disepakati pada tanggai 25 Oktober 1833 berhasil

meletakkan dasar Pemerintahnya tJengan nrenjadikan Padang sebagai pusat

pemerintah untuk wilayah Pesisir Bariit Sumatera yang dikenal dengan Sumatra

Westkttst pada tahun i837. Selanlutn.ia Pemerintal, Hindia Belanda mengangkat

kepala-kepala Nagari dan Penghulu Qten,ghultt nan basurek) menjadi wakil

mereka dengan membentuk Keraptttan Naguri.5t Melalui perjanjian ini, sistem

a8 Tsuyoshi Kato,."llantau Pariaman: The World o{'Minangkabau Coastat Merchants in
the Nineteenth Ccntury", JAS, 4 (XXXIX), 1980, hlrn. 8l .

o'Sistem ini pertama kali diterapkan pada tahun 1818. Awainya percobaan dilakukan di
Jawa, tetapi kemudian menyebar ke seluruh rvilayah Hindia Belanda di luar Jawa. P. Tjiook Liem,
De Rechtspositie der Chinezen in Nedet'lanri.r lndie 1848-i912, Anrsterdarn: Leiden Univ. Press,
2009, h1m.306.

to Wrjk I merupakan wilayah suku 'lanjuang l(oto meliputi Kampung Mata Air dan
Kampung Durian: Wijk II merupakan wilayalr sLrku Chaniago I'anyaiai meliputi Kampung Purus,
Damar, Olo, U.iung Pandan, dan Rimbo Kaluang: Wijk III merupakan wilayah suku Tanjuang
Sikurnbang meliputi Kampung Jawa (Jao), Sarval.ran. Belatung, T'amndam, dan Jati; Wijk IV
merupakan wilayah suku Tanjuang Balai lr{ansiarrg rreliputi Alai dan Gunung Pangilun; Wijk V
merupakan wilayah suku Jambak meliputi Karnpung Parak Gadang, Simpang Haru, dan Andalas;
Wijk Vl m€rupakan wilayah suku Malal,u rneliputi Pondok, Kampung Tionghoa, Kampung
Sabalah, Berok, dan Belakang Tangsi; Wi.ik VII nrcrupakan rvilayah suku Chaniago Surnagek
meliputi Alahg Larvas, Ganting; Ranah, Pasar Gadang, Kanrpung Nias, dan Palinggam); Wijk VIII
(Nanggalo dan Ulak Karang). Padang kenrudian diperluas lagi dengan membentuk wijk IX,
meliputi l.ubuk Begalung, sungai Baranrr:h (Teluk Rayur), Parak [-aweh, dan Gurun Laweh.Data
diolah dari Leaflet Kerapatan Adat Minangkabau (KAN) I(ota Padang, Kantor KAN Kota Padang.
jl, Karia Padang; W. Anwar Falah, Riza I\,[utia. I-isa Sri Du,iyana, loc. cit., hlm.l5.

st Penghul nan ba-rrtrek aclalah penghrllu-norghulu yang diturrjuk dan dibestluitkan oleh
Gubernetnen untuk duduk tlalam l(ero1;uttru Nu!:ut'i. Dasar penirnjukan dan pengangkatannya
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wijk diganti dengan sistem Kamptmgho//r! dengirn pernbagian

rneliputi:

l. Kampung Alai-Gunung pangilun

2. Alang Laweh

3. Pasa Gadang

4. SeberangPadang

5. Taluak Bayua

6. Aia Manih

7. Jao

8. Belakang Tangsi

9. Pondok

10. Sawahan

I 1. Andaleh-Marapalam dan

12. Parak Gadang.s2

12 Kampung,

adalah kesanggupannya untuk rlrclrgurus, r,'ri:nielrhara drri nreDjalankan politik penjajahan din-agari-nagari yang tentu menguntungi<iirn Pr'rnerin{.ri-, Flirrclra Belanda. lialaupun iemerintahI{india Belanda sudah menun_juk secara sclekril oranlr..rr.ang lvarrg ciu<iuk ,Jalam Kiraparan i.agari,namun kenyataannya Kerapatarr Nagari ticlaii rnenriliki kenranrpiran untuk mengurus nagari-nagari
secara politik, budaya, rnaupun ekonotni, Keraptttrrn )/agotimernilih Kepata Nigari yang
bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan keputrrsan-keputusan yang dibuat obhkerapatanNaqari yang sebagian besar berasal dari inisratif Be.t!rttu'A,r,bturn,.,reri. Urusan pemerintah tidaklagi dipegang oleh Kerapatan Aclat Nasuri, retapi suclalr rnasrrk ke clalam struktur pemerintah
Hindia Belanda yang lebih tinggi' sepeiti asisten demang, denrang, cottirolenr, asisten residen,residen dan berakar pad.a kepala naguri yang nrelupal<an lt-mbaga biru yrng ditunjuk dan diangkatoleh Gubememen Hindia Belanda melalui ...i.j.n dengan Surat-pengangkatan (Bestluit).ir M' Iqbul Rahman, "Catatan Perrting NaglIi Partang Dari Masa Ke Masa,,, Makalah,Forum Padang, l0 September 2005.
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Gambar. Sistem Wijk
Sumber: Diolah dari Badan Koordiaasi Suncy dan Pemetaan Nasional 1985.

Pada tahun I903 Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Undang-

undang Desentralisasi (De Centraliscttie l{/c.t) yang membagi Indonesia dalam

Admintstratieve Indeeling (bagian-bagian administrasi). Pembagian wilayah

administrasi Sumatera terdiri dari 10 karesidenan dan Sumatera Barat dengan dua

karesidenan, yaitu Karesidenan Padang Darat (Darck) yang berada di Bukittinggi

dan Karesidenan Padang Pesisir yanq berkedudukan di Padang. Karesidenan

Padang Darat terdiri dari daerah Arul. ''l-anair L)atar clan Lirna Puluh Kota,
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sedangkan Karesidenan Padang Pesisir terdiri dari seluruh daerah pesisir

Sumatra's Westkust.S3

Perubahan rnulai terjadi secara signilikan sejak awal abad ke-20, terutafira

setelah dibentuk ketentuan bahwa Paclang berada di bawah kekuasaan Kepala

Afdeeling Asisten Resiclent van Padang en ontmelanden pada tahun 1905.s4

Reorganisasi Pemerintah ini secara otomatis melemahkan pemerintah kelompok

Nan Salapan Sulat sebagai primus interpat'es.ss Pada tanggal I Maret 1906 latrir

ordonasi yang menetapkan Padang sebagai Gemeente (Staadblad 1906 Nomor

151) yang mulai berlaku sejak tanggal I Apri! 1906. Setelah menjadi Kota praja

dibentuk Gemeente Raad van Podang yang terdiri dari 17 anggota (7 orang

Priburni, 5 orarrg Belanda dan 5 orang i'inrur Asing) di bawah pimpinan seorang

Residen.s6

Pada tahun 1913 On,ler-.,i/rir',,,':i,g j-',i,.!citE tiisccleri.liiilral<an nreniacli tr.yuh

distrik; yailu Tanah Tiuggi, [Jatan--. .rrr,-;. fiinuang. i(ot<i Tancali. Irauh lX.
Sungkai dan 7 Lurah Pauh V.:t1 l(etujuir ciistri< torsebut beracla di atas Luhak yang

dikepalai oleh Asisten Resideu i'tiriLr i,irrrg lebiii cikenill rJengan panggilan Tttartky

Luak. Ke tujuh distrik keniudian juga clibagi atas padang (Tanah Tinggi, Batang

Arau, Binuang) dan Padang [,uar (Koto Ten61ah, pauh [X, Sungkai dan pauh v).5s

Pada tahap berikumya ter3adi lagi 1>erubair;ur cialam sistem pemerintahan sesuai

dengan semangat desentralisasi yang nren-jadikar: Padang sebagai Gemeente,

5l-'- Erniwati, Asap Hio di Runoh;l/inany..Koniunira:;T'ion.ghtru cli Sumatera Barat,
Yogyakarta: Ornbak, hlm. 35. .

5{ Pemerintah Hindia Belancla tnenrbagi Sur.lrtera [larat atal; Iirna (5) daerah administrasi
(afdeeling) dan l9 daerah administrasi ottrler-t(iir:alri;g. Salah saru dari lima aftleeling adalah
afdeeling Padang (Zuid Benenlanclcn) yang te lbagi atai t'irrder-afdeeling padan g, oncter-ifdeeling
Kepulauan Inderapura, c.tnder-afcleeling Kepulauan ivlentarvai, dan oncir-afcleJrg painan. Lihat
lebih lanjut Memori van Ot'ergave t'an tlen l.ftremrlcttde Re.sident ,r,,art Sumatra l[leskusr, (tanpa
tahun), hlm. l; Algeetnene srecre.tarie, lg.}l hirn. 254-255; Stuatblotl, no. 290, tahun 1905.

5s Mardanas Sofian, op. cit,hlm. 30.
5u Stoblobni no I5l tahun 1906. Srcrhlctctd illi mulai berlaku sejak tanggal I April 1906

sampai setelah Belanda mengakui kedaulatan RI tanggal 27 Desernber-1949.
M- Iqbal Rahman, op. cir.,; Mardanas Sofu,an, loc. cii., hlm. 3l-32. pembagiap daerah

diatur berdasarkan staatsblad dalam Lembarun Nesuru no 32l tahun 1913.
5E Mardanas Sofwan. dkk, /oc. cil., hlrn. 32-jl.
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Akibatnya pada tanggal 7 Agut-stus 1q28 clirrrgkat V/alikota (Burgeineesrer)

pertama W.M. Ouwerkerk uiriu[r r.:ci-ir-rric l9:]8"1940 clan diianjutkan olel'r D.

Kapteyn untuk periocle 1940-1942.s"'

Setelah memiliki Aldercten pada tahun 1938, Kota Padang menjadi

Stadsgemeenle. Stadsgemeente adalali r;cbuah lembaga adrninistratif baru dimana

Walikota dan para Aldermen rnendapat lebiii banyak u,ewenang tennasuk urusan

legislatif dibandingkan Gemeenle.60 Terbentuknya Provinsi Sumatera Barat pada

tahun 1936 mengakibatkan status Gemeente IJadang langsung berada di bawah

Gubernur Sumatera di Medan.6' Se.lalan dengan pembenahan pemerintahan,

Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan pembangunan infrastruktur berupa

kantor peinerintah, kantor militer, sekoiali, rumah sakit, rumah ibadah, pasar,

pelabuhan, transportasi darat dan sarana un-rum lainnya. Pembangunan ini

ditujukan urttuk melancarkan roda Pcnrerintah dan sarana bagi masyarakat kota

yang terdiri clari orang Eropa (Pemorintah. rniliter. swasta), Timur Asing dan

Bumiputera. Pembangunan pada perii,ile i;rijuea iriasili terpusat di sekitar muara

Sungai Batang Arau, meluas ke arah lJtara dan Barat sesuai dengan pemekaran

wilayah, yaitu di sekitar daerah Belantung (.11. A. Yani dan Jl. Jend. Sudirman), Jl.

Bagindo Azis Chan, Jl. M. Yamin. Belakang Tangsi, Kampung Pondok,

sepanjang Pantai Padang sampai olo Ladang, Padang Pasir hingga Sawahan.

Wilayah ini kemudian menjadi pusat kota hingga saat ini.

Perluasan yang terjadi kearah Padang Utara dan Barat tersebut pada

dasamya terjadi karena kawasan tersebut yang meskipun berawa dan kurang baik

untuk pemukiman dijadikan sebagai lahan perkebunan dan peternakan oleh

masyarakat dari etnis Tionghoa. Pemilik n.rodal seperti Li Maa Say, Ma Pak Sui

Li Che Tai dan Ang Eng Lai memiliki Iaharr perkebunan dan petemakan yang luas

di karvasan tersebut. Petemakan Babi dan pcmbukaan perkebunan kelapa merladi

t'Tahrn 
193 I dibangun gerlung Genrt:enti: tlLri:; (Birlaikota) di .lln. i\{. Yamin. Lihat lebih

larrjut Fre ek Colomhijn, loc.cit., hlm. 126
60 Freek Colonrbiin, ibirt .hln.144
6r 

Sraatsblad No.3i7, rahur l9ifi.
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usaha yang cukup menguntungkan bagi tuan tanah dan pernilik rnodal dari etnis

Tionghoa.

milikan Tanah bigi
Etnis Tionghoa

1. Undang-undang Agraria 1870

Pemerintah Hindia Belanda mengatur pengelolaan tanah dengan

menggunakan 2 hukum, pertanra di bawah pengaruh hukum barat dan kedua di

bawah hukum-hukum suku-suku bangsa di Indonesia. pada tahun 1g70,

pemerintah kemudian tnengeluarkarr Ijndanr-unclang Agraria yang diperuntukkan

bagi Jarva dan Madura. Menurut L);rclang.iinrlang terr;ebui nou pribumi dilaralg

untuk memakai tanah yang sutiun ii: ,i.,i, ;.ri,.;l: pg;',;i,iduk ;-'li-rl>urrii, pacla :iaat yang

sama diizinkan untuk menyet','ia 1'lti-t11 ,iil:,:r,irl i-icrri:zlr ''!ahln tidur" (.w,a.ste lantf.
Tujuan dari lJntian-e-urrdar.rg Aiirr.ri.rr ru;rriaii pcrtanlii untuk melingkatkan

investasi sq,asta asing tJaiarn sci.io; l)ttitiuiiiill illn stip;rva iuyestor asing bisa

mendapatkar tanalt yang kernudian i,isa ciig;"rlaikair dari pemerintah dalara jangl,ia

waktu yang cukup lama sehingga jneru.:,uurungkan in.restasi, kedua menyewa

tanah dari pribumi.

Pada pasal 4 Undang-undangl Agraria tersgbut, memberikan kekuasaan

kepada Gubernur Jenderal Hindia Relanda untuk nrernberikan tanah erfphact

kepada perusahaan asing selama 7-5 tahul:. Tanah erfpacht aclalah tanah yang

dikuasai oleh pemerintah koloniai Belzuida yang digunakan sebagai tanah

perkebunan dan peternakan. Kekualan hukum tanalt er-lpacht sangat kuat dan

lJerada di bawah hukum sipil, dengan kepernilikan penuh pada seseorang atau

perusahaan dalam semua bidang. Perbedaannya adalah tanah harus dikembalikan

setelah habis masa kontralorya ke pemerintair kol<inial. Disarnping rnenguasakan

pemberian hak sewa dalam jangka rvaktu lama pada tanah pemerintah, undang-
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undang tersebut juga rnemungikinkaii loagi pi;r-rclndul< priburrii untuk nrenyewakan

tanah mereka kepada pengusali:r asinr:.,''l

Selain itu, pemerintah Flinclia Belancla juga rnernberi ketetapan hukurn
untuk lahan-lahan yang ticlak prc,clulitii'ilengan rnengeluarkal Domain
Declaration unfuk Sumatera tahun 1874. Damain Declaration merupakan bagian
dari Undang-undang Agraria yang mcn.vatakan balrv;a "sernua tanah yang terbukti
tidak diolah dengan hak milik (etgendom) dianggap sebagai milik negara. Tujuan
dari diterbitkannya deklarasi ini adalah untuk menguatkan dasar hukum-tagi
pemerintah kolonial dalam mernberikan hak-hak sipil pada tanah, karena menurut
teori hukum kolonial, hanya pemilik saja yang dapat memindahkal hak tanah

hukum sipil, seperti erfpacht kepada pilrak lain.

Namun demikian, keperrilikan eigendom ini rnasih sangat problernatik

karena ahli hukum memiliki pendapat vang berbecla tentang penafsiran property
rights pribumi. Declaration Sumalra ini berbetia clengan Undang-undang agraria
tahun l87C dalam hal pengakuan hak keorrn:ilikiln dan merrgklairn kernbali lahan

tidur (tidak produktif) masyarakat nagari. Perbeciaan dibuat antara ft-eeclomain
bahwa pernerintah nremiliki hak rnilik peiruh dan unfreedontain dimana rakyat
Minangkabau merniliki beberapa jenis hak komunal. Tahun l9l5 Undang-undang
Agraria lain diperkenalkan di Surnatra Barat (.staatsblad no. 98). Undalg-undang
ini berbeda dengan Dontain declaration Sumatra 1874, dimana seluruh tanah yang
ada di Pantai Sumatra berada di bawah kua.sa pemerintah kolonial, sedangkan hak
tanah masyarakat Minangkabau hanya terbatas terhadap tanah yang ditanaminya,
sedangkan laha'/tanah kosong nagari aclalah mirik negara.63

. 
6l- Erwin' J'anah Komunal: Merlrr:cirrrrya Soirdaritas So.sial pacla lviasyarakat IvlatrilinialMinangkal'rau,2{)06:Padang: ArrrJalas Urri'c i.::iiv Prc::i. }rlnr. 5.7_63.-- Lru'tn, Tarlah Konlunal: I\'Ictrru,Jl:r.,,ir ,:'riii,l:rritfls Sosirii p;rtia \..lasyaral<at ir,fatrilinialIr4inangkabau,2006, Padang; Anclalas ljliivc::illi, l,:.r.:,:, hllri.r,!)_7t;1 p1.,"1 Colonrbijn, paco_pacct

(Kota) Padang: Sejarah Sebuoh Kotu r!i intli;t:: .;i,r jt.t,,ti ,! ittrri k, )i) tiryt .pe;tglqtrnaun Rt.utng Kota-Jakafta: Ornbak,2006, hlnr. 212.
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Selanjutnya, Pemerintah }lindia Belanda menerapkan beberapa cara unfuk

mencegah pertumbuhan pernukinrart-pemukiman liar. FIanya saja, tinclakan-

tindakan yang digunakan untuk mengatasinya ticlak mencukupi. Ditahun 1909

"pemltkiman liar" masyarakat Minangkabau dan Tionghoa di areal pekubuian

Eropa masih ditolerir,

pemakamin.6a

sepanjang lahan tersebut belum diperlukan untuk

Jalur hukum menjadi jalan keluar bagi penrerintah kolonial dipakai secara
:

liar. Di tahun 1909, saat pemerintah kotam3dya ingin membebaskan lahan yang

masih ditenrpati oleh seorang bemarna Lim Koe, untuk dibangun menjadi tempat

pemotongan hewan. Pemerintah kota menragari lahan tersebut dan menyatakan

bahrva bangunan tersebut sudah reoi iial irri clirlaksutJkan agar Lim Koe merasa

berkewajiban rneruntuhkan it:rirpet 1i,,Si-,ri',,,i1. ii:i urclrpol;;r1 pen,,-aiahgunaan

wewenang secara sengaja cleh rcirienriili.: '

Doniain Declaratiore taiiuit ll,l+ st:n;rtri s,--huah r,-lt(tuSan lebih lanjut dari

Undang-Undang Agaria tahun lii70. n-,c,i,riiti scdil<jt 1,-cngaruli karena hapya

mengatur tentang lahan kosortq iii iua; i-;iita:, !:ora. Suiain itu, ueklarasi ini sengaja

dirahasiakan di Sumatera Barat, kal,.:ria bci-Lcntangan clengan adat Minangkabau

dan pernerintah mengkhawatirkaii

Minangkabau.66

ti:nbui k:erusuhan dari masyarakat

Intervensi Pemerintah colr:niai sebenamya sudah terjacli sejak masa VOC
(Vereeninging Oost Compagnie). VOC: menriliki dan menguasai tanah dan lahan

untuk kepentingan mereka.6? Hal ini dirnulai ketika VOC membuat benteng

pada tahun 1666 di Padang. Parla tahun 1824, setelah benteng tersebut

dibongkar, pemerintah kolonial Belancla rnenjual Iahan bekas benteng tersebut

kepada winga Tionghoa. 6' Kusus ini merupakan contoh pertama penjualal tanah

6a Freek Colombijn' Poco-Poco (Kota) Padattg; Sejaruh Sebualt Kota cli Inclonesia pada Abacl 20
dan Penggunaan Ruang Kota. yogyakarla: Onrbak, 2006. hlm. 237.u' Ibid.u'Ibicl. :

t'Ibid, hlm244
6E
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yang dilakukan oleh Beianda. Belancia sering inenjual tanah hila n:ereka mau, clan

membeli daerah baru unluk perkantoran seperli balai kota yang baru.

2. Kemunculan Tuan Tanah Tionghoar

Di akhir abad ke-l8 Kota Padang han'/a berlokasi di sckitar Batang Arau,

Kampung Tionghoa, Pasarhilir/pasarmudik dan palinggam, sedangkan daerah

lainnya ae."alah rawa. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda

berusaha agar hutan-hutan yang ada dibuka oleh rnasyarakat. Pada 22 Desember

1829, De Stuers memutuskan bahwa siapa saja yang membuka tanah, maka akan

menjadi pemilik yang sah dari tanah tcrsebut. Masyarakat pun mendapat ilserrtif
untuk membuka lahan yang baik unhrk bercocok tanam di sekeliling Kota padang.
6'setelah 

Pemerintah Hindia Belancla mcmberikan scrtifikat kepada siapa saja

yang membuka lalian, banyak orang-orang flopa yang membangun rumah di
sepanjang jalan-jalan utama. Sclan-irrtnl,rr n:nuih ketjiaman Eropa tersebut

disewakan orang Tionghoa atau inrlo-Ei.r,p,r.'{'

Proses pemberrtukan penrukiman sercara alami ini berlangsung secara

berkesinambungan hingga Pemerintah Hinciia Belanda mernulai penataan kota

dengan pemberlakuan pdssenstelsel (surat ijin keluar dari pernukiman/ di tahun

1816. Pada tahun 1820 Pemerintatr Hindia Belancla melanjutkan aturannya dengan

memberlakukan sistem pemukiman terpusat pada satu tempat (wijlcenstelset) bagi
penduduk pendatang.Tl proses pembentukan pemukiman secara alamiah ini
berlangsung te hingga terus hingga pernerintah Hindia Belanda melakukan
penataan terhadap penduduk di seiuruh '*,ilayah Hindia Belanda berdasarkan

kepada ,ltaatsblad no.37 tahun lg35 dan dipertegas kembali dengan pasal 73

69 Rusli Amran, Patllng liivt,tt,,,t;ttti, r'-rr,'ri..i.rk;r'la: cv.!'.rsagtrna. I9gg, hlnr. 163.70 lrreek Colombiin. Pnco-Prtr:o i!{rt!ti.t !)i;:!;,,,:,;,. Sr:j,ri-trii :icit'trclt Kolet tli InJcrtesiu p4rln
Abad ke-2,0 dan Pen.ggunoan Rucmgi Rritu. 2tii)t," Oi:i!;:rj.: y.c,_tl,,akiuta. 2{J()6, hlm. 29j.

Slstem lnl pertanla kali ditcmpklr] rxi(la tuiii.r) lri 13. Avr.,iilnya percobaan dilakukan di
Jawa, tetapi kemudian diterapkarr untuk selurrrh wiiii.,,rrlr kr.kuasaarr perncr.irrtahHindis Belanda diluar Jawa' P. lliook Liem, I)e flecht.riro:itic tL: i'iitttt,zr:;t in lie,tltt.lctncls lnrlie tg4g-1g42,
Anrsterdam: [.eiden Uuiv.Pr.ess, 2009, hjrir. -iili,.

a
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konstitusi tahun 1854 serta dilaksanakan dengan peraturan pernukirnan dalam

Staatsblad, no. 57 tahun 1866.72 Berclasarkail peraturan ini kernuclian Pemerintah

Hindia Belanda memaksa orang asing (Arab. Tionghoa, Melayu, Keling dan

Timur asing lainnya) untuk tinggal di peniukirnan khusus. Nrlenurut Furnivill

terbentuknya sistem perkampungan juga disebabkan karena adanya stratifikasi

penduduk berdasarkan kepada pengelompokan golongan Eropa, Timur Asing dan

Pribumi. Pembagian penduduk ini rnenirnbulkan terjadinya jurang pemisah antara

pribumi dengan etnis lainnya.T3

Pernbatasan pemukirnan tersebut r:iuiai dilaksanakan di Sumatera Barat

pada tahun 1854. Sejak tahun 185-i Pemclrr-itah I'iindia Br:landa mengharuskan

orang Tionghoa dan etnis lairurt,a uiitr,i( tiilirg;ri cii kalvasan Can kora-kota

tertentu.Ta, Penrbentukan perkampungui) i:ri diiakul,;arr karena.adanya ketakutan

Pernerintah Hinriia Belan<ia akan tcr';lr<1in,.':i r)c-.'.nii)Lir.in ciiur kerjasama antara

orang Tionghoa dan Tirnur a.tinrr !lrnn-i;li dr:r.,uan l]unrioutera." Bcrdasarkan

peraturan tersebut, pernukin:an ctlrrs 'l'it.'rr!:.iri,:r Parlanq clibang,un rnengentbangkap

iremukiman yang telah terbentl-rk.i,.:si,r'n r,j,-rr-r,r tiarr llnr:ar di saiali satu sisi Ci

sekitar sungai Batang Arau. Pemulci;lln ,-'riirs -['i,;inghi;a 
berllatasait iangsung

dengan gudang-gudang milik Penierint:rh F{rndia Bclanda, perusahaan swasta, dan

gudang-gudang milik orang Tionghoa.

Di kota Padang, Etnis Tionglio;r mernilih tempat tinggal mereka di sekitar

daerah muara. Hal ini bertujuan agar dekat clengan akses transportasi sungai dan

laut yang merupakan sarana utama dalam perclagangan ekspor dan impor pada

waktu itu. Kampung Tionghoa yang saat ini terletak di Kecamatan padang

72 Erniwati, Asap Hio cli Ranah .l,Iinctnc
Yogyakarta: Ombak, hlm.65.

Konttutilu.s Tionghoa di Kota Padang,

73 Charles A- Chopel, Tionghoo Inclonesia [)rtlorn Krisi.r, Jakarla: Pustaka Sinar Harapan,
1994. hlrn. 38.

14 Wijkenstelsel merupakan kebi.f akan Penrerintah Hindia Belanda memhentuk
perkampungan berdasarkan etnis pendatang. Pernisahen perkampungan ini sebetulnya <iitujukan
khusus untuk etnis Tionghoa dengan tujuan untuk nrcnghindari iaaiy, percampuran (almugatie)
dcngan penduduk setempat Qtribumi).Lihat lebih lanjut Sraatsblad tahun 1835 No.37; Emlwati,
Asap Hio-di Ranah Minottg: Komunitcts Tir>nshoa tli Kottt Pudong, \'ogyakarta: Ombak hlm 6j .75 

.Onghokham, Riwayrtt fionghoi Ptrttrtirkttn rli .lctitt, Dipok : Komunitas Bambu,
2009, hlm. 32-33.
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Selatan, memiliki akses laut. sungai. dan r.lai-at. Ak-ses laut dan sungai berjarak
dekat sekali, bahl'ian beberapa guclailg penl,inrpanan hasil bu6i dan rumah Major
Lie Saay halanramya berhadapan lang:iung ke sungai Batang Arau. Sementara.itu
akses darat juga terletak pacla jarak yang dekat, sekitar 50 rn menuju stasiun kereta
api Pulau Air. Tahun 1824 orang Tionghoa Padang digambarkan sebagai orang
yang tergolong kaya dan mendiami rumah-n-rmah yang lebih baik dari penduduk
lainnya di Kampung Tionghoa.

Tanah-tanah yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa berasal dari tanah yang
dijual oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada orang asing (Tionghoa).
Berdasarkan hasil sensus pejabat pertanaharr Patlang diperkirakan tanah yang
dikuasai oleh Etnis Tionghoa sebanyak 4{) 1;ersen dan sudah rnenjacli hak milik
(eigendom). Selebihnya masih 60 persen truah yang tidak terclaftar dan diklaim
sebagai tanah adat di Minangkabau. Per.r"\ahan kepemilikan tanah oleh orang
asing ini terjadi pada tahun 1960 kctika riiberiakukiulnya Ijndang-undang Agraria,
dimana Etnis T'ionghoa kehirangan scbagiarr irak afas tarrahrya.

Di Mina,gkabau sendiri, rnenunit adat yang berlaku ad,a tiga tipe
kepemilikan tanah, pertama yaitu tanah yang dimiliki oleh individu dibarvah hak
kepemilikan individual. Kedua, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok dalam
ukuran y'ang bervariasi di bawah hak kepernilikan komunal (kaum). Ketiga, yaitu
tanah yang dinrilki oleh kelompok lokal, dinamakan sebagai komunitas nagari
(desa).76 I*u indir.iduar yang berstatus hak mirik perorangan disebut juga
sebagai harta pencaharian (harato pancarian) karena diclapat melalui usaha
perorangan. Harta Kelompok atau kaurn Vang clisebut ju-ea sebagai harta komunal
merupakan harta pusaka (harato pusako) t,arrg telah diturunkan dari generasi ke
generasi. sementara itu, tanah loiral lriir.LJriti) merupal.:an tanah hak milik

76 
Hans-Dieter Evers, "Changrng I'attt:r'rr:, Dl'ir{ii-.rrilrjkabau Ul.tran Landorvnersllip,,,Bijdragen rot dc Taar-, Land- en vorkci:i<u,rci,r. Dr-.t_.r ,.it, Isrr.n-n.. aN,runopol_oGICA xvII(1975), hlm. 88.
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komunitas (ulayat) sebuah nagari di Minangkabau, biasanya berupa hutan rimba

dan lahan-lahan yang telah dipakai untuk fasiiitas ,,rr,r1.77

Sebagai bagian dari wilayah rantau }vlinangkabau, sistem kepemilikan

tanah di Padang diatur berdasarkan hukurn adat yang berlaku di dalam masyarakat

Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, tanah tidak dapat dimiliki secara fisik,

namun yang dapat dimiliki adalah l-ral: guna tanah tersebut. Dalarn hal ini tanah

digunakan untuk memenuhi berbagai kebutulian anggota keluarga dan sebuah

kaum. Berbagai aktivitas pertanian r;c1rer-ti s:lrvah. ladang dan kebun dikerjakan

bersama-sama oleh selurutr anggola i,:t'ir::rr{r,r dan iiaurn tertclltu untuk meinenuhi

kebutuhan hidup sehari -trari mereka.

Secara tradisiona!. tanah ckur herb;r;lrri iriula bcnda lainnya tidak dapat

dirniliki oleh individu, ttarnun bel;;r,; cllgi;rrakrn unruk berbagai usaha yang

hasilnya akan dinikrnati bersamr ,rlci-: i<citlr;'ga ,-iin ktuln mereka. Dalanr sistem

tradisional Minangkabau, liarla prrs,:.kli l:ekarvaan kirum dan keluarga ini

diwariskan dari generasi ke goner-'.r:;i i<r1'rirrir kctLiiuuan purerllDuan sesuai dengan

sistern matrilineal yang beilaku ci l"'iinangkabau. Tanah tidak boleh

diperjualbelikan, tetapi hanya brrleh cligadaikan jika ada keperluan keluarga yang

mendesak. Sistem pegang gadai ini rrienyebabkan tanah di Minangkabau dapat

terjaga bagi keberlangsungan hidtrp l:eturunan dan generasi mendatang.

Saat bersamaan pemberlakuan sistem gadai ini juga bisa dimanfaatkan

oleh para pendatang untuk mendapatkan tanaiu di Minangkabau. Berbagai

perubahan akhirnya tidak bisa dihindari, karena ,..urn politik Minangkabau tidak

lagi punya kebebasan dalarn mengatur nagari mereka sendiri terutama sejak

stabilnya kekuasaan Belanda di Minangkatrau. Masuknya Belanda ke daerah

darek Minangkabau sejak tahun 1820-an sefia berkuasanya De Stuers,

Minangkabau mulai mengalami banyak -perubahan. De Stuers nrelakukan

pendaftaran terhadap tanah-tanah yan-q ada di Paclairg mulai dari trrhun 1827-1829

77 
Hans-Diete r Ever, Ibid.
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dengan tujuan untuk dikeluarkan scrtilikiirnya.Ts Resiclon De Stuers muiai

mendaftarkan tanah-tanah di Minangkab2u .-sc,jak tahurr i827 serta mengeluarkan

svat (sertifikat) tanahbagi siapa .saja -vang bcrsedia mereklamasikan lahan kgsong

dengan jumlah yang tidak terbatas.Te par le droid de prentier occupant, dengan

persyaratan bahwa tanah dan lahan yang acla harus diolah serta ditanami.so

Kebijakan De stuers ini, awalnya bertujuan untuk mengatasi dan

mendayagunakan daerah rawa-rawa yang ada di padang. Hanya saja, lama

kelamaan peraturan tersebut berkembang menjadi kegiatan jual beli dan sewa

tanah di Padang.

Tindakan De Struers ini, pacla ciasamya bertolak belakang dengan

pernyataan VOC sebelumnya yang nrengatakair bahr,va sentua lahan di padang,

baik yang sudah dibangun mauputr yanq diq{tmp se,ba_tai lahan pertanian ataupun

yang dibiarkan kosong adalah hak rniiik keluarca-kelunrga lvlinangliabau. Tanah

tidak dapat diperjualbelikan kepada orang Belanda, Tionghoa. Nias, Arab maupun

pendatang lainnya.sl

Seiring dengan terbentuknya pernenntahan kolonial Belanda dair

keluarnya berbagai kebijakan yang menyangkut hak guna lahan, berbagai peluang

untuk memiliki tanatr diperoleh oleh etnis Tionghoa, India, Arab, Eropa dan

pendatang lainnya. Kebijakan ini juga *enyebabkan status tanah di padang

kemudian dibagi atas dua, yaitu tanah uiayat yang tuncluk kepada hukum adat dan

tanah hak milik pribadi yang tunduk kepada liukum Barat.82

'* D. Stuers tiba di Padang pa<1a tii,rr;ir Ilii i ;cl-.ag.zri kc1;aia p..rler-intahan rnilirer yan.g
baru di Sunratera Barat- L ihat lehih lanjut l.lrz:iil:,rrlr i.. r.li;11,115. ,4sitl t-jst.tl Elite lv{inonglitfiatt
Modern: Respons Terhadap Kolc,ninl Be!;iritiu,i,1-l',.i 1 (eri. T'r-r-i I,ies{ii.:a Zccl). Jakarta: yayasan
Otror Indonesia,2007, hlm.6't: Ijreek ('oir:ntri.in. !,,ti.o-/:,ot.i.i (iiotit,i putlcrng; Sc.iarah Sebuah
Kota di Intlonesia Pacla Abad 20 tlan i't'itgl1tit:lcrn t'lit,;n3; Koitt. Y-o1t',rakart.'Ornbak,2006. hlm.
240-14r.

7e F'reek Colombijn, ibid. hlm. 2 r.ian 2-t.1.
80 Freek Colombijn, ibid. , hln. 2 2.
8r Freek Colonrbijn, ibicl., ltlnt.24t) - )-1 l.t' 

Freek Colombijn, ibicl . I'tlnt.l1i- I ij
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Aturan pertanahan bisa diberlakukan di Padang, karena pennasalahan
tanah di Padang tidak sekompleks permasalahan tanah cli daerah peclalarnan
(darek). Tanah di daerah darek Mina,gkabau pada dasarnya adarah mirik kaum
yang tidak dapat dipindahtangankan dan bersda di bawah aturan hukum adat yang
sangat ketat. Kepanilikan hak tanah Minangkabau tidak dapat dirubah, namun
hak guna dan gadai dapat diberikan kepacla pendatang. Terutama terhadap tanah-
tanah kosong yang ditinggarkan ian ticrak rnampu digarap oreh orang
Minangkabau. De Stuers menyatakrrr: triiilvli tanah kosong yang tidak bertuan
tersebut dapat dibagi-bagikan kcrp':<il si.ir;.1 saja yar)g ma, menggarapnya
walaupun tanah tersebut atlalah hak r:rihk lclr:rn-kaum yang irda di Minangkabau.

Pada plinsipnya lahan yanp_ trJi;k iiLir preirghunirrya akan dinriliki oleh
keluarga-keluarga atatr sebuali ka*il il,1inl;r::l,.atrau. f iipi, karena berbagai aturan
perpajakan yang dikeluarkan oleii puriic'rinr.rli kr-.lonial lJelanda tcrmasuk pajak
tanah membuat banyak keruarga arai: i.aun.i _,-,ane iic-jilk mampu rnernbayar palak
untuk tanah mereka. Akhinrya tanah rir:t laiiair_lahan kosor.rg ),ang tidak produktif
ini bisa rlenjadi hak milik etnis j iotcl.roa karena inereka menriliki surnber daya
untuk menjadikan tanah atau lahan yang acra iacri protluktif. Bagi siapa saja yang
mampu, tidak mernbedakan antara pendata,g ataupun Minangkabau, asal
memiliki kapital mereka bisa memiliki raha, seruas mereka rnampu
menggunakannya secara produktif.

seperti yang terah disinggung seberurnnya, uIJ Agraria yang dikeruarkan
pada tahun 1870 ini menyebabkan Pemerintal: Kolonial Belanda dengan mudah
dapat membagi-bagikan tanah denga, k.mpe,sasi pembayaran ganti rugi dan
pajak tanah bersertifikat (verponcling).83 Selama pembayaran pajak berjalan
dengan lancar, maka persoaran kepemirikan ranah orang Minangkabau, migran
Jawa, dan bangsa asing Iainnya diper-oleh deniriin nruclah.

8; Surat nomor tagihan pajak atas tanah tlen brgunan. p:rda saat sekarang verponding inidisebut juga dengan surat pajak bunri dan t0,,ur.,,,0, (Spp I- pBB).
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Selain itu, perusahaan asing yang acia juga dapat nrerniliki tanah rnelalui

dua hak kepemilikan tanah. Irertanla, melalui hak tanah eigendomso y^g
merupakan hak milik pribadi yang berlaku secara hukum Barat. Kedua, hak tanah

opstal yang menetapkan bahwa orang yang mengontrak tanah i.rntuk jangka waktu

yang panjang ditetapkan sebagai pemilik bangunan dan pohon-pohon yang ada di

atas tanah tersebut walaupun waktu se*,a telah berakhir. Banyak pengusaha asing

yang n'rendapatkan kesempatan merniliki tanalr untuk tempat tinggal dan tempat

usaha di Padang dari keluarnya kebijakan tersebut.

Dalam UU Agararia iahun 1870 disebutkan bahwa Tanah yang diperoleh

warga asing, termasuk etnis Tionghoa berstatus hak serva dalam waktu 20 tahun

yang kemudian dirubah menjadi 40 tahun uirtuk tiuraman hipotik dan akhirnya

menjadi selama 75 tahun untuk masa se\\1a yang paling lama. Sistem sewa ini

merupakan politik hukurn agraria l:tiioi'riel vang memberi keuntungan kepada

Pemerintah Kolonial Belanda, pengusahii }lelarrcia, pengusaira Tionghoa, dan

pengusaha Eropa.8s

Pada tahun l9l5 dikeluarkan UU Agraria yang menyatakan bahwa semua

tanah di daerah pantai Barat Sumatra menjadi tanah yang dikuasai oleh negara

dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda. [Jndang-undang ini hanya memberikan

perlindungan hak kepada masyarakat N{inangkabau. Hak pemilikan seseorang

atau perorangan terhadap tanah yang terbatas pada lahan yang mereka tanam.

Sementara itu, hak milik terhadap sentr-ia tauah yang tidak ditanam, termasuk hak

distribusi tanah Nagari untuk anal< I'Jaglri. dipegarrg oleh Pemerintah Hinclia

Belanda.

Berbagai aturan penurdang.-rlnr,langlrr .r illril rnerlvangl:.ut persoaian Agraria

dari pemerintah kolonial Belandzr r:icriir.lncuii.:urr tuan tanair-tuan tanah Tionghoa

yangkaya di Padang yang mcmilil..i tanah sanrpai ke pedalarnan. Di luar wilayah

8r Suatu hak kepemilikan tetap terlr:rrlinr sr.:aiii l:ii-[ rarrah.
85 Kuntia Warnlan, Hukrtnr Atru;iu [-irrltt tr i.!;r.t.turukul lLitrjentt*: Dinomikn Inreraksi

Hukunt Adat dun Ilukum Nearu di Srrntatt:ru lltt: rti. .l:rl,:rrr-a : I'l LrNia-.lakarta, 2010, hlrn. 1 54- 155.
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Padang juga telah ditemukan perkebunan-perkebunan besar milik bangsa Eropa

dan etnis Tionghoa.

Afuran sistem sewa tanah untuk daerah di luar Jawa dan Madura baru
diberlakukan setelah tahun 1870. Berdasarkan Domain Declhration Sumatra yang
dikeluarkan pada tahun rB?4, diterapkan aturan kepemilikan tanah dalam
pengertian Barat di Minangkabau. Aturan ini mengakui hak untuk mengklaim
terhadap lahan tidur oleh anggota masyarakat Nagari. Perbedaan dibuat antarafree
domain yang menyebut batrwa pernerintah mempunyai hak milik penulr d,an gn

freu domain, dimana rakyat lr,Iinangftabau me,npunyai beberapa jenis hak
komunal'86 Penerapan hak tanah ini di terapkan dengan sangat hati-hati sekali di
Sumatra Westkust. Hal ini disebabkan oleh rasa takut pernerintahan Hindia
Belanda dari ancaman perrarvanan masyarakat .sepefti yang terjarJi di Aceh pada
tahun 1873. Alasan rainnya yaitu, sampai ar<hir abad ke-r9 pernerintah
menjadikan kopi sebagai sumber pendapatan 

'ang utama,8, meskipun sistem
paksa (Coffee stelse[) telah dicabut.

Pada tahun 1915 undang-undang Agiaria lainnya ai<hirnya cliintrodusir di
Sumatra Barat merarui staatsblad Nomor 9g. U,cra,g-undang ini me,yatakan
bahwa senlua tanah di daerah Pantai Barat sumatra menjadi tanah ya,g dikuasai
oleh Negara (Tanah Erfpacht) dalam har ini pemeri,tah Hinctia Belanda.8s

Tanah Erfpacht aclalzrh tanair vang riikuiisai oleh pemerintah HindiaBelanda dan digunakan sebagai ranah pt-,r.i.:cbulalr <jan petemakan. Tanah inimemiliki hukum ya,g kuat cri ta,gan seseorarg 1,a,g terah d**^rr.'or"pemerintah' Seterah masa konti-ak tiiirah ter-:rehirt rrabis. maka penyewa dapat

86-
Erwtn, Tanah Kom u n u l ; Me: ni 4 rl ri r ri t, rt ,S'cr ! i ri tt i- i I o.; Sc:.t, i rr ! l, u rl r t illa :t1,aya po| 14 u t ri I i n i a I-r Ptc..:s.

Minangkabau, Padang:
tm Vil lage: I908-1945,,

Andalas Universir

. L',i.s'et'ttt,:i 1 r.i..t t'- u i i a rt l.;u t i i,t n ct I vu n

200ti. htrrr. 69; Akir.a (lki, "social Changes in
the West Surna
hlm. 108

(Aprit),
E7 Ar.l."y R. Katr

it,ersit1,, Canberra, I 977,
ID, "Minarrgkirbair anrl jts

rrogo,i,'i'lor. i l'rr' ii,t. "lo,ia 
I cronditioning", Indones i a N o. 59

Comell Southeast Asia

Ertlin, op.cil., hlm. 69.i0
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melnpe{panJang masa sewanya atau dikenrbalikan ke penrerintah.se Untuk
pertanian dalam skala kccil, Pemeriniah llinrlia l]elancla rnengeluarkan aturan

tentang pajak tanah atau yang dikenal dei.,grrr !.'erponcling.')t)
a

Akibat dari penelE)an peraturan tersebut nluncul tuan-tuan tanah
Tionghoa yangkaya. Selama abad kr-'"19 telah ditemukan tuan-tuan tanah selain
dari orang Minangkabau di Padang. [iahkan c]i iuar wiiayah paclang juga telah
ditemukan perkebunan-perkebunan besar milik Bangr;a Eropa dan beberapa lahan

i

rnilik Etnis Tionghoa, seperti di daerah x.oto Gatlang, Solok Selatan, pariaman,

Lubuk Begalu,g, Padangmnjang. Bukitringg: hi*gga ke payakumbuh. Salah satu
perkebunan kopi yang culrup besar cli luar Pailang adalah rnilik Lie IVIaa Saay,
yaitu seorang Tiongho a yan1kaya ra..7a Ci Kota pattirng.

Di barvah naungan pemsahaan NV. Goan Lioat yang diclirikan pada tahun
1897, Lie Maa Saay menjalankail ffir-,r1opolr cian perluasan hak sewa tanahnya.

Awalnya maskapai NV. Goan Hoat ini merniliki harta senilai 345.000 Gulden,
nalnun dalarn jangka rvakFa 25 tahun jurnlair harra tersebut kemudian meningkat
dengan kertas saham sebanyak 34-5 leinbar. T'iap-tiap kertas saham tertulis
nominal 1.000 Gulden. setelah maskapai ini berkernbang, kemudian Lie Maa
Saay menggadaikan hartanya untuk membuat kebun kopi di Bukit Subang dan
Bukit Langkut- Ekspansi usaha Lie N4aa Saay melalui NV. Goan Hoat menjadikan
keluarga ini mdadi tuan tanah terkaya di padang hingga kepemimpinan cucunya
Lie siem Tjoan yang kemudian juga cliangkat menjadi Kapiten Tionghoa pada
tanggal 27 Agustus lgl}.el

8e Erwin, ibid., hlm.67-6g.

'o Mona Lohanda, loc. cit.,hlm. 229.
e'walaupun 

kebun kopi Lie Maa Saay rnengalanri kegagalan, namun perusaSaan inimampu bertahan sampai tiga keturunan. Selain mcnr.lnng,rorlop'oti untuk usaha transportasi,candu dan rumah candu, rumah gadai, serta ckspor inrpor. [.i.: VIaa Saay juga rnenjadi tuan tanahtelkaya di Kota Padang.-Harta Lie Maa saay rnulai habis setclah Kola praja mulai membeli pasardi'Kampung Jawa dan Pasar Goan Hoat di tahun 1952. Lihat lebih lanjut Regerings Almanaktahun I9l5; Majoor Titurair Der chineezen Lie Saay, .Riu,cyat Ngkong Lie saay, Jadi KayaSqmpai Harta Denda Habis patla Tahun I 9 52, padang i+ aprit"t 9Sf .-
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Selain memiliki NV. Goan Hoat, i.re Maa Saay juga mengembangkan

usahanya dengan mendirikan beberapa pasar. Pasar Karnpung Jawa merupakan

salah satu pasar milik Lie Maa Saay yang tennasuk pasar ter"besar di zamarrnya.e'

Los-los yang ada di Pasar Kampung Jarva kernudian dise'wakan kepada para

pedagang. Dikarenakan harga sewa los yang mahal maka terjadi protes dari para

pedagang yang menyewa los tersebut. Untuk mengatasi agar tidak terjadi

kekacauan, kemudian Pemerintah i-linclia Beianda mengambil alih Pasar

Kampung Jawa secara bertahap. Tahap satu Kota Praja mengambil sebagian pasar

pada tahun 1917 dan sebagian lagi dilalarkan parja tahun 1928.e3 Selain itu, Li
Maa Say juga memiliki sejumlah perkebunan yang luas yang di berbagai daerah.

NV. Goan Hoat berkembang dan pemiliknya menjadi tuan tanah Tionghoa terkaya

sampai pada kepemimpinan cucu Lie Maa Saay yang bemama Lie Sim Tjoan

yang kemudian juga diangkat menjacli kapiten Tionghoa pacla tanggal 27 Agustus

1912.e4 Lihat Foto Lie Saay

e: Terdapat etnpat pasar bcsar di l'iiti;rrrg virirtr Prsirr CiarJang. Tarrah Kongsi, Belakaltg
1'angsi dan Kampung Jawa. Pasirr Karnpuiig .1n1,,,;, rcrrr?lsilk p,,ro. yong ramai dikunjungi
masyarakat setelah Pasar Ivludik dan Pasal Tlnah l',iingsi rnerrgalami kernunduran. Lihat lebih
Ianjut Rusli Amran, Puclang Riv;o.1,1177111, i-tulii..Jal.-artu. CV \,;rsaguna. lggg hlm. 23.

e3 Freek Colombiin, op. cit., hlnr. J i,i.
Walaupun kebun l:opi I-ie Siraf irten3alanri kc;:agalan, narnuu perusalraan ini mampu

bertahan sampai tiga keturunan. Selain rrenlesans nronopoli unruk trsaha transportasi, candu dan
lmah candu, rumah gadai, serta ekspor ir.r.,ni,., Li" S;iav juga nreniadi tuan tanah terkaya di Kota
Padang hingga keturunatt cicitnya. Halta I.ie !iaay n.rL:lai habis seteiah Kota praja mulai membeli
pasar Lie Saay yang tcrletak di Kanrpung.ia',;a clan pasar Cioan Hoat tli tahrn t9S2. Regering
Almanak tahun l9l5; Ma.ioor Tituiair l)er (riineezen t-ir- Saay. Iriv,tt)tar Ngkong Lie saq,, .Iadi
Kalta $a*Ooi llarta Benda Habi.t Paclri Tuhun i952.padtrng, Z.i ,.fprit iSS:.
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Gambar: Lie Saay
Sumber: Dokumen Pribadi
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Cambar: Makam Lie Maa Saay
Sumber : Dolanrnen pribadi
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Gambar: Teropong lvlilik Lie Saay
Sumber: Boscha Lemban-e Bandung

Selain Lie l\4aa saay, ditenrukan .iuga beberapa orang tuan Tanah

Tionghoa lainnya, di antaranya adalah A.g E,g Lai, Glr. Tsun Tong, Lie ]je
Thai, Mak Pak Sui, Mak pak Soen, Kho Sim Kor-rg, tlan Mak Kin sai. para tuan
tanah Tionghoa tersebut mencapai l:ejayaan mereka hingga awal abad_ 20 saat

mereka harus mernperpanjang sewa tdnah dengan bea pajak yang tinggi. Ketika
masa sewa tanah yang rata-rata mulai habis cli a,,val tahun 1920_an, hanya
sebagia, tuan tanah yang mampu memperpan_jang sewa tanah nrereka. Akibatnya
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banyak tuan tanah Tionghoa kehilangan tanah milik rnereka. Posisi mereka

kemudian digantikan oleh tuan tanah yang baru setelah mampu rnembayar sewa

tanah kepada Pemerintah Hindia Bclanda.

Gambar: Mak Pak Soen

Sumber: Rusli Amran. Padanq R.ii,r;ayrtmu Dulu. Jakarla : ctv. yasaguna 19gg
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Gambar: Gho Sun Tong

Sumber: Dokumen Keluarga

Di 1900-1950-an ditcrnukan banyak tuan tanah T'ionghoa yang dikenal

derrgan nama Landheer. Landheer menriliki hak er.fpacht atau hak untuk

melalcukan pengelolaan wilayah tennasuk nrenetapkan aturan yang diberikan oleh

Pemerintahan Flindia Belanda. Selain itu, tuan ranah Tionghoa juga bisa memaksa

penduduk di sekitarnya untuk melaksanakan ker.ja bakti selama 50 hari per tahun.

Atas wervenang yang dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tersebut, terkadang
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muncul konotasi negatif. Mereka sering clianggap sebagai perpanjangan tangan

Pemerintah Flindia Belanda.e5

Setelah Jepang menguasai K.ta parlang, tuan tanah da, orang kaya
Tionghoa satu persatu menghilang. Kesulitan ekonorni dan kebutuhan hidup pada

masa Pe,ndudukan Jepang menyebabkan sering terjadinya penjarahan dan
perampokan. Kondisi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan banyak tuan
tanah Tionghoa yang melakukan eksodus ke luar Kota padang. Akibatnya tuan

i
tanah tersefut menyerahkan atau meninggalkan begitu saja harta bendanya kepada
para pembinfi (bujang) dan tetangganya. Bagi sebagian tuan tanah yang masih
mampu tnJUnO*gi harta benda mereka, akan menghadapi persoalan lain ketika
Indonesia merdeka.e6

C. Undang-undang pokok Agraria 1960

Seteiah Indonesia merdeka pail:i irlrun l9ri5. hukunr bam mengenai tauah

dikeiuarkan oleh pemerintalt llei:rihi;i. 
.i:ril,,ricsia untrrir i:rr-.ngglaltikan hukum

kolonial- Tahun 1950, <iikeluarkarr iii;i'A (i.;u'!iing-uridang nckok agraria) vang
mengaturhak atas tanah dan inasih bciiriku r;ainiroi selierang. pasal 5 dari Undang-
undang pokok agrana tersebut men.r'ataka' bah*,a peratur.an agrarian yang
sekarang berlaku bagi masyarakat aclalah liukum adat. namun pasal tersebut
bertentangan dengan pasal 58 )/ang nrcnyatai<an bahrva hukum adat tidak boleh
bertentangan dengan hukum UUI,A.. I(ehrasailn hul..rm aclat kemudian juga

" H"k sewa tanah yang berlangsung maksinral 75 tahun adalah hak erfpacht yangsekararrg diubah menil!^r_tr1t guna,usaha,.yakni rnen5,ewa tanah untuk diusahakan sehinggaproduktif' Meskipun setiap tuan tanah b'c-rhaii rnengelola tanah scwaannya paling lama 75 tahundengan mendapatkan seperrinra (20 b keu;rtungan dar.i hasir panen, namun rnereka jugamenanggung beban pajak yang tinggi. Lihar lebih la,riut J. De Jong orn u.o. ploeger, Erfpacht enOpstal, Amstirdanu KIuwer, 200S, hlm. -:.

. e6 Etniwati. Pariantan (suat) fionghoa. Daran Bucri Susanto, SJ. (ecr). Masih (Kah)Indon esia. Yqgyakarta; Kanisius. 2007.
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dibatasi dengan Undang-undang Dar,iir l9.i-. i,ailg. nrr:nylrtakan bahrva "bumi, air

dan kekayaan alarn yang terkanciung ,rrhlaii r:riiik ncglra"."7

Sementara itu, UUPA pasal l!) rnengrrliihatkan kepemilikan tanah komunal

menjadi kepemilikau tanah individuai clan beruhah status menjadi tanah hak milik

dan tidak lagi tunduk kepada hukut: adat. Penggunaan tanah ulayat untuk

keperluan pembangunan diatur dalarn pir-srrl 18 tltJPA menyaakan "untuk

kepentingan umum, termasuk keprntingan bangsa clalt negara serta kepentingan

bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan-rnemberi ganti

kerugian yang layak dan menuruf cara )/ang diatur oleh undang-undang."

Pemerintah kemudian menggunakan Peraturan Dalam Negeri no. l5 tahun 1975

yang mengatur tentang tata cara pembebasan tanah. Pasal I ayat I Peraturan

Dalam Negeri menyebutkan pembc:basan tanah sebagai berikut:"yang dimaksud

dengan pembebasan tanah ialah rnelepaskan hubungan hukum yang semula

terdapat di antara pemegang irak .rtau pengiuasa atas tanah dengan cara

rnemberikan ganti rugr. Pasal 1 ayat -5 berbunyi bahu'a tanah-tanah yang

dibebaskan dengan rnendapatkan ganti rugi dap;rt henrpa tanah yang berdasarkan

undang-undang nomor 5 tahun 1960, dan tanah-tanah dari masyarakat hukum

adat.eB

Meirurut Ter Haar, hak tnasyarakat atas tanah dalam bahasa lamanya

dikenal dengan hak eigendorn (eigendomsrecht) dan hak komunal (communal

bezitsrecht). Uat terakhir ini sangat mmit, maka Van Vollenhoven menamakan

hak komurial dengan beschikkingsrecht (hak pertrianan) yang akhirnya menjadi

istilah teknis. LIUPA menyatakan bahw,a hak ulayat yang.cirnaksud mengacu

kepada b eschikkingsrecht (hak pertua n a n) tersebu t. 
ee

9't -" Erwitl, Tanah Komunal: lr{emudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyar-akat Matrilinial
Ir{inangka^bau, 2006,Padang: Andalas Univer-sity press, hhn. 7leE Erw'in, Tanah Komunal: lvlernudarnya Soiidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilinial
Minangka-bau,2006, Padang: Andalas Universitl, pr.ess. hlm. 74-75.

ee Kurnia Warman, Ganggam Bauntrrak lvleniadi Ilak N{ilik; Penyirnpangan Konversi
Hak ranah di Sunratera Barat, padang: Ancialrs University press,20c6. hlrrr.54.
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Dalam hal hak milik, menurut pasal 2 t tiU Aglaria tahun 1960 clijelaskan

bahwa hanya warla negera Indonesia y,anr bisa nremiliki hak milik. (3) Orang

asing yang sesudah berlakunya Llndang-undang ini memperoleh hak milik karena

pewarisan tanpa rvasiat atau percampuran I'iartakarena perkawinan, demikiap pula
warga-negara Indonesia yangmempunyai hak milik dan setelah berlakunya

Undang-undang inikehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu
didalamjangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka vraktu tersebut lampau hak milik itu
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karenahukum dan tanahnya jatuh pada

Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap

berlangsung. (4) Selama seseorang clisamping kewarga-negaraan Indonesianya

mempunyai kewarga-tlegaraan asing rnaka ia ticlak dapat rnempunyai talah
dengan hak milik. Sementara itu. Pasal 27 merrtratzrkan bahwa FIak milik tersebut

bisa lrilang ketika:

a. 'l'anahnya jatuh kepada ilri(.ti-i. i l.'i;cna ti:i'ilrJlniii trtencabutap hak; 2.

karena penyerahan dengan:;ukarel:r cl:i: p,,ri-rtilkr:,t,a; -_-t. krren:r ciiterlantarkan oieh
perniliknya;

b. Tanah yang bersangkutan musnair.

Undang-Undang Agraria talljn I 960 -iuga mengatur Ketentuan-Ketentuan

Konversi, dalam undang-undang tersr:tlut dina.Tatakan bahwl+ (1) Hak eigendom
atas tanah yang ada sejak undang- unrliing ki:iiiiir menjadi hak milik, kecuali jika
yang mempunyainya tidak memenuiri s'i,arat sr:bagai yang tersebut dalam pasal 2l
(bukan warga negara Indonesia). Sementara itu, hak eigendrtrnmilik orang asing,
yakni seorang warga-nesara yang tlisarnping ker,varga-negaraan Indonesia
mempunyai kewarganegaraan asing dan badarr-badan hukum. yang tidak ditunjuk
oleh Pemerintah. sejak muraiberrakun-.,,a Undang-undang. ini rnenjadi hak guna-
baugunan dengan jangka waktu 20 tal.run. (,1) Jika hak eigendom yang din:iliki
adalah hak postal atau hak erfpacht, nraka irak opstal cian hak erfoach, maka sejak
mulai berlakunya Undang-undang ini rnenjadi hak guna selama sisa waktu hak
opstal atau hak erfpachtnya tetapiselama-lamanya 20 tahun. Dalam pasal III UU
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Agraria tahun 1960, disebutkan bairr.ia tiat: eripacht untuk perusahaan kebun

besar, yang ada pada rnulai lrcrlirkr-ilr',,a Lhrtiang-urdans tersebut, menjadi hak

guna usahaakan berlangsung selarnu r;isa i,,arktu hak erfpaclrt tersebut, tetapi
:

selama-lamanya 20 tahun. Hak erft;acht urtuk pertanian kecil yang ada pada

mulai berlakunya Undang-undang tersebut, se)anjutnya diselesaikan menurut

ketenfu an'ketentuan yang di ad akan ol eh Me:rreriA grari a.

_r Pemegang konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka

waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan

permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak gpna-usaha.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka

konsesi dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktu yang

ada. Paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.l00

D. Perubahan Politik Negara dari Pengaruhnya Terhadap Tuan Tanah

Tionghoa

Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di tahun 1949, tanah-

tanah kotamadya kolonial diambilaiih oleh pemerintah kotamadya Indonesia.

Banyak tanah yang diambilalih sejak tahun 1945 akibat proklamasi kemerdekaan.

Aset-aset asing pada tahun 1958 mengalami proses nasionalisasi. Ketika undang-

Undang Agraria tahun 1960 diberlakukan, pernerintah kotamadya membeli tanah

dengan harga murah dari penduduk Tionghoa. Mereka menyerahkan tanahnya

yntuk dijual karena tidak mampu lagi membayar pajak dan sebagian memilih

untuk merijadi warga negara Tiongkok. Lagipula, IJU agrarian tahun 1960

mensyaratkan bahwa tidak boleh ada kepemilikan hak atas tanah dalarn jumlah

yang besar, Lahan-lahan tersebut sangat besar jumlahnya.

'm Undong Undang No.5 Tahun l96L)-['s61i!pg peraturan Dasar pokok-pokok Agraria,
Keputusan Presiden RI Nomor: 5 TAHUN l q60 (-si l9(r1)) rang.gal 24 Septernber 1960.
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Penjualan tanah kcrnudian menjadi bisnis yang rnengutungkan untuk fihak

yang menguasai tanah. Tanah dibeli dengan harga )/ans lnurah dan dijual dengan

harga yang tinggi. Cara ini menguntungkan bagi pemerintah kotamadya, karena

mereka mengetahui dengan jelas rnengeriai pengt mbangan suatu lokasi tanah

tertentu yang akan diikuti oleh naiknya harga tanah di sana (Nas 1990:103).10r

Sebuatr contoh adalah Iahan yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, yang

merupakan perpanjangan dari Jalan Sudirman. Pemerir-rtah membeli areal di sisi

jalan tersebut dengan harga yang sangat murah pada tahun lg71, dan dijual

kembali de'ngan harga yang lebih mahal di kemudian hari. Di lain fihak, militer
juga sangat diuntungkan pasca peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial

kepada pemerintah Republik. Tahun 1958 sebuah divisi yang menguasai Padang

untuk memerangi PRRI ntengambil aiih seiurnlalr besar tanah. sementara ada juga

yang dibeli derlgan harsa yang sangat mui:ah sepeili cli hlanggalo.l02 Tentara kini

memiliki iahart yarrg iuas di Parhr;s. ri::hl,.,r;- r.i:rtli!-'i 'rrciniiii..i iairan \ilpg iuas tli

kawasan mahal sepertt Jalan Sudirrlai,.

Tartah yang diiinggalka:r oieir irt.,ngiri-rr..:,i il,ii;11;.1a (p-.ria lahun 194-5, 1949,

dan khususnya taltun 1958) dan lahiur n';iiik ,)r'ang 'irr:nghoa 
),ang luasnya

melebihi yang diizinkan oleh Undang-l )ndan.i-l Arrai-ia iahr:n 1960 ditempati oleh

para pemukirn liar. Para pelrriiik rumah rii iitas tanah ini harus membayar sewa

sampai terjadinya kekacauan pemerintatran di akhrr tahun 1950-an dan 1960-an.

Sejak saat itu para pemilik rurnall rnulai rrrerasa bahrva tanah tersebut sudah

menjadi milik pribadi mereka. Kasus-kirsus seperti ini mengaivali sengketa tapah

yang dihuni secara liar oleh penduciuk selama bepuluh-puiuh tahun, namun secara

hukum memiliki pemilik yang sah. apakah itu perneriutair. rniliter ataupun Etnis

Tionghoa

Kasus lain terjadi pada tahun 1988, pernerintah bennaksud ultuk
melakukan penataan terhadap sebuah areai sitaan dari Belanda yang {ihuni oleh

77 keluarga, beberapa di antaran-va suciah ada yang rnemiliki sertifikat tanah.l03

rol f reek Colombyn, Ibirt, hlnt.213
to= Ibirl, hlm.246.
rol Freek Colombyn, ibid, hlm. 238
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Perwakilan pemukim meminta ivalrkoia unnik incngeluarkan sertifikat tanah bagi

mereka. Panitia yang beranggotakr,rn scjumlaii ncgar.vai negcri harus melaksanakan

inventarisasi terhadap para penrukim, rnerrrperjelas hak milil<, dan menata

bangunan-bangunan yang ada di saria. Sejunriair pcmukim liar yang mendiami

areal yang.direncanakan bagi taman umum akan dipindahkan. Para penghuni itu

harus membayar panitia pengatur ini.r Sebagai perbandingan kasus, sebidang

lahan milik orang Belarrda tidak dituntut kenrbali haknya oleh pemerintah,

melainkan oleh keturunan sesungguhnya dari pemilik. Anak pemilik lahan
t -l

.,1{,
I
i
:

.l

:-i

:

i

tersebut telah membuktikan kepada pengadilan bahwa penyitaan lahan tersebut

tidak sah dan oleh sebab itu batal demi hukum. Dengan demikian, para penghuni

yang menempati lahan tersebut secara de jnre dinyatakan sebagai penghuni liar,

dan ini akan ditinjau ulang, tetapi tidak jelas bagaimana keturunan si pemilik asli

bisa mendapatkan kembali kepernilikan ial-,nya. I(asus tersebut sulit untuk

diselesaikan karena peralihan yang terjar'li sejak ar.val kenrerdekaan Indonesia

disertai dengan kebijakan agraria -r-ane saling berlentangan. Banyak pasal ya:rg

kandungannya bersifat kontradiktif antai'a satu densan yang rainnya.

Ketidakjelasan seperti ini beilaku _iuga bagi pemilik Iahan-lahan luas

seperti Etnis Tinglioa. Tuan tanah Tionghoa yang bianyak jumlahnya'pada tahun

1900-1950-an atau dikenal dengan narna i-andheer pasca kemerdekaan kehilangan

status mereka. Landheer memiliki hak erfpacht atau hak untuk melakukan

pengelolaan wilayah termasuk menetapkan aturan yang diberikan oleh

Pemerintahan Kolonial Belanda. Selain itu, tuan tanah Tionghoa juga bisa

memaksa penduduk disekitarnya untuk melaksanakan kerja bakti selama 50 hari

per tahun. Atas wewenang yang dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tersebut

menyebabkan terkadang munculnya konotasi negatif tertadap Tiongfioa karena

sering clianggap sebagai kaki tangan Pemerintah Koloniai Belanda. Meskipun

seliap h:an tanah berhak mengelola tarrah sewaarlnya paling lamaTStahun dengan
it

mendapatkan satu perlima keuntungan dari hasil panen, nanlun rnereka juga

' SK'i 88.45.3.3O/SK-Sek/198[i iarrirr::ii ) S,:i.r:iiirbrr. l9g,g. i,r:Dtitiil.an !)Ltcr(tll Kotanaclvet
D1-44 (1988).
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menanggung beban pajak yang tinggi.rOa pada tahun 1920-an. banyak Tionghoa

Padang yang tidak mampu membayar pa.jak dan tidak ,rarripu memperpanjang

hak guna tanah sehingga tanah yang ada kembali jacri milik Negara.

situasi yang kurang menguntungkan untuk Tionghoa juga terjacli pada

rnasa pendudukan Jepang. Tuan tanah yang ada cli Padang banyak yang memiliki
kesulitan ekonomi dan kehidupan agak susah sehingga tuan tanah dan orang kaya

Tionghoa mulai berkurang. Pada masa pendudukan Jepang ini juga sering tedadi
penjarahan dan perampokan terhadap etnis Tionghoa. Kondisi keamanan yang

tidak kondLif ini menyebabkan banyak tuan tanah Tionghoa yang melakukan

eksodus ke luar dari Kota Padang. Akibatnya tuan ranah tersebut menyerahkan

atau meninggalkan begitu saja harta bendarrya kepada para pembantu (bujang) dan

tetangganya.

Ketika melaiQtkan eksrodur;. rii;ii,.j:,rr etnrs 'i'ionqhr;a acl? yang se,npat

menitipkan rumah clan hatra benrl.rn:'.r ket:;r.la tetallggrr dan anak Suah mereka.

Dampak dari hubungan baik vang r..:rbiira r:rtara 'iic,nghoa 
dengan lingkungan

sekitar dan orang-orang yang r;ckci;a il,r;;,i;,Ja r,ei-eka rncny-er:abkan etnis

Tionghoa tersebut masih bisa mensulrir,, harl;-l benrian'yii ketika kondisi keamanan

kembali membaik. Namun, bagi sebagian etni:i Tiongiroa iainnya, mereka terpaksa

harus kehilangan harta yang telah riiting,gailtan tersebut karena telah dijarah dan

dirampok oleh orang yang tidak clikenal.

Setelah Indonesia merdeka, 'trerbag;,ri 
kebijarl<an yang dikeluarkan oleh

pemerintah Republik Indonesia rnetnl,awa pengaruh yang signifikan terhadap

status dan kedudukan Tionghoa di Ir:rionesia. l.airgkah pertama yang dilakukan

oleh pemerintah Repubilk Inclonesia ad.:lah dengan melakukan nasionalisasi

terhadap aset-aset bangsa asing di Indonesia. Selama tahun lg45-1950-an,

Pemerintah lndonesia mengklaim seluruh peninggalan asing dan etnis TiongSoa
yang tidak diurus status asetnya akan dinyatakan sebagai milik Negara. pelertiban

dan nasionalisasi dilakuka, terhadap rrarta da, tarah-tanarr y,ang clitinggalkan oleh

rttt Hak sewa tanah -v-ang berlangl^unq maksimal 75 tahun adalah hak erfpacltt yang
sekatang diubah menjadi hak guna usaha. 1'akni menyewa tanah untuk diusahakan sehin.ggaproduktif' Lihat J. De Jong dan H.D. Ploe-qer, Erfpacht eit op;;tal, anr.,.,aun1' rcir*",r'roisli,."
5.
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perusahaan-perusahaan asing dan tanah irriiik etnis f ionghoa yang berstatus

bangsa asing.

Persoalan nasionalisasi terhadap bangunan-baogunan peninggalan Belanda

tersebut masih menyisakan persoalan. Progi'lr-n nasionalisasi temyata belum bisa

menuntaskan pennasalahan aset-aset rnilik bangsa asing, karena bangsa asing di

Indonesia tidak hanya meninggalkan bangunan dan perusahaan saja, tetapi juga

tanah dan'perkebunan yang memiliki nilai tinggi. Nasionalisasi tidak berhasil

menuntaskan masalah aset bangsa asing secara tuutas, khususnya yang berkaitan
,-1

dengan stdtus tanah, karena status tanah tidak dijelaskan dalam undang-undang

nhsionalisasi. Akibatnya perlu dilakukan konversi unfuk memberikan status

terhadap tanah -tanah yan g berm asal ah t erse.bu t.

lntervensi pemerintah berikutnya daiam hak pemilikan tanali adalah pada

Undang-Undang Pokok Agraria 1960, 1'an-q :recara resmi rnengakhiri perbedaan

dalam UU kolonial antara pemilikan tanah inenurut hukum adat dan hukurn

kolonial. Untuk tanah perkotaan, ada dua .jenis pernilikan scbelurn tahun 1960,

yakni eigendom (hak rnilik pnbacii secara hukunr harat) aan opstaL Undang-

Undang Agraria yang baru tersebut mengribah eigenciom rnenjadi hak milik.

sedangkan opstal menjadi hak guna bangunan (penyelvaan tanah selama 30 tahun

untuk perbaikan).t Urdung-Undang Agraria baru ini lebih clari seketlar konversi

nama saja dan menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap warga

Minangkabau dan Tionghoa.

undang-Undang Agraria baru yang keluar pacla tahun 1960 mengubah

semua tanah adat (ulayat) menjadi tanah irak milik yang harus didaftarkan.

Undang-Undang ini rnernungkinkan sertifikat tanah dibuat atas nama seluruh

anggota kaum dan tak perlu mengubair karakter tanah uiayat. Pada prakteknya hal

ini menyebabkan penjualan tanah lebih mudah clilakukan dan memperlemah posisi

perempuan sebagai pemilik tanah. Tahrin 1980 Kementrian Daiam Negeri

mernulai Proyek Nasional Aglaria aiair PI?.()l{,\ trntul< nlemperceirat registrasi

tanah dengan mengurangi biay.r i-)cii(jr{i:rii'}n t;rriah dan rnenyeclerhanakan

/D



prosedurnya.l,5 PRONA masih juga beluur clapat mengl-rilangkan penolakan

terhadap keharusan mengurus sertifikat tanah. dan setelah tiga dekade hanya

sedikit tanah adat di Padang yang memiliki sertifikat. Selain clari rasa keberatan

yang berakar pada adat, ada kelemahan dalam pendaftaran ini Badan pertanahan

Nasional mempunyai reputasi yang jelek suka meminta uang pelicin dalam jumlah
yang keterlaluan. Tanpa mernberi uang pelincin ini maka pengurusan tanah akan

memakan waktu berbulan-bulan (rata-rata 5 bulan).

undang-undang baru ini membawa danrpak yang lebih besar terhadap

orang Tioirghoa. Peraturan ini membatasi rviiayah vang diizinkan untuk dimiliki,
dan ini memaksa orang-orang cli Padang untuk menjual kelebihan tanah mereka.

Khusus orang Tionghoa, yang beiacla di clalarn posisi politik yang lenah, dan

terpaksa menjual tanah tnereka. Karena penjualan iuijuga kadang-kadang diiringi
intimidasi dari pemerintah atau orang-orang tertentu, orang Tionghoa terpaksa

menjual tanah mereka di bawah harga standar (Safwan dkk, l9g7).

Selain itu, kepetnilikan tanah rJibatasi hanya untuk orang Indonesia.

Penduduk yang memiliki dua kelvargenegaraan ciiharuskan melepaskan haknya

dalam satu tahun. kalau tidak tan;rh mcreka akan dianibil oleh negara. Di
Padang banyak orang Tionghoa berkewarganegaraan RRT, kadang-kadang juga
terdaftar sebagai warga negara Indonesil, dan harus rnenjual tanah mereka.

Undang-undang mengizinkan mereka lt.ieilrl!:-il.rakan tanah clengan cara hak guna

bangunan, dengan menyewa. Ftiktan\,ti. seluruir or:rng Ti<lnghoa, bahkan yang
jelas-jelas berkewarganegaran Indr-,nesra. hanrs mengubair starus hak milik mereka
dari eigendoru rnenjadi hak guna banuunarr. Pcraturan ini barivak menghilangkal
kepemilikan orang Tionghoa <li pad;rng da;r ruenj{harusl.:an mereka membayar
sewa ke pemerintah. tlal ini Jugij) ttcnjvetrahkern 1;e;'soalur tak kgnjupg selesai

tentang pembaharuan sewa nieltvetvl di i.,aLrtr.ir Fertaniihau, t1.i mana orang
Tionghoa dibebani dengan biaya .,,anl sa:r!.:ar tinggi clibzlnding warga priburni.
Konversi tanah milik orang Tionght.,a mi:iiiadi hak milik negara membuat
pemerintah rnemiliki tanah yang sangar luas.

r05 
Freek. ibid, hlrn. 243
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1

Di tahun 1958 juga keluar kebijakan yang merlgharuskan etnis Tionghoa

yang ada di Indonesia menentukan kewarEanegaraan rnereka. Memilih untuk

menjadi warga Negara Indonesia atau u,arflr iiegara fiongkok. Bagi rnereka yang

memilih menjadi warga Tiongkok, st;rti!';r'L.,ii kemr-:clian rncnjacli bangsa asing.

Keluarnya PP l0 tahun 1959 berpengatuh besar teriraciap Etnis Tionghoa yangada

di Sumatera Barat. Menurut PP ini, r:tnis Ticnshoa ,varlg statusnya warga Negara

asing tidak boleh lagi tinggal dan meinbuk* usaha cli daerah di bawah tingkat I
(provinsi) dan tingkat II (kabuparen).

-l,
PP l0 tahun 1959 ini menimbulkan geiolak perpindahan pencluduk dari

kecamatan ke daerah tingkat I dan ll. Dr ketahui bahwa Paclang menjadi salah satu

tempat yang paling diminati dan hrinyak ,iiciatanei oleh etnis Tionghoa dari

daerah-daerah pedalaman. Kota Patiang dijatjrkau sebagai tujuan utama para

eksodus f ionghoa disebabkan kar',-,na r;icreka merrganggap padang dapat

melindungi mereka. Posisi Padang .,,ang dekat ciengau pusat pemerintahan serta

dukungan sarana trausportasi yang nremudahl<an llara eksoctus untuk keluar dari

wilayah Sumatera Barat juga meniacii bahan pertirnbangan para eksodus ini.

Akibatnya, kota Padang pada r,vaktu itu menjacii sangat penting dan semakin ramai

oleh Tionghoa.

Persoalan pun terus te{adi kepada etnis Tion-ehoa. Pemerintah Indonesia

memberlakukan UUPA (Undang-undang pokok Agraria) rahun 1960. Dari

ponberlakuan UUPA tahun 1960 ini, etnis Tionghoa yang semula memiliki tanah

kehilangan hak milik atas tanahnya. Hai ini dikaitkan dengan status

kewarganegaraan mereka yang suclah asirrg, cl:rn besamya jumlah tanah yang

mereka miliki dianggap rnenyalahi ketentuan yang berlaku. Dari UUpA 1960 ini
maka kepemilikan tanah di Indonesia dibagi rnenjadi hak milik, hak guna usaha

dan hak guna bangutran. Walaupun berusaha mernperlahankan kedudukannya,

namun para tuan tanah Tiongltoa tersebut terpaksa ilelepaskan hak sewanya

setelah pemerintah RI mengeluarkan syarat ke.penrilitan tanah dikaitkan dengan
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status kewarganeEaraan rnereka.'t'u UUPA i960 ini secara resmi bertujuan untuk

menyatukan semua hak tanah dan mcnggalakkan agar penduduk mendaftarkan

tanahnya, tanpa harus menghiiangkan peranan adat yang ada.l07 Bag

Minangkabau diberlakukannya UUPA 1960 ini n',enyebabkan tanah ulayat

berubah menjadi tanah hak milik yang hanis di daftarkan. Pendaftaran tanah ili
menyebabkan terjadi perges€ran terhadap tatanan adat istiadat Minangkabau.

Pergeseran besar terjadi clalam hak kepernilikan tanah vang akhirnya menjadi hak

milik bersertifikat yang secara signifikan telah merubah status hak kepemilikan

tanah di lr4inangkabau termasuk cli Kota Padang. Perubahau ini menyebabkan

tanah di Minangkabau mudah untuk diperjuallrelikan.

Sama halnya dengan yang terjadi dengan masyarakat Minangkabau.

Keluamya uuPA tahun 1960 juga menimbulkan dampak yang besar bagi

kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, terrnasuk mereka yang tinggal di kota

Padang. UUPA tahun 1960 menganut azas kebangsaan yang mengutamakan hak

milik tanah di Indonesia olc'h Warga Negara irrdonesia. Azas ini menyebabkan

orang asing tidak dapat memiliki tanah Ci lirclor,esia. Peraturan ini berlaku buat

semua kalangan, baik pribumi maupuo non pribumi. Jika pada saat UUPA tahun

1960 ini keluar, seseorang tersebut tclah nrenjadi \\rarga Negara Indonesia, maka

hak-haknya tidak akan hilang, namun sebaiiknya jika seseorang tersebut belum

menjadi Warga Negara Indonesia-, r.ai<a se(:eiil otomatis haknya meniadi milik
negara.

Penerapan UUPA tahun lg50 urenyebabkan etnis Tiongltoa yang terdaftar

sebagai warganegara RRT dan wr.irgancgara lndonesia berada pacia posisi dilema.

Status drvi kewarganearaan inilah 1,iine rnei-ijarii penvebab tuan tanah f ionghoa

banyak kehilangan hak kepenriiikan trir.ahn'"'i. Akibatnya ctnis Tionghoa padang

106 Berdasarkan UU Agraria talitrn l8?() riinyatakarr bahwa Gubernur- Jenderal titlak
diperbolehkan menjual tanah termasuk tan:lr'ianah vang tirlal< luas yang diperuntukkan bagi
perluasan kota serta pembangunan usaha ker;.ri:nan. Walaupun clilarang rnenjuai, tetapi Gubenrur
Jenderal dapat menyewakan tanah menurut kr:lentuan varrg clitetapkan dengan ordopansi atas hak
tanah erfracht selama 75 tahun. Hak erip.acht:ielarna 75 (ahun sangat diminati oleh pcngusaha,
selain bisa dijadikan sebagai objek hipotil<. sistr:nr ini.iuga .ungut ,n.nguntungkan para pengusaha.
Lihat lebih lanjut Kurnia Wannan, hlmrii. 154- i56; i;aclan Koordinasi Intelijen Neagar, pieloman
Penyelesaian Masalah Cina Di Indonesia. iJttku I..lakarla: Badan Koordinasi masalah Cina-
BAKIN, 1979. hlm. 301-305.

r07 
Freek Colombijn. loc cit.. hlnr. 2jfr

73



i
:

I
I
I

j
i
'l

;
.i

g

I
I

yang bukali Warga Negara htdr-rnesia ciihar-usl:ait nrelepaskan hak kepemilikan
tanah mereka. UU Pokok Agraria l96i) il:crntr;,itasi liei,.eirrilikli tanah hanya untuk
Warga Negara Indonesia dau bagi kriuirin-iir 'i'riuighoa 

han1,2 boleh rnemiliki
tanah untuk tempat tinggal seban,/ak 7 l-ia,/oranq."'' Akibatuya kelebihan tanah

milik fuan tanah Tionghoa banyak ;rang clijr:lj n:urah kepacla orang Minangkabau
I

atau kepada pernerintah kota. Seperti halnya .vang diaiami oleh Mak pak Sui dan
NV. Goan Hoat. Kelebihan tanah urilik htiik pak Sui 1,ang tenlapat cli Ulak
Karang dibeli pernerintah, propinsi unruk perunrahan bagi para pegawai.
Sedangkan tanah milik NV. Goan i{oat cliheli oleh pemerinrah kota praja dan
terakhir dilikuidasi tahun 1g5}.t0e

Selain menyebabkan etnis 'l'ionghoir paclang kehilangan tanahnya, uU
Pokok Agraria 1960 juga membah sliulrs hai. nriiik tanah dari eigendom menjacli
hak guna bangunan dan harus rnerrrba'.zar ser.va kepacla pemerintah. Ber4asarkan
UUAP tahun 1960, ada 3 (tiga) macanr kepenrilikan tanah yang berkaitan dengan
dua kelompok hak kepemilikan tanah r:li atas ),ang tidak dirnuat dalam sertifikat
tanah, yaitu:

l. hak erfpacht untuk perkchunan,

2. hak ops ta I untuk trangunan

3. hak eigendom untuk tanah

Ketiga hak ini dapat dikonversi menjadi hak nrilik, hak guna usaha, dan
hak guna bangunan. Secara hukum, f/nclang-{Jnclang Pokok Agraria secara formal
dilaksanakan pada tahunl960-an, kecuali cii Yogyakarta bam bisa dilaksanakan
tahun 1984. undang-u:::dang pokok Agraria menga,dung ciua kerompok:
1' kelompok hak-hak barat dan kelompok hak-lrak tanah y,'ang dikeluarkan oleh

I Belanda merupakan hak tanah yane cirniliki seoara pribadi menurut hukum
lbarat.

2. kelompok hak-hak yang terkait de,gan hukurr adat merupakan tanah oraug
Minangkabau yang sudah didaftarkan rJari merliliki sertifik at (verponding).

r03 
Mardanas Sofuan, dkk, sejarah Kr.,to Patlrng. hkarta: f)eparlernen pendi,Jikan danKebudayaan, 1987, hlm. gg.

'o' Ma.loor Titulair Der Chineezen Lie Saay, o1t. r,it.
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Tahun 1923 dan tahun 1926, 16 oh pajak ta,ah y.ang bersertifikat di padang dan

daerah sekitarnya berasal dari tanah milik orang Mina,gkabuu.,'0

Keluarnya Undang-undang pokok Agraria tahun 1960, nrenyebabkan

lahan berupa tanah liar menjadi semakin meningkat. Tanah-tauah liar yang tidak
bertuan kernudian dimanfaatkan oleh warga lr4inangkabau yang datang dalam
periode setelah kemerdekaan dan pengungsian PRRI sefta war.ga ehris Tionghoa
yang memiliki taraf ekonomi rendah. Penggpna tanah Iiar inilah yang hingga saat

ini menjadipenyebab seringnya teq'adi seng,keta tanah di Kota padang. Mulai dari
berbagai konflik pembebasan tanah, seperti pernhrebasan tanah'untuk terminal
Lintas Andalas dan terminar Goan Hoat yang berjaran tidak sebagaimana

mestinya.lll

uuPA tahun 1960 merubah eigendom menjadi hak rnilik, dan postal
menjadi hak guna bangunan (menyer,,,a ta,ah selama 30 tahun). uupA tahun
1960 memberikan konsekuensi yang Iuar biasa bagi orang Minangkabau dan etnis
Itonghoa yang banyak menjadi tuan tanah. Litj;\p 1960 mernbuat tanah lebih
rnudah unhrk diperjualbelikan cli PaLiarrli dan riaerah peclalaman lainnl,a di
Suinatera Barat. Keniudahari irii riisl'iraLrl.:an liai:erra tanah huiayat teiah dirubah
menjadi hak-hak pribadi ,vang dibiiat iii:S riiiii);1 .se!,-:iuh anggota kaum.

Selanjutnya pada tahun 1969 pou.icr^ir;tah RI jug;l irrengeluarkan sebuah
peraturan yang berkaitan dengan hak i,erpr.,,,rlin,q.'fanah-tanah yang tidak diurus
hak kepemilikannya akan menjadi rniiil.: negirra.rr2 i)aiam prl)se.s pengambi alihan
hak kepemilikan tanah dari pribadi atau masvziral<at, r1r:--g2r0 menggunakan
kek'uatan militer. Bangttnan-bangutrarr dan tarrrh-tanali yang bennasalah dan tidak
nrelakukan pembayaran atas pa.ia1,:, nrai<i.r pacia r.r,aktr-r proses nasionalisasi
dilakukan akan dinyatakan sebagai nulik nerlra yang selragian diserahkan kepaila
militer untuk digunakan sebaga.i kantor ltau nr;irk:rs clan rumah bagi prajurit.

rl0 
Freek Colombijn, loc. cit.,hlrn. 2 j6

I tt Harian Hctlttan, l2 Desember 200_1.llz Peraturan ini dipertegas dengan Peraturarr Mentri Dalanr Negeri no 5 tahun 1973tentang ketentuan mengenai tata cara pemberiarr hak atas tanah.
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Melalui keputu.san Mcntr lJai;ir.' )'r,'r1cri rro l6 tairun 1975 rnengenai

kegiatan pendaftaran tanah dan perrirt:ri;n r;crtjflkat meii_iaCi bon bagi tanah

hulayat yang tidak <timiliki oleh sirtu oralE:.qja.rll Ketika tar.,ah clisertifikatkan,
maka hansaksi jual beli semakin trucl.:;ti diiakukan secara perorangan dan

menyebabkan terjadi sengketa tanarr tiararn nrir.s.,r,ara.kat fuliuangkabau.

Undang-undang baru ini juga rnemirarva clampak negatif terhadap posisi
Etnis Tionghoa yang memiliki rar:ah 1,,anr4 ir:as. Einis'lionghoa. dibatasi dalam
memiliki tanah dan harus menjuai keiebilian t;rnai: clengan cara "terpaksa,, kepada
pemerintah. Selain itq hanya orarlg Irrdonesia lang dibolehkan untuk memiliki
tanah d6;jika rnemiliki kewarganegaraan ganria, miika harus merepaskan hak
tanahnya kepada negara.

Di Padang, banyak orarg 'fio,ghoa ya,g berkewarganegaraan RRC dan
juga terdaftar sebagai warga negara Inclonesia harus rnenjual tanah rnereka.

Undang-undang mengizinkan merekrr menggunakan tenair dengan cara hak guna

bangunan, dengan menyewa. Fakta,i,a, serururr orang Tionghoa, bahkan yang
berkelarganegaraan Indonesia harus rneusubah selumh tanair miiik mereka dan
etgendont menjadi hak guna bangunan. Feraturan ini banyak melghilangkan
kepemilikan orang Tionghoa di padang dan mengharuskan mereka membayar
sewa ke Pemerintah. Konversi tanah orang Tionghoa menjadi hak milik negara

membuat pernerintah memiliki tanah yang luas.lra

E.Perubahan status Tuan Tanah Tionghoa padang

Tuan tanah Tionghoa adalah rnereka yang secara sosial punya kedudukan
yang tinggi dalam sistem sosial 'yang acla di Hindia Belanda. Tuan tanah-tuan
tanah ya,g Tionghoa yang ben,unculan di kota padang adalah Kapiten dan
Mayor Tionghoa yang secara sosial rnenducluki kedudukan yang terhormat dan
secara ekohomi juga sangat kuat. Tanah-tanah yang luas yang didapatkan oleh

t3 7'aiyardamzubir, Budaya Konflik cltLn Jaringttr Kckuu.raan, penclekatan pe.nyelesaian
Btrda.sarkan Kearifon Lokar Minangkabci, yoyakarta: rnsisr press, 2010, hrnr. 69.

"u Freek cotomuur, tri;.',[-"" '"'
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tuan tanah Tionghoa ini bisa didapatkan hak e:igendoinnya dari pemerintah

kolonial. Sebagai lahan bebas yarlg belunr produktif, tanah-tanah yang berada di

bagian utara dan barat kota Padang dij:idikan sebagai perkebunan dan peternakan

babi oleh fuan tanah Tionghoa.

Ahli waris Ang Eh Lai, seorang tuan tanah yang punya aset ekonomi yang

cukup banyak pada masa Hindia Belanda menuturkan bahwa keluarga mereka

masih memegang sertifikat atau bukti kepemilikan tanah yang acla di Duku.rrs

Dari ratusan ha tanah yang mereka miliki, maka berdasarkan aturan hukum yang
a -l

berlaku sejak tahun 1960 hanya boleh clijaclikan hak milik sebanya l0 % saja. Hak

kepemilikan tanah yang mereka dapatkan ini berasal dari keputusan keluarga Ang

yang semunaya memilih untuk menjadi warga negara Indonesia di tahun 1950-an.

Meskipun sejara hukurn Ahli \Varis I(eluarga Ang n-remiliki sertifikat hak

milik tanah yang ada di Duku tersebut, llarnull kenyataannya tanah-tanah tersebut

sudah rnen3adi tempat pernukiman penciuduk cian bercliri sejurnlah rumah-rumah

beton yang permanen. Situasi 1'arig tcr'ladi ;-,:rcla k-,:lirarga Ang, teriadi juga oada

keiuarga-keluarga tuan tanalr rl,r': lain. F.etika penrcrintirha.n Fiindia Belanda

berakhir, dan periode peralihan teila"li i;.ula .i:par-u.ian perneriritair ltl rnembuat

tanali-tanah perkebunarr yang acla tersehut rli.i',rcirrki oleli penduduk.

Dalam periode 1,ang panjang i)asua l.:eprerdekaan Inclonesia tanah-tanah

yang tidak segera bisa diurus tliciuJuki oich penduduk dan sekarang jadi

pernukimah. Sebagian dari tanah-taniih tr:rsrebut ada juga yang dijual kepada

pemerintah atau militer. Saat fanah kclualg:l Ane I'ang ada di daerah Gu;rung

Pangilin skearang diduduki oleh pendu.iuk nr.ri,,a keluarga ini menrutuskan untuk

menjualnya dan sekarang tannh tersebur berpiudah haii rnilik kepada PGRI.ll6

Di sisi lain, status tuan taniih jrrga tiiiak ruuiigkin bisa dipertahankan lagi

karena hukum yang berlaku sekarang tidak merntrngkirrkan mereka untuk

' 't Warvancara dengan W irako l\ngriaiva n. di !<ar,.,asan lvlualo Padang. November 20 I 5.

"u Ibid
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memiliki tanah dalarn jurnlah .,,iiny-1 ire:;ar. l-iilri 109'c tanah yang tersisa, dan

jumlahnl'a juga ticiak lagi banyak surlah iiiirugrkarr kcpacla anggotil-anggota yang

ada dalam keluarga untuk kelangsrrn;lrir ei<onrrmi masing-nrasing.

/6
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BAB \/
KESIMPULAN

Penelitian mengenai Tuan Tanah Tionghoa ini dapat disimpulkan kedalam

poin-poin berikut ini:

l. Pemerintah Kolonial menjual daerah yang luas kepada pengusaha Eropa

dan Tionghoa untuk menunjang keuangan mereka.

Z. Pemerintah kolonial memberikan ketrebasan seperti rnenjadi "tuan" atas

tanah yang dimilikinl'a d:rt-' tr'':iir;:k ur'tuk inentuijuk peFJgas desa'

mendirikan pasar, mengumpuikaii ;ukai dan memungut pajak (1/5 dari

hasil panen atau sarna {s1-rgan s,erl'a liihan untuk incttanarn buah-buahan dan

lnemelihara ikan).

3. Undalg-undang 1960 tentairg bagi i:asil n:un'berikan perlindungan yang

mengatur hubungan :tntat-it triun iairirh C;rtt p.-n'"eii'a tanah dengan cara

nlembuat perjanjian terruiis rian dit.rrr,latangani c'lch pejabat terkait.

4. Perjan;ian mengatur tige helrt ri Llrti,i( Frriiv("'r',-l r-ian Lierlaktt nrinimunl 3

tahun untuk sawah, 5 tahun untuk lahln kering.

5. Undang-undang Agralia Dasa;' (N,.: 5/19(r0) merupakan undang-undang

yang memberikan hak atas tar:ah bagi seluruh rakyat dengan melakukan

penyerataan dalam hak kepernilikan tanalr.

6. Undang-undang Agraria ini niengubah semua tanah adat (ulayat) menjadi

tanah milik yang harus didaltarkan. Undang-undang ini memungkinkan

sertifikat tanah dibuat atas nama seluruh anggota kaum dan tak perlu

mengubah karakter tanah ulayat. Pada prakteknya hal ini menyebabkan

penjualan tanah lebih mudah dilakukan dan memperlemah posisi

perempuan sebagai pernilik tanah'

7. Tanah yang arla di kota Padang adalah tanah milik bersama yang dimiliki

inenurut adat Minangkabau. Sebagai hasil dari pemecahan tanah kaum
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(lineage) dan sub-ka,m (sutriineaqe atau pantik dalanr bahasa

Minangkabau) arlalah plot taiiah n.ren;acli lebih ket:il.

8. Penjualan'dan oetnecalilii larah !.er-akhir pacia kepemilikan. Dari butir

tersebut dapat dijelaskan ilenl;an sthuah pi'oses peudulum individualisasi

dan rekomunalisasi. -Qekaranq, s;erirrg tojarii bairrva tanah ticlak mencapai

status pusaka tinggi dair secara da.fur:to terap sebagai rnilik individu.

9. Kepemilikan harta Minangl.-abar,r adalah pernicu -i':onflik. Sulit

mempeftahankan pembeita:r rizr!aru ktrsus peradilan sekitar tanah.

10. Di zama kolonial, ada perber-iaan penting antara hak komunal Minangkabau

dan hak individu ala Baurt. Pr:;fsi!,r16 iili l.:embali pada pemerintahan De

Stuers (1824-1829).

I l. Penjualan yang beruiang rncngekilratl:rn ti:nah korrurunal relah rnenjacli hak

milik pribadi secara dt: Jht:tc

12.Berbagai penjualan terjacii clari koiliak personal. Sekarang ini penjualan

tanah diselenggarakan olch brokcr, di rnana pelaksanaan itu di zaman

kolonial dilaksanakan oich bank gadai, fbank hipotik] the padangsche

Spaarbank.

13.Hukum Agraria tahun 1960 yang memaksa orang cina menjual tanah

mereka.

14. Tanah bekas rnilik Belanda. dan China saat sekarang ini dimiliki oleh

negara, militer dan diduduki secara liar.
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